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ABSTRAK

Tesis ini mengkaji perbandingan pengaturan aksdisidual ke Mahkamah
Konstitusi dalam sistem pengujian konstitusionalldgara Jerman dan Indonesia.
Penelitian ini penting untuk dilakukan karena daaatkedua Negara tersebut
didapati perbedaan dalam negara memberikan akpesi&eéndividu untuk dapat
mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi di datakum positifnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelittamkum, dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pesmdeksg¢jarah dan
pendekatan perbandingan hukum. Adapun metode @ngdisg digunakan adalah
analisis deskriptif-kualitatif

Hasil penelitian menyimpulkanpertama, Pengaturan akses Individual ke
Mahkamah Konstitusi dalam sistem pengujian korgbnal di Negara Jerman
sangat komprehensif dapat ditemukan di dalam Kiusstmaupun UU tentang
MK Federal Jerman. Akses individual ke Mahkamah $ibumsi di Negara Jerman
dapat dilakukan melalui mekanisme yang dapat disalethagai mekanisme
pengaduan konstitusional dan pengujian konstitasisecara konkrit. Sedangkan
Pengaturan akses Individual ke Mahkamah Konstitiadam sistem pengujian
konstitusional di Negara Indonesia kurang komprsifierdiatur didalam
konstitusi. Akses individual ke Mahkamah KonstitdsiNegara Indonesia dapat
dilakukan hanya melalui pintu pengujian UU terhadHdpD baik secara formil
dan materil;kedua,terdapat perbedaan dan persamaan pada pengahiesia a
Negara Jerman dan Indonesia dalam hal memberi aksd#isidu guna
mempertahankan hak-hak dasar-nya dalam sistem jmamgkonstitusional.
Perbedaan yang paling penting yang ditemukan ad\gglara Jermamore open
atau sangat terbuka mengatur bagi akses indiviguah mempertahankan hak-
hak dasar-nya dalam sistem pengujian konstitusiosatlangkan  Negara
Indonesialess openatau kurang terbuka pada tataran yang sama. Sexang
persamaan yang ditemukan adalah pada dasarnyaa ddoaofis antara kedua
sistem menempatkan akses individual itu guna mesaipemkan hak-hak dasarnya
secara maksimal, maka oleh karena itu dalil adg®fanggaran hak-hak dasar
merupakan syarat utama dapat diajukannya permohokatiga adanya
pembatasan akses individual ke Mahkamah Konstilodonesia disebabkan
karena “political insurance” dalam pengadopsian mekanisme pengujian
konstitusionalnya; damkeempat terkait mencari tatanan yang ideal bagi akses
individual ke Mahkamah Konstitusi Indonesia dapktkadikan dengan mengambil
pembelajaran dari praktik yang ada di Negara Jernmiatanan yang ideal itu
adalah tatanan yang membuka seluas-luasnya bagidmdintuk dapat akses ke
Mahkamah Konstitusi baik secara langsung maupuraldikan melalui tangan
dan pemikiran hakim-hakim pada peradilan biasanggfai akses individual dapat
diwujudkan secara maksimal.

Penulis kemudian menyarankan bagi pemangku kewaplaamg berwenang
dalam hal amandemen UUD 1945 untuk segera melakakemdemen lanjutan.
Hal ini disebabkan karena, pengaturan tentangnsigtengujian konstitusional
yang terdapat dalam UUD 1945 kurang komprehensiihgaernya. Hal
sedemikian ini terlihat pada tataran pengaturaresakadividual yang sangat
sempit dalam rangka mempertahankan hak-hak daksr.k@rena itu mekanisme
pengaduan konstitusional dan pengujian konstitasi@ecara konkrit penulis
usulkan dalam agenda perubahan UUD 1945 mendatang.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian para ahli, peneliti dan akademisi ilmkumu pada dekade terakhir
banyak terfokus kepada munculnya sebuah fenomena tbatang Sistem of
constitutional review atau sistem pengujian konstitusionaBistem penguijian
konstitusional itu tumbuh dan berkembang secaraimgan dengan pelaksanaan
demokrasi dalam praktik penyelenggaraan sistemtdtetgaraan di berbagai
penjuru dunia pada waktu yang bersanfaan.

Telah banyak penelitian yang secara konprehensifgkegi tentang sistem
pengujian konstitusional, misalnya penelitian yatipkukan oleh Akademisi
berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama TonbGigsian Mila Versteed.
Beberapa data yang dapat diambil dari penelitianekae adalah, dari seluruh

Konstitusi yang dimiliki oleh 150 negara sejak Tah0i951 telah didapati

! pada dasarnya pengujian konstitusional itu merpalsebuah sistem. Dalam

mendefinisikannya perlu pencermatan yang lebih mlamd yang harus dikaitkan dengan sistem
hukum yang berlaku pada suatu negara dan lembegatteyang dibentuknya. Secara sederhana
Alec Stone-Sweets menguraikan bahwa “pengujiantkas®mnal” adalal'...is the authority of

an institution to invalidate the act of governmsnth as legislation, administrative decisions, and
judicial rulings-on the grounds that these act hai@ated constitutional rules, including right”
Lihat, Alec Stone-SweeGoverning with Judge-Constitutional Politic in Eye (Oxford: Oxford
University Press, 2000), him.21. Secara sederhaom Tsinsburg & Mila Versteeg juga
menyatakan bahwaCobnstitutional review, which we define as fimenal power of a local
court or court-like body to set aside or strike igtion for incompatibility with the national
constitution”, Lihat, Tom Ginsburg and Mila Versteegjhy Do Countries Adopt Constitutional
Review him. 4, dalam http://www.utexas.edu/law/colloquipapers-public. Secara sederhana
penulis kemudian berpandangan bahwa, “Pengujiansttasional” adalah merupakan suatu
mekanisme untuk menguji konstitusionalitas matéaiuaprosedur pembentukan suatu produk
hukum dan juga dapat digunakan sebagai sebuah mei@muntuk menguji konstitusionalitas
suatu tindakan hukum. Lebih detail lihat pembahasata kerangka teoritis pada bab ini.

2 Lihat lebih lanjut pada: Tom Ginsburg Judicial Review in New Democracies:
Constitutional Courts in Asian CaséNew York: Cambridge University Press, 2003).

% Tom Ginsburg and Mila Verstedgg.cit Sebagai perbandingan lihat pula, G. Harutyunyan
and A Mavci¢ The Constitutional Review And Its DevelopmentThe Modern World (A
Comparative Constitutional AnalysisfArmenia:Yerevan-Ljubljana,1999). Kedua peneliti in
menjadikan Konstitusi-konstitusi yang ada dibebansdpgara sebagai bahan hukum yang utama.



mengadopsi sistem pengujian konstitusional dengaseptase angka sebanyak
38 %, dan angka tersebut melonjak naik hingga rdeB8@ % di tahun 2011 Hal

ini menunjukkan peningkatan yang signifikan tentgpgrkembangan sistem
pengujian konstitusional di berbagai negara. Femanyang sedemikian rupa ini
secara tidak langsung juga telah sedikit menunjouldeayi kalangan pstudyilmu
hukum akan urgensi salah satu bidang garapan gga§ ntuk diperbincangkan
dan dikaji baik pada skala nasional maupun trassenal.

Pengujian konstitusional dikatakan sebagai sebistns, pernah diungkap
pula secara konprehensif oleh G. Harutyunyan dane AMavcic melalui
penelitian dengan judulConstitutional Review and Its Development: Analys
Comparative Constitutional® Berkaitan dengan penguijian konstitusional sebagai
sebuah sistem, bahkan G. Harutyunyan dan Arne Ma&nah mengatakan:

What is then the constitutional review as a sisteriviore often
than not many authors circumvent this issue bynesdeor by
identifying it with the judiciary sistem of juditieeview. We shall
return to diverse aspects of this issue furthertwo significant
points need to be noted here. First of all, thestiuational review
is not restricted only by the framework of judicraview. What
also needs to be considered is the functional oblthe legislative
and executive authorities, and the order and tiadi of retaining
the moral, national and spiritual values. Secondlthe
constitutional review, taken as a sistem, as alitgt@f complex
and harmonically interacting bodies having diffeyipowers, can
exist and efficiently function only with certaireponditions. Those
having prominence include: the constitutional athusnt of public
relations, the establishment of democratic priregplof the
development of society (this type of sistem is mghass at the
time of revolutions or dictatorships), independendaeview, its

* Beberapa data lainnya yang didapat dari penelidangan basis analisis komparasi
konstitusional dengan memusatkan kajian pada pemglipnstitusional di berbagai negara itu
adalah:pertama pada dasarnya pengujian konstitusional merupakhonah sistem yang umum
(pahami sebagai sebuah sistem pengujian sajakethra pengujian konstitusional itu kemudian
berkembang kedalam sub-sistem pengujian tertentg y@ijumpai sangat beragam model
pengujian dalam praktenya diberbagai negara.

> Ibid, G.Harutyunyan dan A Mavcic.



universal character, accessibility to the membefshe society,
openness of the constitutional review, %tc.

Atas pernyataan G. Harutyunyan dan A. Mavcic djatesmudian penulis
mengambil dua hal penting yang perlu diperhatikaalamd hal pengujian
konstitusional dikatakan sebagai sebuah sistemu&dwl itu adalahpertama,
walaupun ada hubungan khusus antepastitutional reviewdenganjudicial
review (pengujian oleh lembaga peradilan), namun tidalktt¢giga mengatakan
constitutional reviewhanya dibatasi dalanframe work atau kerangka kerja
judicial review semata, akan tetapi hal ini dapat saja diperankeaim lembaga
eksekutif atau oleh lembaga yang lainnya pwan kedua sistem pengujian
konstitusional akan eksis dan efektif fungsinyagaetung prasyarat kondisi
tertentu, misalnya pembagian atau pemisahan kekmagdalam negara secara
baik, prinsip dan pelaksanaan demokrasi yang herldk suatu negara,
independensi pelaksanaan pengujian konstitusioaatess atau akses yang
terbuka untuk melakukan pengujian konstitusionaji lseluruh warganya dan
prasyarat-prasyarat yang lainnya. Maka oleh karenaecara sederhana penulis
disini dapat mengatakan bahwa sistem pengujiantikesisnal itu merupakan
sistem terbukgopen sistemlyang memperkenankan negara dapat mengadopsi
secara tersendiri sistem pengujian konstitusiorzalny

Sistem pengujian konstitusional yang merupakaremsisterbuka itu dalam
praktik dapat dilihat secara jelas dalam sistemgpgan konstitusional yang
mucul di dunia global, yang dimana kemudian memaegara praktis dapat
diklasifikasikan kedalamvarian pola pelembagaan (yang dalam praktinya

terbentuk model dan karakteristik tertentMarian pola pelembagaan tersebut

% Ibid, him. 8.



diantaranya ialah: ada negara yang menunjuk lempaggadilan tersendiri dan
khusus, dalam hal ini masyhur dikenal dengan sabletabaga Constitutional
Court’ atau Peradilan Konstitusi, ada pula yang mengaitola pelembagaannya
kepada lembaga yang sudah ada sebelum suatu Mamkéonatitusi dilahirkan
yakni lembaga Supreme Courbr High Court’ atau Mahkamah Agung, ada pula
yang memberikan tugas itu kepada badan-badan yatehsada (dalam hal ini
selain lembaga peradilan), ada pula yang tidak nmaaeadanya mekanisme
pengujian konstitusional sama sekali dan masih ddappla pelembagaan yang
lainnya. Oleh karena itu yang terpenting dalam ararpola pelembagaan ini
adalah peran dan kedudukan suatu lembaga yangtakbantuk melaksanakan
mekanisme pengujian konstitusional guna mewujudkangsinya secara
maksimal.

Secara praktis pula, pola pelembagaan tersebutdiamuapat digolongkan
kedalam model-model tertentu. Model lembaga yandgap® dan paling tua,
dapat dirujukkan kepada sistem peradilan Amerikék&eyang secara sederhana
memiliki karakteristik tecentralized review exercised at every level & th
judiciary with a Supreme Court at the toptau Pengujian yang tersebar yang
dapat dimiliki oleh setiap lembaga peradilan (daldmgkup kekuasaan
kehakimanya) dengan Mahkamah Agung sebagai punedinggi sistem
peradilannyd. Berseberangan dengan model Amerika, tumbuh para#thusus

yaitu Mahkamah Konstitusi dengan karakteristikeritralized constitutional

" Hal terpenting dalam model penguijian yang tersétiamdalah, pengujiannya ditempatkan
untuk menghadapfconcrete dispute”, or a “case or controversy'Lihat Article Il of the
Constitution U.S, see Arizonans for Official EniglisArizona, 520 U,S.43, 67 (199F)odel ini
biasa disebut‘American Model”. Lihat pula, Mauro Cappellettijudicial Review in the
Contemporary World(New York: the bobs-Merril Inc, 1971), him.132



review atau pengujian konstitusional yang terpdsaelain dua model besar itu,
dalam perkembangannya muncul beberapa model yangykkni: modelmixed
atau campuran Amerika-Eropa; ada juga maaeiseil constitutionngPerancis;
modelinternational “Judicial Review; muncul pula sebuah model gagasan tanpa
adanya mekanismeconstitutional revieW atau bahkan akhir-akhir ini di
beberapa negara berbasis muslim muncul pula mdslahtic Review. Model
Europe atau Austria model(continenta) serta Model Amerika, hinnga saat ini
berkembang pesat dan telah banyak diadopsi olefakaregard®

Walupun pengujian konstitusional merupakan sistamgykomplek dan amat
sangat luas, namun penulis dapat menyatakan sega®bahwa fungsinya dapat
digeneralisasikan. Fungsi umum pengujian konsttai itu adalah guna
mewujudkan secara maksimal supremasi konstitusddm rangka perlidungan
hak-hak dasarcpnstitutional righf warga negara yang telah diatur didalam
konstitusi (lihat Gambar 2}. Oleh karena itu tidaklah mengherankan G.
Harutyunyan dan A. Mavcic mengatakdiihe top principle of existence and

functioning of the democratic society and a staieegned by the Rule of Law is

8 pada model ini, pengadilannya hanya menapungpatdsira yang‘Abstract” tapi dapat
pula untuk hal yang konkritAbstract that mean is the constitutional courteslono resolve
concrete cases between two litigating parties mgweer constitutional question reffered to it by
elected government official, either before or attee adoption of lawModel ini kadang disebut
sebagal'Concept Kelsen's Modelatau“Europe Model”. 1bid, him.137

% Islamic reviewini dipraktekkan di Negara Mesir, Pakistan dan Aigtan. Lihat: Clark B
Lombardi, The Challeges and Opportunities of Islamic reviéwsson for Afghanistan from the
Experiences of other Muslim Countrieniversity of Washington School of Law, makalah
dipresentasikan dUS Institute of Peacdalam“workshop on the Afghan constitutiortield in
Kabul on September 20-21, 2011. Lihat pula ClarkLBmbardi dan Nathan J. Browimo
Constitution Requiring Adherence to Shari'a ThreattHuman Right?: How Egypt's
Constitutional Court Reconciles Islamic Law witle thiberal Rule of LawAmerican University
International Law Review, 2006, him.21. article  dap dilihat dalam
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstrac1ia426.

19 jJerg Gutman.,et,aDeterminants of Constitutionally Safeguargdedidiati Review Insight
Based on New Indicatohlm.1. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract9#iz244 makalah
diakses tanggal 10 november 2012.

1 G. Harutyunyan dan A. Mavcic, op.cit, him.163.



the supremacy of the Constitution, which is atstme time the principal concept
of constitutional reviewm(Prinsip yang utama daripada eksistensi dan fungsi
demokrasi dan negara berdasarkan hukum (yang meaterdalah hukum) itu
adalah supremasi konstitusi, yang dimana hal itlafgaat bersamaan, prinsipnya
sama dengan prinsip yang diharapkan dari pengkgiastitusional)®

Dari beberapa penelitian yang ada dan yang telafaidan diatas, salah satu
hal fundamental yang masih terdapat ruang untuikdkan pengkajian dan
penelitian adalah suatu hal yang dikaitkan deraganessibility to the members of
the society (dapatnya akses bagi seluruh anggota masyarakaigmda
mempertahankan hak-hak dasar-nya melalui mekarnp&ngujian konstitusional
ke Mahkamah Konstitusinya. Apabila dirujukkan dengarnyataan Harutyunyan
dan A Mavcic diatas, hal ini merupakan salah satasyarat eksistensi dan
efektifitasnya peran pengujian konstitusional disuamegara. Perihal akses
individual masyarakat ke Mahkamah Konstitusi itwbilke tegas-nya dalam

penulisan ini diistilahkan dengamdividual acces$akses individual}?

12 |bid.him.8. Ketika prinsip supremasi konstitusi dijunjung, makecara tidak langsung
perlindungan dan pengakuan hak-hak dasar yang iddéamh konstitusi (seharusnya) juga akan
mendapat tempatnya.

13 Individual accessadalah suatu hal dimana individu (seseorang) dapemgajukan
permohonan dalam rangka pengujian konstitusioedéradilan Konstitusindividual accesni
dibagi menjadi dua hal, yaknitirect accesdanindirect accesDirect accessmemperkenankan
individu langsung untuk pengujian konstitusional Reradilan Konstitusi, sedangkamdirect
access mengharuskan pengujian konstitusional diwakilkdeholembaga tertentu, misalnya
ombudspersordi beberapa negara Eropal akses ini tergantung bagaimana sebuah negara
memberi porsi akses individu dalam pengaturannyaaliing-masing negar&idak semua akses
individual akan dikaji dalam penelitian ini, namuhanya yang berhubungan dengan
mempertahankan hak-hak dasarnya saja yang dikajindpenelitian ini. Lebih jelas lihat pada
kerangka teoritisLihat pula pada G. Harutyunyan et.alDraft Study on Individual Acces to
Constitutional Justice”, Venicce Commission, Study N 538/2009, CDL-JU(2018)@v, Versi
English Langguagedipublikasikan di Strasbourg, 11 Oktober 2010.



Akses individual itu dalam praktiknya pada setiapdel sistem pengujian
konstitusional, didapati perbedaan pengaturan ysamgat mendaséat. Oleh
karenanya, antara pola lembaga yang satu denganlgian(dalamframe sistem
pengujian konstitusional) dijumpai perbedaan pamgat yang signifikan dalam
negara memberikan porsi kepada individu untuk dasases ke Mahkamah
Konstitusinya dalam rangka mempertahankan hak-lesdardapabila dilanggar
oleh tindakan-tindakan hukum tertentu. Akibatnytaohahal ini, ada negara yang
secara maksimal dan/ atau minimal memberikan akepada individu guna
menikmati dan mempertahankan hak-hak dasarhya.

Amerika Serikat adalah pelopor yang memperkenalkegaimana akses
individual sangat terbuka untuk mengajulcaim (pengaduan) dalam pengujian
konstitusional secara langsurdiréct accey ke lembaga peradilannya (di Negara
ini, terminologi pegujian konstitusional lebih akralikenal dengan sebutan
Judicial Review Hal ini diawali oleh sebuah kasus yang amateteak yakni,
Marbury vs Madisonpada tahun 1803. Berdasarkan atas kasus itu, kamud
hingga saat ini pada intinya Amerika Serikat men&esa akses yang terbuka bagi
seluruh individu masyarakat untuk dapat langsungdaliwakilkan oleh lembaga
tertentu untuk dapat mengajukan perkara konstmaditas baik melaluDrdinary
Court (pengadilan biasa) atau langsungskpreme CouriMahkamah Agung).

Diseberang pihak kemudian memang muncul sebuah IndatiEem golongan

Eropa yang mempunyai ciri pengujian konstitusioyaaig terpusat. Hal ini pada

4 yang dimaksud “pengaturan” dalam kajian ini adatatatu cara atau perbuatan untuk
mengatur diwujudkan dalam hukum positif agar tarssgsuai dengan tempat dan fungsinya.

15 Ketika negara membuka ruang yang seluas-luasngaibdividu untuk menikmati dan
mempertahankan hak-hak dasarnya ini, secara fitosafma artinya dengan Negara menghormati
dan menjamin akan hak-hak tersebut. Begitupun gejzaliknya, ketika negara sangat minim
memberi ruang kepada individu sama artinya dengagah tidak respek dan bahkan dapat
dikatakan mengingkari hak-hak dasar individu.



awalnya ditawarkan oleh Hans Kelsen melalui KoustitAustria sebagai
alternatif model pengujian konstitusional yang ¢beg (liffuse modél Amerika
tersebut. Pada intinya dalam model yang dipeloldetsen ini kemudian dianut
oleh banyak negara, yang pada tahap selanjutnyaidiam memperkenalkan
indirect acceqakses tidak langsung) ddirect accesgula.Direct accesdalam
model golongan Eropa itu pada awalnya dipelop@i dlegara Jerman.

Pada intinya, kemudian secara sederhana peneiitiamemang diarahkan
hanya untuk mengkaji akses individual ke Mahkamamdfitusi dalam sistem
pengujian konstitusional dalam perspektif perbagaimdi dua Negara, yakni di
Negara Jerman dan Negara Indonesia. Pada tatardlegara Jerman dipilih atas
dasar pengalaman yang matang dalam hal mengatas akdgividual, dan sisi
yang sama dipilih karena Negara ini sangat kommshemengatur dan
memberikan akses yang sangat terbuka kepada indifnthsyarakat) untuk
mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusinya.

Perihal akses individual untuk mengajukan tuntut@pada Mahkamah
Konstitusi Federal di Jerman telah diatur dalamunmukpositifnya dan secara
sederhana disini dapat dikatakan bahwa Negara dameaawarkarlirect acces
dan indirect acceskepada seluruh warganyfa.Pada tatarardirect acces,di
Jerman diatur bahwa setiap individu dapat menggmakekanismendividual

complaintatau pengaduan konstitusiohalSedangkan padadirect accesakses

'® Lebih detail uraian tentang Akses ke Peradilan Karss di Negara Jerman, lihat: Wernen
Heun “Acces to The German Federal Constitutional Cutialam Ralf Rogowski & Thomas
Gowron., edConstitutional Court in Comparison; The U.S. Supeebourt and the German
Federal Constitutional CoufiNew York:Oxford Berghahn, 2002), him.125-156

" Misalnya Pasal 93 ayat 4Basic law1949 atau Konstitusi Jerman yang mengatur bahwa:
setiap orang dapat memasukkan keluhan inkonstitakias jika hak dasar-nya atau salah satu
haknya yang telah diatur dalam KonstitBsisic Law(yakni Pasal 20 (4) atau Pasal 33, 38, 101,
103 atau Pasal 104) telah dilanggar oleh "otonialslik” dalam penyelenggaraan negara dan
pemerintahan. Otoritas publik yang dimaksudkanatialah seluruh tidakan pemerintah baik



individual terwakili oleh peran dan kedudukan pardinary judge (hakim di
peradilan biasa) padardinary court (peradilan biasa) dengan menggunakan
mekanismeoncrete judicial review®

Secara yuridis formil, di Indonesia sendiri saat pada pokoknya telah
dijumpai pula pengaturan tentang sistem pengujarstitusional, dan dalam hal
ini perannya dimainkan oleh Mahkamah Konstitusi éti Indonesia (MK RI).
Sebagai pelaksana fungsi pengujian konstitusianadjéc), MK RI bersifat pasif
dalam artian MK RI tidak dapat melaksanakan inisggndiri untuk secara aktif
menguji konstitusional tanpa adanya pemohonan iddividu atau seseorang
yang memiliki standing untuk mengajukan petisi. lOlkarena itu MK RI yang
konon berfungsi sebagguardian of constitutiontu tidak berarti apa-apa tanpa
adanya peran akses individkajpadanya.

Serangkaian aturan yang mengatur sistem pengujarstikusional pada
dasarnya diatur pada pasal 24 ayat ke-2 dan p4a<all2uD 1945 serta beberapa
aturan derivasinya, semisal Undang-undang No 24uifaB003 Tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah menjadi bipdadang No 8 Tahun
2011 (selanjutnya disebut UU tentang MK).

Pasal 24 ayat ke-2 UUD 1954, pada dasarnya mekguaraeberapa hal yang
berkaitan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi B#plndonesia (MK RI)

dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman. Pasal terseboyatakan bahwa:

Federal maupun negara bagian, didalamnya juga s$etmautusan pengadilan, tindakan
administrasi dan tidakan legislative dalam pemHbariusuatu perturan perundang-undangan Di
Jerman pengaduan konstiitusional diistilahkan dengarfassungbechwarde’.

18 Lihat Article 100 (1) Basic Law 194Singkatnyaconcrete revievini menghendaki apabila
hakim pada pengadilan biasa bimbang atau mempakanykonstitusionalitas atas UU yang
dihubungkan dalam pemeriksaan perkara, para hairatdnengajukan pertanyaan ke Mahkamah
Konstitusi atas perkara tersebut.
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Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkafaing
dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalamgkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingiam
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usatmegara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
Sehingga oleh karena itu, disini dapat dikatakan RK sebagai salah satu
lembaga yang lahir dalam rangka melaksanakan Kakna&ehakiman yang
kedudukannya setara dengan Mahkamah Agung Replidinesia (MA RI).
Akan tetapi walaupun setara kedudukan antar ke@dyangsing-masing diantara
keduanya memiliki perbedaan baik pada segi wewedandungsinya.
Pasal 24 C UUD 1945 menguraiakan beberapa hal parnpitan dengan
fungsi dan wewenang MK RI, pasal tersebut berbunyi
kesatu,Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada twgk
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat funauk menguiji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenamagan
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pdatan
partai politik, dan perselisihan tentang hasil péhan umum;
kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiceenurut
Undang-Undang Dasar.
Inilah beberapa hal tentang wewenang MK"RWVewenang MK RI yang disebut
pertama pada ayat kesatu disebut saja sebagastitutional judicial review on
the constitutionality of laiv(pengujian konstitusionalitas norma hukum (UU)),
dan yang lainnya disebut saja sebageonstitutional judicial review on the
constitutionality of an act’s (pengujian konstitusional atas penilaian tindakan
hukum). Dengan melihat wewenang yang dimiliki oMK RI ini, maka disinilah

fondasi awal sistem pengujian konstitusional itunmarg telah nyata diadopsi di

Indonesia, dan wewenang pengujian konstitusionaydaliberikan kepada MK

¥ pasal 24 C UUD 1945 yang mengatur tentang wewekBO&I yang diatur secara ekplisit
ini merupakan sebuah pasal yang sifatnya tertiigksudnya MK RI dalam melakukan tindakan
berkaitan dengan wewenangnya tidak boleh bertingelkbihi apa yang diatur didalamnya.
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RI. Seperti fungsi sistem pengujian konstitusiop@Elda umumnya, sistem
pengujian konstitusional di Indonesia pada pokokmgmnang juga difungsikan
dalam rangka menjaga prinsip supremasi konstitasi perlindungan hak-hak
dasar warga negara yang ada didalam konstitusinya.

Walaupun sistem pengujian konstitusional telah 4€pygluh) tahun lebih
diatur secara lugas dalam hukum positifnya, ak&pitéingga saat ini pengaturan
akses individual untuk mempertahankan hak-hak dasafalui pengujian
konstitusonal ke MK RI dibatasi atas beberapa parkartentu. Misalnya lebih
sepesifik lagi untuk dapat akses langsung kepada RIK akses individual
tersebut hanya dibatasi pada level pengujian Ul ymartentangan dengan UUD
1945. Bahkan apabila dilihat menurut Hukum Acaramgleses individual itu
hanya dibatasi dalam pengujian konstitusional terkauatan dan prosedur
pembentukan UU yang bertentangan dengan UUD 1948ar(d hal ini,
wewenang sedemikian dapat digolongkan dan dapabulissebagai pengujian
konstitusional secara abstraR)Oleh karena itu secara sederhana dapat dikatakan
bahwa negara Indonesia sangat minim memberikangrbagi individu guna
akses ke Mahkamah Konstitusi.

Pada tataran yang sama tentang apa yang telalr diablidonesia tersebut
diatas, realitanya berbanding terbalik dengan @vay ylidapati dan diterapkan di

beberapa negara Eropa. Di Eropa ada negara yang peri@nalkan

2 | ihat lebih detail reduksi dari pasal 24 C ayakni pada pasal 51 ayat 1 Undang-undang
No 23 tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, yamgunjukkan bahwa MK hanya dapat
memeriksa pengujian konstitusional secara abstPagujian secara abstrak berlawanan arti
dengan pengujian secara konkrit. Ada perbedaanmaapengujian konstitusional secara abstrak
dengan konkrit. Menurut Curri€oncrete norm review is based on an actual cask toerefore,
is a judgement on the constitutionality of the &mgilon of a particular law or norm to an
individual case. In the case of abstract reveeveourt decides on the text of a law without a
concrete case, hence without the limitations amceatration on the application to an individual
case Lihat, Currie, D. P.The Constitution of the Federal Republic of Germd@icago:
Chicago University Press, 1994), him.162.
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“constitutional complaint” atau yang sepadan dengan kata itu, misalnya
“amparo”?!, “individual complaint?®> dan lain sebagainya. Keberadaan
mekanisme itudalam hal sedemikian memperkenankan individu urdegat
akses langsung ke Peradilan Konstitusi untuk metaip@nkan hak-hak
fundamental apabila dilanggar oleh suatu tindakakuim tertentu oleh organ
penyelenggara negra dan pemerintahan.

Oleh karena itu, pada tulisan ini kemudian penuksniganggap sangat penting
kajian ini untuk diarahkan guna menganalisa perdeddan persamaan yang
mendasar atas pengaturan akses individual ke Raradonstitusi dalam sistem
pengujian konstitusional di Jerman dan Indonediajdu berdasarkan perspektif
perbandingan. Hal sedemikian secara tidak langsaken bermanfaat guna
memperoleh pembelajaran tentang tatanan yangtelgtaing akses individual.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang ada pada latar belakang permasalaatas, kemudian
penulis akan mengajukan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan akses individual ke Mahkakanstitusi

dalam sistem pengujian konstitusional di Jermanlddonesia?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan iakisadual ke

Mahkamah Konstitusi di Jerman dan Indonesia dalesters pengujian
konstitusionalnya, ditinjau berdasarkan perspgidrbandingan?

3. Mengapa akses individual ke Mahkamah Konstitusiamalsistem

pengujian konstitusional di Indonesia dibatasi?

2L Amparodipraktikkan di Spanyol.
2 |ndividual complaindipraktikkan oleh negara Jerman.



13

4. Bagaimana tatanan yang ideal tentang akses individe Mahkamah

Konstitusi itu diatur di Indonesia dalam hukum piésya?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif dari penelitian ini adalalpertama untuk mengetahui
tentang pengaturan akses individual ke Mahkamahsttaosi dalam
sistem pengujian konstitusional di Jerman dan Ied@ykedua untuk
memperoleh jawaban atas persamaan dan perbpdagaturan akses
individual ke Mahkamah Konstitusi di Jerman danoimesia dalam sistem
pengujian konstitusionalnya, ditinjau berdasarkan erspektif
perbandingan; ketigg untuk mengetahui alasan yang mendasari

dibatasinya akses individual dalam sistem pengukanstitusional di

Indonesia; dankeempat untuk mengetahui tatanan ideal yang tepat

tentang akses individual ke Mahkamah Konstitusidiatur di Indonesia

dalam hukum positifnya.
2. Tujuan Subjektif

a. Untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuandispein
bidang Hukum Tata Negara khususnya terkaitsaksdividual ke
Mahkamah Konstitusi;

b. Guna memenuhi persyaratan akademis untuk mempergéar
akademik sarjana strata-dua dalam bidangw il hukum di
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian
Sejauh yang penulis ketahuiterature dalam bahasa Indonesia yang

mengkaji secara komprehensif tentang sistem pearglpnstitusional sangatlah
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terbatas keberadaanya. Bahkan apabila dikaitkagatletema dasar kajian pada
penulisan ini, penulis belum pernah menjumpai @&misyang secara khusus
membahas tentang akses individual ke Mahkamah Kasisdi Indonesia.

Pembahasan tentang hal ini memang langka, karekalahhgan pemerhati
pengujian konstitusional di benua Eropa khusus aterkal ini baru saja
diperbincangkan dan dipelajari olehnya. Hal iniassacakademis maupun praktis
di Eropa, baru mendapatkan perhatianya melaluniduropean Commission for
Democracy Trough Law (Venice CommissidajJam pembahasan dengan tema
“Study On Individual Acces to Constitutional Justipada 11 Oktober 201%.
Maka tidak mengherankan di Eropa terkait tema emubpenulis jumpai satu
tulisan yang mengkajinya, yakni sebuah tulisan dangdul ‘A Comparison of
European Sistem of Direct Acces to Constitutionadge: Exploring Advantage
for the Italian Constitutional Court”.Tulisan ini ditulis oleh Gianluca Gentili
seorang pakaComparative Public Lawdari Universitas Siena di Italf4.

Pada dasarnya dari beberapa penelitian-penelittang yada di Indonesia
sendiri telah dijumpai kajian yang mengkaji pengujikonstitusional, namun
pembahasannya masih bersifat umum. Misalnya pamelang berbentuk tesis
yang dikaji oleh Ahmad Syahrizal, dengan judBengaruh Pandangan Hans
Kelsen atas Pembentukan Mahkamah Konstityaiig kemudian karya ilmiahnya
itu dipublikasikan melalui buku yang berjud@eradilan Konstitusi (Suatu Studi

Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai MekanidPeayelesaian Sengketa

% Lihat: G. Harutyunyan, et.alDraft Study on Individual Acces to Constitutionhistice”,
Venicce Commission, Study N 538/200&rsi English Langguagedipublikasi di Strasbourg, 11
Oktober 2010.

2 |jhat, Gianluca Gentili, A Comparison of European Sistem of Direct Acces to
Constitutional Judge: Exploring Advantage for thalibn Constitutional Courtartikel dalam
WWW.SSrn.com.
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Normatif)”.?> Pokok kajian dalam buku ini mengkhususkan diri paelmbahasan
tentang pandangan Hans Kelsen dalam Peradilan iK@isindonesia dalam
memutus permasalahan konstitusionalitas norma hulRada pokoknya, hasil
penelitiannya mengarah pada, bahwasanya hanyailpardanstitusi sebagai
pihak ketiga dengan wewenang yang dimilikinya makam solusi komprehensif
dan lembaga yang legitimit atas terjadinya pernadwsad konstitusionalitas norma
hukum.

Selain Syahrizal, ada juga kajian yang ditulis Zbirifin Hoesein. Kajian
yang berupa disertasi itu digunakan sebagai syamaitk memperoleh gelar
Doktor pada Progam Pasca Sarjana Universitas listionBisertasinya berjudul
“Pengujian Peraturan Perundang-undangan Menurut Kiisi Indonesia (Studi
tentang Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaaol®yaMahkamah Agung
Rl Kurun Waktu 1970-2003° Disertasi ini membahas secara komprehensif
hanya pada konsepsi pengujian peraturan perundaheagan terhadap undang-
undang yang merupakan salah satu wewenang Mahkaqaty. Pada pokoknya
disertasi ini membatasi diri dalam kajiannya padikik pelaksanaan pengujian
perundang-undangan hanya di lembaga Mahkamah Agangdalam hal ini
secara teoritis tidak dapat disebut kajian dalaamé& “pengujian konstitusional”
namun hal itu merupakatetal review.

Imam Soebechi juga menulis disertasi yang berjdblnplementasi Teori

Norma Hukum Berjenjang dalam Uji Materiil Perda Bljdan Retribusi Daerah

% Ahmad SyahrizalPeradilan Konstitusi (Suatu Studi Tentang Adjudikiésnstitusional
Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nor@atif, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

% zainal Arifin Hoesein,Pengujian Peraturan Perundang-undangan Menurut stiusi
Indonesia (Studi tentang Perkembangan PengaturanRidaksanaannya oleh Mahkamah Agung
RI Kurun Waktu 1970-2008et |, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).
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di Mahkamah Agung®’ Disertasi ini apabila dilihat dari judulnya akaerlihat
jelas apa yang menjadi objek kajiannya, yaitu wemenUji Materiil Perda Pajak
dan Retribusi Daerah yang dimiliki oleh MahkamahuAg. Lebih dari pada itu,
kajiannya lebih detail mengkaji tentang peneragami ihorma hukum berjenjang
dalam pengujian Perda Pajak dan Retribusi Daerah karena dalam
penerapannya dapat mewujudkan keteraturan hiragfatyran perundang-
undangan, meminimalisir konflik kepentingan antgmasat dan daerah serta
penguatan otonomi daerah dalam kerangka negaraigaddepublik Indonesia.
Berdasarkan atas beberapa hal diatas, maka pemgting penulis lakukan

ini tentunya berbeda dengan kajian yang telah dkak oleh para peneliti seperti
diuraikan diatas, karena fokus kajiannya lebih kmghpnsif memandang
pengaturan akses individual ke Peradilan Konstdubidonesia dan Jerman.

E. Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis akan nmjakga satu teori yang
layak digunakan sebagai pisau analisis dalam matigan permasalahan.
Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat digart untuk membuat jelas
nilai-nilai olehpostulat-postulahukum sampai kepada landasan filosofisnya yang
tertinggi® Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutari mempelajari
hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yangmikian itulah kita
merekonstruksikan kehadiran teori hukum secaraf@Berdasarkan hal tersebut,

maka kerangka teori dapat diartikan sebagai keapghknikiran atau butir-butir

%" |mam Soebechiimplementasi Teori Norma Hukum Berjenjang dalam Niteriil Perda
Pajak dan Retribusi Daerah di Mahkamah Agu@gt |, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

8 3atjipto Rahardjd)mu Hukum(Citra Aditya Bakti:Bandung, 1991), him. 254,

# Ibid., him. 255
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pendapat, teori, tesis si penulis mengenai seskegus ataupun permasalahan
(problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yamghkm disetujui
atau tidak disetujul® yang merupakan masukan eksternal dalam penéihiian

Teori yang menurut penuliglevan untuk digunakan dalam penelitian ini
adalah:pertama teori negara hukunmkedua teori konstitusi; darketiga teori
pengujian konstitusional.

a. Teori Negara Hukum

Pada tataran praktis, teori negara hukum dapajulkan secara langsung
dengan jalan melihat konsepsi negara hukum yangcahuh dunia yang dapat
digolongkan kedalam empat model besar, yaitu: @medmikum menurut Al-
Quran dan As-sunnah ataMomokrasi Islam negara hukum menurut konsep
EropaContinentalyang dinamakarRechtsstaatsnegara hukum konsefinglo-
SaxondinamakarRule of Lawdan konsesocialist Legality

Secara embrionik, gagasan negara hukum dikemukalan plato, ketika
mengintroduksir konsemomoi dalam tulisannyaPolitea dan Politicos Plato
mengemukakan penyelenggaraan negara yang baik yalalp didasarkan pada
pengaturan hukum yang batkPendapat Plato oleh Aristoteles disempurnakan
dengan menulis bukBolitica dengan mengungkapkan bahwa, suatu negara yang
baik ialah negara yang diperintah dengan konstitasiberkedaulatan hukuth.

Gagasan yang diungkapkan diatas, keduanya besaifiadr-samar dan konon
bahkan tenggelam oleh waktu yang sangat panjangpagpada akhirnya pada

abad 19 muncul konseapchstaatdari Freidich Julius Stahl dengan menguraikan

30 M. Solly Lubis, Filsafat lImu dan PenelitiaBandung: CV. Mandar Maju, 1994), him. 80.
31 Lebih lanjut baca: Tahir Azharijegara Hukum(Bulan Bintang:Jakarta, 1992), him. 63.
32 i

Ibid., him 66
*1bid., him. 20-21



18

unsur-unsur negara hukum mencakup empat hal ypdrtama perlindungan
hak-hak asasi manusikedua pemisahan dan pembagian kekeuasaan untuk
menjamin hak-hak ituketigg pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan; dakeempatperadilan administrasi dalam perselisifian.

Pada saat yang hampir bersamaan mucul pula korggyanhukumr(le of
law) dari A.V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistéokum anglo saxon
dengan mengemukakan unsur-untig rule of lawsebagai berikutpertama
supremasi aturan-aturan hukusugremasi of the law kedua kedudukan yang
sama dalam menghadapi hukuegy(ality before the lay ketigg Terjaminnya
hak-hak manusia oleh undang-undang serta kepupesagadilan’

Dalam perkembangan negara hukum, muncul pula kenskmokrasilslam
dan socialist legality Dalam nomokrasi islam terkandung unsur-unsuruyait
Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawanasip keadilan, prinsip
persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungand@phlaak-hak asasi manusia,
prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, pirkgsejahteraan dan prinsip
ketaatan rakyaf Sedangkansocialist legality hukum ditempatkan dibawah
sosialisme’

Konsepsi negara hukumechtsstaatsdan rule of law keduanya merupakan
konsepsi yang banyak dipakai oleh negara-negaraludia ini. Walaupun

karakteristik kedua konsepsi tersebut berbeda nagsansi maupun sasarannya

34 Miriam Budiharjo,Dasar-Dasar lImu Politik(Gramedia:Jakarta, 1982hIm 57-58
35 i
Ibid
% Tahir Azhari,Negara Hukum Suatu Study tentang Prinsip-PrinsipBjiéhat dari Segi
Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madiddah Masa Kini (Bulan Bintang:Jakarta
1992), him 63-74
¥ Ibid
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hampir sama vyaitu perlindungan hak asasi maritisidenurut hemat penulis
antara keduanya mengakui adanya kedaulatan hukam satpremasi hukum,
perlindungan hak-hak sipil dan politik individu wgar negara dari tindakan
sewenang-wenang pemerintah. Dua konsep ini pulangsatipertentangkan
dengan konsemachsstaatyang menghendaki negara yang memerintah dengan
sewenang-wenang oleh kekuasaan belaka.

Secara empiris, untuk memahami perkembangan kansegera hukum lebih
komprehensip maka pembahasan objek kajiannya tsk dipisahkan dengan
mengkaji perkembangan fungsidicial dalam melaksanakan pengujian hukum
secara formil dan materiif. Hal ini dikarenakan ketika kita memahami
kewenangan funggudicial tersebut, pemahaman konsepsi negara hukum yang
sifatnyatransedentahtau bahkan abstrak terasa menjadi lebih nyatkaiakrit.

Perkembangan negara hukum ketika memasuki abad,Zalam prakteknya
membutuhkan sebuah lembaga peradilan. Jimly Adghe&lbahkan memberikan
pendapat bahwa, dalam konsepsi negara hukum yamgrmeeperti saat ini
peradilan konstitusi sangatlah urgen keberadaadaj@m rangka mewujudkan
dan mem-berdiritegakkan negara hukum demokftis.

Negara Indonesia sebagai negara hukum bukan ndgdmaasaan.The
founding fathers and motheifdegara Indonesia, mengimpikan cita kenegaraan
(staats idép Indonesia sebagai negara hukum yang berdasadkastitkisi. Staat

idéeitu, rumusannya dapat ditemukan dalam dalam psgael Konstitusi UUD

3 Lihat uraian : Phillipus M. HadjorKedaulatan Rakyat , Negara Hukum dan Hak Asasi
Manusig Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 Tahun Sri Soémamartosoewignjo, (Media
Pratama:Jakarta, 1996), him.78

% Lihat : Sri SoemantriHak Uji Material di Indonesia(Alumni:Bandung, 1997), him. 6-7.

0 Lihat : Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-UndangKonstitusi
Pers:Jakarta), 2001, him. 158.
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1945 sebelum amandemen, secara terperinci jugar dialam Konstitusi RIS
pada tahun 1949 dan juga UUDS pada tahun 1950 alskab lebih tegas diatur
didalam UUD 1945 pasca perubahan. Artinya, gagasgara hukum itu bersifat
tetap dalam pemikiran konstitutionalisme Indonessgak merdeka. Inilah Salah
satu cita kenegaraan yang penting yang diwariskaim“the founding leaders”
Indonesia kepada generasi kita sekarang. Begityyma Negara Jerman, juga
merupakan salah satu Negara yang memproklamirkanyali sebagai negara
hukum

Pada pokoknya saat ini, Negara Indonesia berdasaf@isal 1 ayat 3 UUD
1945 menyatakariNegara Indonesia adalah negara hukunBerdasarkan pasal
tersebut, Indonesia menyatakan seddgajure atas dirinya termasuk kedalam
jajaran negara hukum yang ada di dunia. Tampak ayebutan negara hukum
di atas tidak lagi diikuti padanan kata asingngéwy “rechtsstaat”yang konon
dalam UUD 1945 pra-amandemen penulisan negara hdkluaii dengan tulisan
didalam kurung katdrechtsstaat” dan rumusannya hanya terperinci didalam
penjelasan UUD 1945. Artinya Negara Indonesia tidak hanya menganut
“recstsstaat’saja, tetapi juga menganut prinsiulé of law” dan sistem hukum
lainnya dengan inti filosofisnya masing-masing yakgmudian digabungkan
sebagai paradigma negara hukum panc&sii| ini dikarenakan bukan karena
permasalahagrammaticalsemata atagemantic namun permasalahannya juga

terkait dengasubstantifdanparadigmatif

1 Bunyi lebih detailnyadalam penjelasan UUD 1945waNegara Indonesia berdasar atas
hukum(rechtsstag), tidak berdasarkan kekuasaan beldkadhtsstagt

*2 Fred W. RingssAdministracion in Developing Countries, The ConceptPrismatic
Society (Boston : Hongton Mifflin Company, 1964), him.234



21

Menurut Philippus M Hadjon dan Tahir Azhari negdndonesia adalah
negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila heedaki terjalinnya
hubungan fungsional proporsional antara kekuasakndsaan negara,
penyelesaain sengketa secara musyawarah sedargiena engadilan adalah
sarana terakhir serta keseimbangan antara hakeleajikan hal ini dipengaruhi
asas kerukunaff. Dalam hubungan fungsional yang proporsional antara
kekuasaan-kekuasaan negara, hendaknya dikembkékada ide dasarnya, yaitu
gotong-royong. Paham gotong-royong telah diang&bagai konsep politik. Hal
ini dapat dilihat dari persiapan-persiapan kemeadak Bahkan dalam pidato
bung Karno menyatakan bahwa negara Indonesia yang llidirikan haruslah
negara gotong royorfj.

Negara hukum Pancasila menurut Tahir Azhari didajartidak boleh terjadi
pemisahan antara agama dan negara, baik secaek malpun nisbi karena hal
itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD .*Pougbih lengkapnya
menurut Azhari negara hukum Pancasila bercirikata Bubungan yang erat
antara agama dan negara, betumpu pada ke-TuhamanMaha Esa, kebebasan
agama dalam arti positif, ateisme tidak dibenamanm komunisme dilarang, dan
asas kerukunan dan kekeluarg&a8edangkan menurut Oemar Senooadji bahwa
salah satu cirri pokok negara hukum Pancasila hd@minan kebebasan
beragamaffeedom of religioh

Disamping menerapakan konsepsi negara hukum, dnésia menganut juga

sistem demokrasi konstitusional untuk mewujudkangan® hukum yang

“3 Philipus M. HadjonPerlindungan Hukum., Op.Cit. him.80
44 1A
Ibid
“5 Tahir Azhari.,Negara Hukum Op.Cit, him 71-72
46 |th;
Ibid
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demokratis. Demokrasi konstitusional sesungguhnya&ngiendaki yang
memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum diaialsebagai tata
kesatuarhirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitumsinilah
wujud dari pengakuan normatif dari prinsip negankum. Hal ini berarti bahwa
dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya <sagrekonstitusi.
Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekueas konsep negara
hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasn&akonstitusi adalah
wujud perjanjian sosial tertinggi.

Prinsip dan sistem demokrasi merupakan hal yangasgenting agar semua
aspirasi masyarakat dapat dikontestasikan untulagiekeputusan bersama yang
dilaksanakan berdasarkan dan menurut konstitusy déamggap sebagai hukum
dasar. Dijalankannya demokrasi berdasarkan kosstmienurut penulis adalah
bingkai cantik yang sedap dipandang karena tampa&rksian ketika dipadukan.
Demokrasi tanpa adanya kaidah penuntut pasti akargamcam integritas negara
dan melahirkan pemerintahan yang sewenang-wenang.

Disamping hal itu, dalam sebuah negara hukum, mulklan peraturan
perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetaplan diterapkan secara
sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan pesaguHukum tidak
dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan bphereang yang berkuasa,
melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi searaag, dan inilah bentuk
dari pada pengakuampirisdari prinsip negara hukum. Dengan demikian negara

hukum yang dikembangkan di Indonesia bukdnsolute rechtsstaamelainkan
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democratische rechtsstaatDari berbagai konsepsi negara hukum dapat
digambarkan dan diuraikan dalam table seperti béfik
Tabel 1.1

Bagan Perbandingan Konsepsi Negara Hukum

Konsep Ciri-Ciri Unsur-Unsur Utama
Nomokrasi a. Bersumber dari Al- Sembilan Prinsip :
Islam Qur’an, Sunnah dan a. Kekuasaan Sebagai
Ra'yu amanah;
b. Bukan teokrasi; b. Musyawarah;
c. Persaudaraan dan c. Keadilan;
humanism teosentrik d. Persamaan,;
d. Kebebasan dalam art e. Pengakuan dan

positif. perlindungan hak-hak
asasi manusia;

f. Peradilan bebas;
g. Perdamaian;
h. Kesejahteraan; dan
i. Ketaatan rakyat.
Rechtsstaats a. Bersumber dari rasio | Menurut Stahl :
manusia; a. Pengakuan atau
b. Liberalistik atau perlindungan hak
individualistik asasi;
c. Humanismeamng b. Trias Politicg
antroposentril(lebih c. Wetmatig Bestuyidan
dipusatkan pada d. Peradilan

manusia); Administrasi.
d. Pemisahan antara Menurut Scheltema :

agama dan negara a. Kepastian hukum;
secara mutlak; b. Persamaan;
e. Ateisme c. Demokrasi;
dimungkinkan. d. Pemerintahan yang
melayani kepentingan
umum
Rule of Law a. Bersumber rasio a. Supremasi hukum;
manusia,; b. Equality beforethe
b. Liberalistik atau law;
individualistik; c. Individual right
c. Antroposentrik(lebih d. Tidak memerlukan
dipusatkan pada peradilan administrasi,
manusia); karena peradilan
d. Pemisahan antara umum dianggap

47 \bid, Tahir Azhari, him, 101-102
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negara dan agama berlaku untuk semua
lebih rigid (mutlak); orang baik warga

e. Freedom of Relegion biasa maupun pejabat
dalam arti positif dan pemerintah. Kalau
negatif; dan rechtsstaats

f. Atheis dimungkinkan menekankan pada

peradilan administrasi,
maka padaule of law
menekankan pada
equality before the

law.
Socialist a. Bersumber dari rasio a. Perwujudan
manusia; sosialisme;
Legality b. Komunis; b. Hukum adalah alat
c. Atheis; dibawah sosialisme;
d. Totaliter; c. Penekanan pada
e. Kebebasan agama sosialisme; dan
yang semu; dan d. Realisasi sosialisme
f. Kebebasan ketimbang hak-hak
propaganda anti perorangan.
agama.
Negara a. Hubungan erat antara a. Pancasila;
agama dan negara; b. MPR;
Hukum b. Bertumpu pada c. Sistem Konstitusi;
Ketuhanan Yang d. Persamaan; dan
Pancasila Maha Esa; e. Peradilan Bebas.

c. Kebebasan agama
dalam arti positif;

d. Ateisme tidak
dibenarkan dan
komunisme dilarang;

e. Asas kekeluargaan dan
kerukunan.

b. Teori Konstitusi

Konstitusi menempati posisi yang sangat ideal dalperkembangan
kehidupan bernegara, terlebih-lebih sebuah negakainh demokratis. Secara
teoritis dan praktis, pasti negara hukum yang deatisk memiliki konstitusi
sebagai piranti penyelenggaraan negara. Konstamantiasa berkembang seiring
dengan perkembangan peradaban manusia dan orgdwesagaraan. Meneliti

dan mengkaji konstitusi, dapat diketahui prinsimgip dasar kehidupan bersama
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dan penyelenggaraan negara serta struktur orgasis#tsl negara tertentu karena
pada dasarnya konstitusi memuat hal-hal yang fuedéal seperti pertama,
jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan wasgmrhl,kedua susunan
ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamelain ketigg pembagian
dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang jugkabnsdamental.

Kajian tentang konstitusi semakin penting dalamang@gnegara modern saat
ini yang pada umumnya menyatakan diri sebagai aeganstitusional, baik
demokrasi konstitusional maupun monarki konstitogio Konstitusi tidak lagi
sekedar istilah untuk menyebut suatu dokumen hukietapi menjadi suatu
paham tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaragara Konstitusionalismpe
yang dianut hampir di semua negara, termasuk negayara yang tidak memiliki
konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis sertagyar@nempatkan supremasi
kekuasaan pada parlemen sebagai wujud kedauladypat 4

Pada pembahasan selanjutnya, penulis ingin melatzak memaparkan
beberapa hal yang penting terkait konstitusi dramya sejarah peristilahan dan
perkembangan konstitusi. Dibahas juga hakikat kinsst kedudukan, fungsi dan
tujuan konstitusi serta memaparkan model-model tkoss dan sekaligus materi
muatan konstitusi. Hal ini tiada lain berguna untakmahami konstitusi dan
supremasi konstitusi di dalam sebuah negara.

Pertama tentang sejarah awal munculnya Konstitdslacak akar istilah
konstitusi dalam bahasa Indonesia damnstitution dalam bahasa inggrisnya

tidaklah mudah. Penulis mencoba melacaknya daru byskng sangat detail

*® Ada dua bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, yaatam lembaga perwakilan rakyat atau
parlemen (dianutnya supremasi parlemen), dan dakmtuk konstitusi sebagai wujud perjanjian
sosial tertinggi (dianutnya supremasi konstitusi).
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membahas konstitusi dan seluk beluknya dari buklyJAsshiddigie Konstitusi
dan Konstitusionalism& Buku tersebut menguraikan bahwa di dalam catatan
sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaii@ dengan pengertian kita
sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkatdanani Kuno politeia dan
perkataan bahasa Latoonstitutioyang juga berkaitan dengan kais. Dalam
kedua perkataapoliteia danconstitutioitu dikenal atau lahir gagasan konstitusio-
nalisme. Katapoliteia dari kebudayaan Yunani dapat disebut yang palirg tu
usianya. Pengertiannya secara luas mencakup :
all the innumerable characteristics which determihat state’s
peculiar nature, and these include its whole ecaonaand social
texture as well as matters governmental in our aar modern
sense. It is a purely descriptive term, and asusigke in its
meaning as our own use of the word ‘constitutiohew we speak
generally of a man’s constitution or of the congidn of matter®
Sesungguhnya dalam bahasa Yunani Kuno tidak dikaatehya istilah yang
mencerminkan pengertian kgtes ataupunconstitutiosebagaimana dalam tradisi
Romawi yang datang kemudian. Sistem berpikir pai@sdf Yunani Kuno,
perkataanconstitution adalah seperti apa yang kita maksudkan sekarang in
Perkataanconstitution di zaman Kekaisaran RomawiR@gman Empirg dalam
bentuk bahasa latinnya, mula-mula digunakan seb#&iaah teknis untuk
menyebuthe acts of legislation by the Emperor

Pengertian konstitusi di zaman Yunani Kuno masitsiteg materiil, dalam

arti belum berbentuk seperti yang dimengerti di aamnodern sekarang. Namun,

* Jimly AsshiddigieKonstitusi dan Konstitualismeoc.cit. him 1-30

>0 Charles Howard Mc llwainConstitutionalism: Ancient and Moder(ithaca, New York:
Cornell University Press, 1966), him. 26. Sepeikiathkan oleh Sir Paul VinogradoffThe
Greeks recognized a close analogy between the trat@on of the State and the organism of the
individual human being. They thought that the tdeanents of body and mind, the former guided
and governed by the later, had a parallel in twanstitutive elements of the State, the rulers and
the ruled”. Ibid

*! Ibid, him 23.
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perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasahstel@ambar dalam
pembedaan yang dilakukan oleh Aristoteles terhgaagertian kat@olitea dan
nomoi dalam bukunyapolitica (konstitusi). Pengertiampolitiea dapat disepa-
dankan dengan pengertian konstitusi, sedangi@noi adalah undang-undang
biasa>> Menurut Djokosoetono untuk menyiapkan bufalitica (konstitusi)
aristoteles terlebih dahulu mempelajari 158 macamsttusi yang terdapat di
tiap-tiap polis (negara kota) Yunati.

Pada dasarnyaolitea mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari pada
nomoj karenapolitea mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan mpadai
tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yamgs hdibentuk agar tidak
bercerai-berai. Dalam kebudayaan Yunani istilahskbrsi berhubungan erat
dengan ucaparfRespublica Constituergqgang melahirkan semboya®rinceps
Legibus Solutus Est, Salus Publica Suprema, lyarg artinya "Rajalah yang
berhak menentukan struktur organisasi negara, &ardialah satu-satunya
pembuat undang-undang”.

Peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan Istkanstitusi di Inggris
adalah Constitutions of Clarendon 1164/ang disebut oleh Henry Il sebagai
constitutions, avitae constitutions or leges, aoréatio vel recognition me-
nyangkut hubungan antara gereja dan pemerintatgaranei masa pemerintahan
kakeknya, yaitu Henry 1. Isi peraturan yang disegeibagai konstitusi tersebut
masih bersifat eklesiastik meskipun pemasyarakatannya dilakukan oleh

pemerintahan sekuler. Namun, di masa-masa selgajuistilah constitutio itu

sering pula dipertukarkan satu sama lain dengaahidex atauedictumuntuk

52 f
Ibid.
> Djokosutono}Imu Negara (Ghalia Indonesia: Jakarta), 1985, him.61.
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menyebut berbagaecular administrative enactmen@Glanvill sering mengguna-
kan kataconstitution untuk a royal edict(titah raja atau ratu). Glanvill juga
mengaitkanHenry II's writ creating the remedy by grand assa=‘legalis is a
constitutio’™™ dan menyebuthe assize of novel disseissebagaia recognitio
sekaligus sebagai constitutio>>

Beberapa tahun setelah diberlakukannya Undang-Wnhfeerton pada tahun
1236, Bracton menulis artikel yang menyebut saddh ketentuan dalam undang-
undang itu sebaga new constitutiondan mengaitkan satu bagian dari Magna
Carta yang dikeluarkan kembali pada tahun 1225gselwnstitutio libertatis
Dalam waktu yang hampir bersamaan (satu zaman)urBaaoir di Perancis
berpendapat bahwaspeaks of the remedy in novel disseisin as 'unesaieu
constitucion” made by the kings’Ketika itu dan selama beradab-abad
sesudahnya, perkataanonstitution selalu diartikan sebagaa particular
administrative enactment much as it had meant @oRbman lawyerdPerkataan
constitution ini dipakai untuk membedakan antgparticular enactmentdari
consuetud@tauancient custonfkebiasaan).

Dari berbagai versi kata konstitusi diatas, kitpadamemahami pengertian
konstitusi dalam dua konsepsi. Pertama, konstgebagaithe natural frame of
the stateyang dapat ditarik ke belakang dengan mengaitkadeyngan pengertian
politeia dalam tradisi Yunani Kuno. Kedua, konstitusi dalanti jus publicum

regni, yaitu the public law of the realnCicerc® dapat disebut sebagai sarjana

>* George E. Woodbine (ed@lanvill De Legibus et Consuetudinibus Angiluew Haven:
1932, him. 63.

> Charles Howard Mc llwain, op. cit., him. 24.

*® Lihat R.N. Berki, The History of Political Thought: A Short Introdiast, J.J.Dent and
Sons, (Everyman’s University Library, London: 1988)m. 74.
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pertama yang menggunakan perkataanstitutio dalam pengertian kedua ini,
seperti tergambar dalam bukunyB€‘ Res Publica Di lingkungan Kerajaan
Romawi (Roman Empire), perkataaanstitutioini dalam bentuk Latinnya juga
dipakai sebagai istilah teknis untuk menyell# acts of legislation by the
Emperor Menurut Cicero, This constitution (haec constitution) has a great
measure of equability without which men can hardiypain free for any length of
time’. Selanjutnya dikatakan oleh Cicerbtow that opinion of Cato becomes
more certain, that the constitution of the repulftonsitutionem rei publicae) is
the work of no single time or of no single man

Perkembangan-perkembangan demikian itulah yang padirnya
mengantarkan umat manusia pada pengertiandaatstitutionitu dalam bahasa
Inggris modern. DalamOxford Dictionary perkataanconstitution dikaitkan
dengan beberapa arti, yaitl:. the act of establishing or of ordaining, or the
ordinance or regulation so established'Selain itu, kataconstitution juga
diartikan sebagai pembuatan atau penyusunan yangntukan hakikat sesuatu
(the “make” or composition which determines the matwf anything. Oleh
karena itu,constitutiondapat pula dipakai untuk menyeblut the body or the
mind of man as well as to external objécts

Pengertiannya yang demikian itu, konstitusi seldlanggap “mendahului”
dan “mengatasi” pemerintahan dan segala keputusda geraturan lainnyah
Constitution kata Thomas Pain&s not the act of a government but of the people
constituting a government” Konstitusi disebut mendahului, bukan karena

urutan waktunya, melainkan dalam sifatnya yangerior dan kewenangannya

>’ Charles Howard McllwainQp. Cit, him. 20.
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untuk mengikat. Oleh sebab itu, Charles Howard Waith menjelaskanin fact,
the traditional notion of constitutionalism befaitee late eighteenth century was
of a set of principles embodied in the institutiofs nation and neither external
to these nor in existence prior to théfn

Secara tradisional, sebelum abad ke-18, konstitalisme memang selalu
dilihat sebagai seperangkat prinsip-prinsip yangetenin dalam kelembagaan
suatu bangsa dan tidak ada yang mengatasinyaudarsérta tidak ada pula yang
mendahuluinya.

Perkembangan konstitusi dan konstitusionalismeradeaitional juga dapat
dilacak pada peradaban negara-negara Islam. Naskaktujuan bersama yang
dikenal sebagai Piagam Madinaklgdinah Chartey dapat dikatakan sebagai
konstitusi. Piagam Madinah ini dapat disebut sebagegam tertulis pertama
dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingl@rgan pengertian
konstitusi dalam arti modern. Piagam ini dibuasgtarsetujuan bersama antara
Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kbtadinah tak lama
setelah beliau hijrah dari Mekkah ke Yastrib, n&oia Madinah sebelumnya, pa-
da tahun 622 MPara ahli menyebut Piagam Madinah tersebut dengdragai
macam istilah yang berlainan satu samaTain.

Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat daRiagam Madinah yang
berisi perjanjian masyarakat Madinawo¢ial contract tahun 622 M ini ada tiga

belas kelompok komunitas yang secara eksplisitbdiselalam teks Piagam.

*® Ibid., him. 12.

*° lihat Ahmad SukardjaPiagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: KajkRer-
bandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyardajemuk (Jakarta: Ul-Press, 1995);
Dahlan Thaib dkk.Teori Konstitusi dan Hukum Konstituseet. kelima, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2005). Lihat juga Tahir Azhakggara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsio-prinsgny
Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya p&kxiode Negara Madinah dan Masa Kini,
cet. keduaKencana, Jakarta, 2004.
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Ketiga belas komunitas itu adalah (i) kaum Mukmiden Muslimin Muhajirin
dari suku Quraisy Mekkah, (ii) Kaum Mukminin dan $fimin dari Yatsrib, (iii)
Kaum Yahudi dari Banu ‘Awf, (iv) Kaum Yahudi dariaBu Sa’idah, (v) Kaum
Yahudi dari Banu al-Hars, (vi) Banu Jusyam, (viaufn Yahudi dari Banu Al-
Najjar, (vii) Kaum Yahudi dari Banu ‘Amr ibn ‘Awf(ix) Banu al-Nabit, (x)
Banu al-‘Aws, (xi) Kaum Yahudi dari Banu Sa’lab#kij) Suku Jafnah dari Banu
Sa’labah, dan (xiii) Banu Syuthaybah.

Secara keseluruhan, Piagam Madinah tersebut bérispasal. Pasal 1,
misalnya, menegaskan prinsip persatuan dengan maé@ya 1nnahum ummatan
wahidatan min duuni al-nadgSesungguhnya mereka adalah ummat yang satu,
lain dari (komunitas) manusia yang laffl)Dalam Pasal 44 ditegaskan bahwa
“Mereka (para pendukung piagam) bahu membahu dalanghadapi penyerang
atas kota Yatsrib (Madinah)”. Dalam Pasal 24 dialah “Kaum Yahudi memi-
kul biaya bersama kamu mukminin selama dalam pepgard. Pasal 25
menegaskan bahwa “Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adaatu umat dengan kaum
mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagik mukminin agama
mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi seklutsean diri mereka sendiri,
kecuali bagi yang zalim dan yang jahat.

Kedua tentang materi muatan Konstitddenc van Maarseven dan Ger van
der Tang dalam sebuah study terhadap konstitustitosi di dunia yang
dikemukakan dalam bukuny®@/ritten Constitutionmengemukakan : pertama,
Constitution as a means of forming the state’s @afitical and legal sistem

kedua Constitution as a national document and as ahlightificate and as a sign

% |bid., hal. 47.
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of adulthood and independend® Statemen keduanya mengindikasikan bahwa
konstitusi sebagai dokumen nasional, juga sebdgauatuk membentuk sistem
politik dan sistem hukum negara itu sendiri. Mak& Byal menurut A.A.H.
Struycken konstitusi grondwej merupakan sebagai dokumen formal yang
berisf*:

a. Hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau;
b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegatzangsa;

c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudikaik waktu
sekarang maupun masa yang akan dating; dan

a. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidke@tanegaraan
bangsa hendak dipimpin.

K.C. Wheare mengemukakan apa yang seharusnyaidaland konstitusi
yaitu, thevery minimum and that minimum to be rule of.f’é\ﬁ?ernyataan Wheare
tersebut kurang jelas apa yang harus dimuat sekoaktitusi. Akan tetapi
Wheare menekankan bahwa sifat khas dan mendasdretidnk konstitusi yang
terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus ggsEih mungkin untuk
menghindarkan kesulitan-kesulitan para pembentukabdg-Undang Dasar dalam
memilih mana yang penting dan harus dicantumkaandaonstitusi dan mana
yang tidak perlu pada saat mereka akan merancatg sindang-Undang dasar,
sehingga hasilnya akan diterima baik oleh merekagyakan melaksanakan

Undang-Undang Dasar atau pihak yang dilindungi gddndang Dasar.

®! Sri SoemantriFungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaannal Hukum, No 6 Vol.
3, 1996, him 4. Dikutip dari Dahlan Thaib, dkk. him.
62 f
Ibid
* K.C. WheareModern Constitution (Oxford University Press:London,1975), him. 38-3



33

Mr. J.G. Steenbeek, seperti dikutip Sri Soemamtaiam disertasinya

menggambarkan secara detail apa yang harus adardilanstitusi, yaitti:

a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia degawmegaranya;

b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negang Yersifat
fundamental,

c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatneggaaagn bersifat
fundamental.

Pandangan yang lebih luas dikemukakan oleh MiriBodiarjo yang
menyatakan bahwa konstitusi seyogyanya methuat
a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasadaraarbadan
legislative, eksekutif dan yudikatif, pembagian kagaan antara
pemerintahan federal dan pemerintahan bagian; guoseenyelesaikan

masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu bamanerintah dan
sebagainya,;

b. Hak-hak asasi manusia;
c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar;

d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifenter dari Undang-
Undang Dasar.

Pendapat beberapa ahli di atas sekiranya dapatt&itk benang merah
tentang apa yang harus ada didalam konstitusiatemya:

Pertama pembatasan kekuasaan secara tegas antar calkaiagdan negara.
Hal ini diharapkan kekuasaan yang timbul dari kéamtan rakyat tidak menumpuk
di salah satu cabang kekuasaan negara tersebuikdsapdari menumpuknya
kekuasaan tentu adalah tidak terselenggaranya peaiem yang efektif,
kekuasaan yang sewenang wenang, control yang meaaikieheck and balance
antar cabang kekuasaan akan sulit terlaksana dde mpaaranya berimplikasi

terhadap kesejahteraan dan ketentraman warga negara

* Sri Soemantri, Prosedur..., op.cit. him.51.
® Miriam Budiarjo., Op.cit him.101.
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Kedua Jaminan Hak-hak warga negara yang tegas. Pemeig@santu harus
diakukan oleh negara dalam pembuatan materi selmratitusi terlebih-lebih di
era modern ini hak-hak dasar merupakan hak yangersal diakui oleh banyak
negara. Jika tidak ditegaskan maka batasan haklakaiiat kabur dan akibatnya
tindakan sewenang-wenang penguasa akan mengimbam dserlakuannya
kepada warga negara.

Ketiga Mengatur susunan organ kekuasaan negara yantf efek jelas.
Berkaca di negeri ini tentang pengaturan orgamrsegang belum efektif karena
cabang kekuasaan negaranya diatur secara tidakaturterTumpang tindih
kekauasaan antar cabang kekuasaan masih banyakli.tdfetidakpercayaan
kepada salah satu cabang kekuasaan di negersgledaikan dengan memotong
kompas menciptakan cabang kekauasaan baru yamgyaifadak baku semisal
membentuk komisi-komisi. Maka tak ayal negeri inpethuh sesakkan oleh
komisi-komisi yang bila disebuat dengan kata-katkannegeri ini adalah negeri
komisi.

Keempat prosedural atau tata cara mengubah konstitudi.iridberakibat
positif dikala perubahan konstitusi dilakukan tidadsuai procedural maka intrik-
intrik politik yang memiliki kepentingan masing-m@ag akan bermain
didalamnya. Perubahan yang mengikuti proceduredrter akan membawa situasi
dan kondisi ketatanegaraan yang kondusif baik prandemen maupun pasca
amandemen.

Ketiga tentang hakikat Konstitusi. Konstitusi secagingkat merupakan
produk konstitualisme.Dalam encyclopedia of science#/alton H. Hamilton

menuliskan bahw&onstitualism is the name given to the trust widnmepose
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in the power of words engrossed on parchment tp kegovernment in ordéf.
Intinya diperlukan pengaturan yang sedemikian rupahingga dinamika
kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dikendalikan
sebagaimana mestinya.

Basis pokok konstitualisme adalah kesepakatarfconsensus diantara
mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidedleskenaan dengan negara.
Konsensus yang menjamin tegaknya konstitualismendalegara hukum modern
dipahami bersandar pada tiga elenmmsensuyaitl’’: Kesepakatan tentang
tujuan atau cita-cita bersamhéd general goals of society or general acceptance
of the same philosophy of governmerdesepakatan tentanipe rule of law
sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaregara (the basis of
government)dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institlesh prosedur-
prosedur ketatanegarag@he former of institutions and procedures).

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa konstitusiggjiap sebagai bentuk
kontrak sosial untuk melandasi tata pergaulan dategara. Negara-negara
modern saat ini menganggap akan pentingnya kosistitaik ditelaah dalam
framekebutuhan yuridis maupun politis. Bagir Manan mengkakan pandangan
dalam hal itu dengan menyatakan bahwa konstitusyatakan organisasi negara
dan susunan pemerintahan, Organisasi negara darnukebh menyusun suatu
pemerintahan negara selalu memerlukan konstitusiasih merujuk pandangan

Bagir Manan hakikat konstitusi adalah perwujudangpa tentang konstitusi atau

® Walton H. HamiltonConstitutionalismEnciclopedia of Sciences, Edwin R.A., Seligman
dan Alvin Johnson, eds, him.255. dikutip dari JiAdishiddigie, Konstitusi dan
Konstitusionalisme, loc.cit, him. 24

*”Ipbid, him. 25-26.

® Bagir manan,Kekuasaan Kehakiman Republik Indonedtusat Penerbitan Universitas
LPPM Unisba, Bandung, 1995,him. 7.
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konstitusionalisme yaitu pembatasan kekuasaan paaderdisatu pihak dan
jaminan hak-hak warga negara maupun penduduk dikpidin. Hak-hak ini
mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidupik,mkesejahteraan dan
kebebasaf?’

A Kosasih Djahiri mengemukakan hakikat konstit@alh jaminan hak asasi
manusia sebagahomo sociousdan pengaturan masalah-masalah kenegaraan
(frame at governmenf} Sedangkan Sri Soemantri mengemukakan hakikat
konstitusi dengan pembatasan kekuasaan néb#& Wheare mengemukakan

hakikat konstitusi sebagai beriktit
“... that is many countries a constitution is thougbt an
instrument by wich government can be controlledngtitution
spring from a belief in limited government. Couetri differ
however in the extent to wich they wish to impasetdtion.
Sometimes the constitution limit the executiveutnosdinate local
bodies, sometimes it limits the legislature alsat, @nly so far as
amandement at the constitution itself concernedt sometimes it
imposes retriction upon the legislature wich go fayond this
point and forbid it to make upon certain subjectsertain way or
with certain effects. Whatever the nature and ekter the
retriction, however , they are based upon a comrhehef in
limited government and in the use of a constitutinonmpose these
limitation. [di beberapa negara, konstitusi dianggap sebagai
instrument yang dapat digunakan untuk mengontrolgsstahan.
Konstitusi muncul dari sebuah keniscayaan akan petaban
yang dibatasi. Namun, masing-masing negara berdelian hal
pembatasan-pembatasan. Kadang-kadang konstitusi batasn
eksekutif atau lembaga-lembaga local di bawahnyacakg-
kadang ia juga membatasi legislative, tetapi hgayh berkenaan
dengan amandemen terhadap konstitusi itu sendin; lcadang-
kadang ia menetapakan batasan-batasan pada iegisiatng
melampaui kewenangananya dan melarang membuat gmndan
undang bidang tertentu atau menurut cara-carantarééau dengan

* Ibid

7 A. Kosasih Djahiri)imu Politik, Parmaco, Bandung, 1971, him 49.

' Lihat Sri Soemantri,Penerapan Kedaulatan Rakyat dalam Kehidupan Bemzega
Berdasarkan Pancasila dan UUD 194%alam A. Arief Sidharta, dkk (editor), butir-buGagasan
Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yayek; sebuah tanda mata bagi 70
Tahun Prof. Dr. H. Ateng Syarifudin., S.H, Citraiyé Bakti, Bandung, 1996, him.440.

> KC. Wheare, op.cit, him. 7
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akibat-akibat tertentu. Namun, apapun sifat danersgiapun
luasnya pembatasan itu didasarkan atas keyakinamuierhadap
pemerintahan yang dibatasi dan penggunaan konstitoik
menetapkan pembatasan ini].

Pada tataran konstitusi sebagai hukum dasar, kasistnemiliki banyak
fungsi, yaitJ3: sebagai penentu dan pembatas kekuasaan orgaransgbagai
pengatur hubungan kekuasaan antar organ negarmagasgtengatur hubungan
kekuasaan antar organ negara dengan warga neglagas sumber pemberi atau
legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun pemggaraan kekuasaan negara,
sebagai penyalur kekuasaan dari sumber kekuasagnagd, sebagai pemersatu,
sebagai identitas, sebagai sarana pengendalianarakafsocial contro) baik
dalam arti sempit hanya bidang politik maupun bgdancial lainya dalam arti
luas dan sebagai sarana perekayasa dan pembaruayarakat gocial
engineering atau social refofmbaik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Pada umumnya dipahami, bahwa hukum mempunyaiujgart pokok, yaitu :
keadilan fustice, kepastiandertainty atauzekerhei§l dan kebergunaan (utility).
Keadilan itu sepadan dengan keseimbandaalafice, mizan dan kepatutan
(equity), serta kewajaranpfoportionality). Sedangkan, kepastian hukum terkait
dengan ketertibarof(der) dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan dilarapk
dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebun akewujudkan kedamaian
hidup bersama. Oleh karena konstitusi itu sendialah hukum yang dianggap
paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstiteebagai hukum tertinggi itu
juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yanoggi

Sehubungan dengan itulah maka beberapa pakar m&kamutujuan

konstitusi itu seperti merumuskan tujuan negardy ygegara konstitusional, atau

7 Jimly AsshiddigieKonstitusi dan Konstitusionalismep.cit, him. 34.
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negara berkonstitusi. Menurut J. Barents, ada da)(ttujuan negara, yaitu (i)
untuk memelihara ketertiban dan ketenteramanm@mpertahankan kekuasaan,
dan (iii) mengurus hal-hal yang berkenaan dengaperingan-kepentingan
umum’*Sedangkan, Maurice Hauriou menyatakan bahwa tuoastitusi adalah
untuk menjaga keseimbangan antara (i) ketertibaahe), (i) kekuasaangezag,
dan (iii) kebebasarvfijheid).”” G.S. Diponolo merumuskan tujuan konstitusi ke
dalam lima kategori, yaitu (i) kekuasaan, (ii) perthian, keamanan, dan
ketertiban, (iii) kemerdekaan, (iv) keadilan, serfd) kesejahteraan dan
kebahagiaar®

Sehingga menurut hemat penulis hakikat konstitugjaj bisa dilihat
tergantung bagaimana orang memahami arti maupustasudd dari hukum serta
tujuannya. Konstitusi dikaitkan dengaonstituent powedan hierarchy of law
merupakan hukum yang lebih tinggi bahkan palinggirdan paling fundamental
sifatnya, karena konstitusi adalah sumber rujukegitimasi atau landasan
otorisasi bentuk-bentuk hukum. Atas logika dasalaln muncul mekanisme

judicial reviewdi dalamconstitutional adjudicationi berbagai negara.

Keempat tentangedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi dalam Neggang
bahwasanya dapat mengalami perubahan dari zameaman dalam suatu sistem
perubahan tertentu. Misalnya pada masa peralihanndgara feodal monarki
atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ak@mdnegara nasional

demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benpemgsah antara rakyat dan

7 J. Barents, “De Wetenschap de Politiek, Een Tevezkenning”(1952), terjemahan L.M.
Sitorus,limu Politika: Suatu Perkenalan Lapangacet. ke-3 : PT. Pembangunan, Jakarta, 1958,
him. 38.

> Maurice Hauriou,Precis de Droit ConstitutionnelLihat juga Abu Daud Busrolmu
Negara Bumi Aksara, 1990, Jakarta, him. 99.

’® G.S. DiponoloJimu Negara Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 1951, him. 23.
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penguasa yang kemudian berangsur-angsur mempumgsifsebagai alat rakyat
dalam memperjuangkan kekuasaan melawan golongayuassl’ Perjuangan itu
pada akhirnya dimenangkan rakyat konstitusi bulagi Hiposisikan sebagai
penjaga keamanan rakyat dari tindakan sewenanghgepanguasa, namun
berubah menjadi senjata pamungkas rakyat untuk akéirg kekuasaan monarki
dan oligarki. Pada akhirnya konstitusi diletakkaibagai alat membangun tata
kehidupan yang baru atas dasar landasan kepentingeaamarakyat dengan
menggunakan berbagai ideology sepdividulisme, liberalism, universalisme,
demokrasi dan sebagainy4. Oleh karena itu pada tataran implementasi
kedudukan dan fungsi konstitusi di berbagai neghrantukan oleh ideology

negara yang dibangun dan dianut oleh sebuah negara.

Perspektif historis kedudukan dan fungsi konstidisEropa menunjukkan
bahwa, kedudukan dan fungsi konstitusi adalah untoénentukan batas
kewenangan penguasa, menjamin hak rakyat dan menggiannya
pemerintahan. Namun dengan kebangkitan paham keh@mgdan lahirnya
demokrasi, konstitusi juga menjamin alat rakyatuknkonsolidasi kedudukan
hukum dana politik untuk mengatur kehidupan bersabiah sebab itu di era
negara modern, konstitusi tidak hanya memuat atanaan hukum, tetapi juga
merumuskan dan menyimpulkan prinsip-prinsip hukumaJuan negara dan
patokan kebijaksanaan, yang keseluruhannya meng#aguasa atau bahkan

seluruh negara.

”7 Lihat Dahlan Thaib, dkk., Op.Cit. him 18
’ Ibid., him. 19.



40

Sementara di Inggris tidak mempunyai konstitusigoh artian tertulis), tetapi
juga dianggap mempunyai konstitusi yang cukup lapgkAturan-aturan
konstitusional di negara itu pada dasarnya tersdbéerbagai undang-undang,
dokumen negara lainnya, hukum adat dan bahkan kesnvé&erlebih-lebih di
Inggris jika ditelusuri dari sudut pandang modejaranya, menunjukkan sebuah
model negara konstitusional yang tertua hal tetsédébukti dengan adanya

dokumenMagna Chartal215.

Negara-negara yang mendasarkan dirinya sebagabkiasn konstitusional,
konstitusi memiliki fungsi yang khas yaitu guna niietasi kekuasaan pemerintah
yang sewenang-wenaﬁ‘b.Oleh karenanya dengan demikian diharapkan hak-hak
warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan mardakan konstitusionalisme.
Carl Friederich dalam bukuny@onstitusional Government and Democr&cy

konstitusionalism@lah:

Merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu
kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh das atena
rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasamngy y
diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yanglukpar
untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh keergang
mendapat tugas untuk memerintah.

Kedudukan konstitusi menurut A. Kosasih Djahiri lalasebagaiformal
rulesyang tertinggi dan the formal main standar bag sérta kehidupan bangsa
dan negarﬁ? Konstitusi dalam pandangan Padmo Wahjono seldagse dasar
daripada semua peraturan (tertulis) yang a@eor{dnorn) juga merupakan

sumber mengalirnya peraturan perundang-undangaumanea dilihat dari segi

79 f
Ibid
% Carl J. FriedrichConstitutional Government and democracy : Theony Bractice in
Europe and AmericaValtham, mass: Blaidell Publishing Company, 196id. him.,19.
# A. Kosasih Djahiri, Op.Cit. him 49.



41

materi yang diatuf* Secara ringkas konstitusi merupakan sumber hukum
(Ursprangnorm).®

Naoki Kobayashi sebagaimana dikutip Adnan Buyung sullan,
mengemukakan bahwa Konstitusi membatasi dan mealjesud kekuasaan
politik menjamin hak-hak rakyat. Inilah fungsi isgbuah Undang-Undang Dasar.
Melalui fungsi ini, konstitusi dapat memberi sum@an pada perkembangan dan
pembinaan tatanan politik yang demokratis.

Pentingnya konstitusi tersebut pada tataran edansstitusionalisme dan
jaminan hak-hak rakyat dapat dikatakan oleh MahWd sebageﬁ“: pertama
konsep negara hukum yang menyatakan secara walivewibawaan hukum
haruslah mengatasi kekuasaan pemerintah sehinggamhtharus mampu
mengontrol dan mengendalikan politkedua konsep hak-hak sipil warga negara
yang menggariskan adanya kebebasan warga negamaatiijaminan konstitusi
sekaligus adanya pembatasn kekuasaan negara yaag ldgitimasinya hanya
dapat diperoleh oleh konstitusi.

Pada prinsipnya konstitusi memiliki tujuan untukmimatasi kesewenangan
tindakan pemerintah, menjamin hak-hak yang dipghindan merumuskan
pelaksanaan kekuasaan yang berdafiaPendapat tersebut sesuai dengan oleh
Loewenstein dalam bukunyRolitical Power and the Governmental Proc&s
bahwa konstitusi itu suatu sarana dasar untuk nueaEja proses-proses

kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi sEsamempunyai dua tujuan:

¥ padmo WahjondPerlindungan Hukum di Indonesitndo-Hill Co, Jakarta, 1989, him.63.

¥ G.S Dipolo.,0p.Cit. him. 161.

# Moh. Mahfud. MD,Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Study tegtameraksi Politik
dan Kehidupan KetatanegaragRineka Cipta, Jakarta, 1999, him. 144-146.

¥ Dahlan Thaib, dkk., op.cit, him. 24.

* Ibid
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a.Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terkakiapsaan politik;

b.Untuk membebaskan kekuasaan dari control muték penguasa, serta

menetapkan bagi para penguasa tersebut bataskb&tesaan mereka.

C.F. Stron@7 memberikan pendapat tentang tujuan konstitusi aeng
mengemukakan':The object at constitution, in short, are to lintlie arbitrary
action of the government, to guarantee to the rgjhthe governed, and to define
of the soverign power. Tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesengaa
tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yapgritah, dan merumuskan
kekuasaan yang berdaulat]. Maurice Haurio sebageirdéutip oleh Abu Daud
Busroh menyatakan tujuan konstitusi untuk menjagseiknbangan antara
ketertiban masyarakat, kekuasaan dan kebebasarsia&hu

Berdasarkan tujuan konstitusi yang diuraikan ppakar diatas, akhirnya
penulis mencoba mengemukakan pendapat bahwa sdeardis dalam
penyelenggaraan negara aspek kesewenang-wenangguepa sangat mungkin
terjadi dan untuk mengendalikan itu semua secanatkotional peran konstitusi
sangatlah dibutuhkan. Tiada lain hal ini beruguntuki menjamin hak-hak yang
diatur tegas dalam konstitusi, menunjang penyel@ragm negara yang lebih baik
dari intrik-intrik negatif yang dilakukan penguasa.

Patut untuk dikembangkan bahwa mempelajari kedudukiagsi dan tujuan
konstitusi seperti uraian diatas sangatlah pentwhgmahami akan kedudukan,
fungsi dan tujuan konstitusi seharusnya dilakulerasa holistic dan tidak parsial,

karena antara ketiganya memiliki hubungan yang aaregat. Kedudukan

¥ C.F.Strong., op.cit, him. 10.
% Abu Daud Busyroh, llmu Negara, op.cit, him.99.
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konstitusi misalnya kita dapat memahaminya sebdg&um dasar, dalam
fungsinya kita mengerti konstitusi sebagai dokuniermal yang cenderung
membatasi dan mengendalikan kekuasaan, sedangkan titaran tujuan kita
sadar bahwa konstitusi bertujuan untuk menjagaikésagan antara ketertiban,
kekuasaan dan kebebasan manusia dalam kehiduparmmneg

Keenam adalah tentang klasifikasi Konstitusi. Dalaah ini, hampir semua
negara modern saat ini memiliki konstitusi. Akamape konstitusi yang ada
diberbagai negar dapat dipastikan berbeda-beda dmiksegi model, muatan
maupun sifatnya. Perbedaan itu tidak lepas daramaliang dianutnya dalam
artian ideology, budaya, latar belakang sejarahtddakan falsafah hidup masing-
masing negara. Banyak pakar hukum mengklasifikaskanstitusi menurut cara
mereka masing-masing, diantaranya K.C. Wheare aeltyalern Constitution
nya, C.F.Strong dalam bukunydodern Political Constitution James Bryce
dalam bukuny&tudies in Hystory and Jurispruederdan J.F. Van Maarseveen
en var der Tang dalam bukun@ver het verschinjsel gronwefda juga pakar
hukum tata negara Indonesia Sri Soemantri, Wirj@mnodjodikoro, M. Solly
Lubis dan lain-lain dengan masing-masing cara naesekdiri-sendiri.

Dari sekian banyak penulis diatas, penulis ingimutiskan kembali apa yang
K.C. Wheare tuliskan dalam mengklasifikasi konsiitukarena penulis
menganggap tulisan K.C. Wheare sudah bisa mewadierapa tulisan penulis-

penulis diatas. Klasifikasi menurut K.C. Whearentdaanya sebagai berikert

a. Konstitusi tertulis dan tidak tertulisvfitten constitution and no written
constitutior);

¥ K.C. Wheare, Modern...op.cit. him 2-31, dikutip dBehlan Thaib, dkk, Teori
Konstitusii... op.cit, him. 25.
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b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigidlgxible constitution and rigid
constitutior);

c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak bemajat tinggi $upreme
constitution and not supreme constitudion

d. Konstitusi serikat dan konstitusi feder&deral constitution and unitary
constitution); dan

e. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial darstkoisi pemerintahan
parlementergdresidential and parlementary constitutjon

Berikut penjelasan dari apa yang diklasifikasika@ KWheare diatas:

Pertama yang dimaksudkan konstitusi tertulis adalah ktunst yang
dituangkan kedalam sebuah dokumen atau dokumenafo®edangkan tidak
tertulis tidak dituangkan kedalam dokumen formemsal di Innggris, Israel dan
New Zealend.

Kedua konstitusi flexible itu konstitusi yang bisa dallj sedangkan
konstitusi yang rigid adalah konstitusi yang prasegerubahannya sulit
dilakukan. Dalam kontek realita UUD 1945 tergolaajam konstitusi yang rigid.

Ketiga, konstitusi derajat tinggi yaitu konstitusi yangmmpunyai kedudukan
tertinggi dalam negara. Dari segi bentuk konstituisiliatas peraturan perundang-
undangan yang lain. Syarat perubahannya lebih dalit pada perubahan yang
lain. Sedangkan konstitusi yang tidak memiliki gtrdertinggi yaitu konstitusi
yang tidak mempunyai kedudukan dan syarat perubgdyag sama dipakai untuk
mengubah peraturan-peraturan lain.

Keempat konstitusi serikat yaitu konstitusi yang berkaitdengan bentuk
suatu negara. Jika negara bentuknya serikat maka akdapatkan sistem
pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusatd@egaerintahan negara
bagiannya serta pembagiannya dapat ditemukan d&tamstitusi itu. Dalam

negara kesatuan pembagian seperti di negara sedi@ktakan dijumpai, karena
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kekuasaan tersentralkan di pemerintahan pusatup@adikenal dalam negara
kesatuan sistem desentralisasi.

Kelima, konstitusi menurut sistem pemerintahan presidéndan sistem
parlementer. C.F. Strong mengemukakan bahwa draeyaunia ini setidaknya
akan dijumpai dua sistem pemerintahan yaitu praside dan parlementer.

Sistem pemerintahan presidensial memiliki cirrizcir

a. Di samping mempunyai kekuasaan nominal sebagai l&kepagara,
presiden juga berkedudukan sebagai kepala penteimigiang belakang
lebih dominan);

b. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaarsliifi akan tetapi
dipilih langsung oleh rakyat;

c. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan léfgislat

d. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekudsgmiatif dan
tidak memerintahkan diadakan pemilihan.

Konstitusi yang memuat beberapa ciri diatas dapattakan sebagai konstitusi
sistem pemerintahan presidensial.
Sedangkan cirri-ciri sistem pemerintahan parleeraadalah sebagai berikut:

a. Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibenatlu berlandaskan
kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen;

b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkimagian adalah
anggota parlemen;

c. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawphdl parlemen;
dan

d. Kepala negara dengan saran atau nasihat perdanaermelapat
membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakaitifpgmumum.

Konstitusi yang memuat beberapa cirri diatas dalgatakan konstitusi sistem
parlementer.
Berdasarkan klasifikasi konstitusi diatas, UUD 3 @¥apat diakatakan sebagai

dalam Klasifikasi konstitusi yang rigid, konstitugng tertulis, konstitusi yang
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berderajat tertinggi, konstitusi kesatuan, danktarakonstitusi yang menganut
sistem campuran karena UUD 1945 disamping mengatu4ciri pemerintahan
presidensial juga mengatur sistem pemerintahanerpariter. Penyebutannya
yang terakhir menunjukkan akan keunikan negaranesia yang berdasarkan
pancasila dan UUD 1945.

c. Teori Pengujian Konstitusional

Pengujian konstitusional seperti yang telah dilanapada awal penulisan ini
memang merupakan sebuah sistem. Sistem ini dipgamtguna menyelesaikan
konflik antar norma hukum terhadap Konstitusi dabdrapa tindakan hukum
tertentu untuk disesuaikan dengan esensi Konstitligiuk lebih jelasnya lagi,
penulis akan mengutip ulang tentang apa yang digéap oleh G. Harutyunyan
dan A. Mavcic seperti dalam uraian beriut

What is then the constitutional review as a sistévttite often

than not many authors circumvent this issue bynesdeor by

identifying it with the judiciary sistem of juditieeview. We shall
return to diverse aspects of this issue furthertwo significant

points need to be noted heFearst of all, the constitutional review
is not restricted only by the framework of judicraview. What
also needs to be considered is the functional oblthe legislative
and executive authorities, and the order and tiadi of retaining

the moral, national and spiritual valuesSecondly the

constitutional review, taken as a sistem, as alitgt@f complex

and harmonically interacting bodies having diffeyipowers, can
exist and efficiently function only with certaireponditions. Those
having prominence include: the constitutional athusnt of public
relations, the establishment of democratic prinegplof the
development of society (this type of sistem is mghass at the
time of revolutions or dictatorships), independendaeview, its

universal character, accessibility to the membefshe society,
openness of the constitutional review, etc.

Dari apa yang diuraikan diatas, kemudian penulismgambil dua hal pokok

mendasar yang perlu diperhatikan, Dua hal itu #&dgtertama, walaupun ada

% bid, him. 8.
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hubungan khusus antacanstitutional reviewatau pengujian konstitusional dengan
judicial review (pengujian oleh lembaga peradilan), namun tidakattepka
mengatakanconstitutional reviewhanya dibatasi dalam kerangk&a(he work
judicial review semata, akan tetapi hal ini dapat saja diperankah Embaga
eksekutif atau oleh lembaga yang lainnya putedug constitutional review
dikatakan sebagai sistem dalam hal sedemikiarensistu akan eksis dan efektif
fungsinya tergantung prasyarat kondisi tertentisainiya pembagian atau pemisahan
kekuasaan dalam negara, prinsip dan pelaksanaaokdesnyang berlaku di suatu
negara, independensi pelaksanaan pengujian kaistitil, accessatau akses yang
terbuka untuk melakukan pengujian konstitusionagi bseluruh warganya dan
prasyarat-prasyarat yang lainnya. Maka oleh kangnasecara sederhana sistem
pengujian konstitusional itu merupakan sistem tesbyang memperkenankan negara
dapat mengadopsi secara tersendiri sistem pendugiastitusionalnya.

Pada tataran konseptual banyak ilmuwan yang memnsi&an tentang
constitutional review misalnya, Alec Stone-Sweet yang menyatakanis the
authority of an institution to invalidate the act government-such as legislation,
administrative decisions, and judicial rulings-ohet grounds that these act have
violated constitutional rules, including right.Secara lugas Tom Ginsburg & Mila
Versteeg juga menyatakan bahvw@ohstitutional review, which we define as the
formal power of a local court or court-like body $et aside or strike legislation for

incompatibility with the national constitutidA.Secara sederhana kemudian penulis

! Lihat, Alec Stone-SweeGoverning with Judge-Constitutional Politic in Eye, (Oxford:
Oxford University Press, 2000), him.21

%2 | ihat, Tom Ginsburg and Mila Verste&ghy Do Countries Adopt Constitutional Review
him. 4. Paper diunduh dari http://www.utexas.eduitalloquium/papers-public/2012-2013/09-
24-12 Why%20D0%20Countries%20Adopt%20ConstitutitZ0Reviews.pdf. Diakses pada, 10
November 2012
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berpandangan bahwa, “Pengujian Konstitusional” adalmerupakan suatu
mekanisme untuk menguji “konstitusionalitas” matsdatu produk hukum atau
prosedur pembentukannya dan juga dapat digunakaagae sebuah mekanisme
untuk menguji “konstitusionalitas” suatu tindakamkbm tertentu (tergantung
bagaimana suatu negara memberdayakan dan menggturny

Pandangan penulis akan pengujian konstitusionalus{kénya pada kata
konstitusionalitas) seperti uraian diatas bukamdatpa sebab, penulis terilhami pada
sebuah kata, yaitu apa itconstitutionality”?. Kata ini pada dasarnya memang selalu
muncul dan selalu ditulis oleh beberapa penulirdakaitannya dengan sebuah
tulisan dengan tema “pengujian norma hukum dantkass yang lawan katanya
biasa disebutunconstitutionallity atau inkonstitusinalitas. Akan tetapi yang menjad
keprihatinan bersama adalah, walaupun telah badiakpai tulisan dengan tema
dasar semacam itu, kebanyakan penulisnya enggark unenguraikan apa itu
konstitusionalitas atau bahkan diantaranya mendaandli untuk tidak menguraikan
hal itu. Terlebih-lebih katéconstitutionality” atau padanannya, sejauh penelusuran
penulis memang tidak dijumpai pengaturannya daldd tentang MK. Atas hal
sedemikian, baru-baru ini peristiwa konkrit yangnggambarkan ketidakpahaman
dan ketidaktahuan dengan kata “konstitusionalitas’realitanya sungguh memang
terjadi di Indonesid>

Atas dasar hal itu, penulis kemudian mencoba nmmggpsikan apa itu

konstitusionalitas, untuk memudahkan kajian @anstitutionality menurut kamus

9 Ada dua tokoh partai politik (parpol), anggota DRIRN mantan anggota DPR tidak paham
perbedaan antara masalah konstitusionalitas damlahasegalitas. Baca essay Mahfud MD,
Masalah Konstitusionalitas dan Legalitadalam Harian Seputar Indonesia Edisi Cetak, Sabtu 9
Juni 2012.



49

Merriam-Webster Dictionary adaldh*is the condition of acting in accordance with
an applicable constitution; the status of a lawpr@cedure, or an act's accordance
with the laws or guidelines set forth in the apphte constitution Berdasarkan
definisi tersebut, kemudian penulis merumuskan &prisahwa konstitusionalitas itu
merupakan suatu kondisi bertindak sesuai dengastikasi yang berlaku, baik itu
dalam hal suatu materi hukum, prosedur pembenthiskom, dan tindakan-tindakan
nyata elemen dalam negara yang sesuai dengan tkenstiSehingga
konstitusionalitas itu terdapat tiga elemen, vyaitnateri hukum, prosedur
pembentukan hukum dan tindakan-tindakan yang sesugan Konstitusi.

Kembali pada pembahasan pengujian konstitusiorséilah Constitutional
review atau pengujian konstitusional jelaslah berbedagaerjudicial review.
Perbedaan itu dikarenakan dua alasan, yaiutama constitutional reviewselain
dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lagd selain hakim atau
pengadilan, tergantung kepada lembaga mana UUD erdtah kewenangan untuk
melakukannyakedua dalam konsefiJudicial Review” terkait pula pengertian yang
lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal leamliperaturan di bawah UU
terhadap UU, sedangkafconstitutional review” hanya menyangkut pengujian
konstitutionalnya, yaitu terhadap UUPOleh karenanya pengujian konstitusional itu
tergantung bagaimana UUD sebuah negara memberikarenangan untuk itu
kepada lembaga-lembaga negara tertentu. Namun pualasedemikian, Negara
Amerika yang tidak mencantumkan pengujian Konsbiuel dalam Konstitusinya

akan tetapi di Amerika ide ini juga dapat diterima.

% Lihat: http://www.merriam-webster.com/dictionaryfstitutionality, diakses tanggal 10
November 2012

% Jimly As-Shiddigie Model-Model Penguijian Konstitusional di Berbadsggara,(Jakarta:
Sinar Grafika: Cet I, 2010), him.6
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Pada praktik di berbagai negacanstitusional reviewwitu memang tidak hanya
saja pada persoalan pengujian materi atau prosgelmbentukan suatu undang-
undang belaka. Lebih dari pada tonstitusional reviewtu bisa mencakup juga
permasalahan-permasalah konkrit yang berkaitan daagan konstitusi. Misalnya
pengaduan konstitusional, yang hal ini tidak dikehalalam mekanisme pengujian
konstitusional di Indonesia. Untuk lebih jelasnyet gambar berikut ini.

Gambar 1
Sistem Pengujian Konstitusional®

CONSTITUTIONAL REVIEW: THE SYSTEM AND DEVELOPMENTS

Space of the Constitutional review Institutions of the Constitulional review

- Laws and other legal acts - People (when adopting the Constitution
- International treaties < : and the 1o it by
- Court Decisions = President
- Decisions of the entities of local self- - Barliament
governmen

= Government
s N - Entities of constitutional justice
- Activity of the political parties - Judicial power of general jurisdiction
- D of the social - Law entities
- Results of referenda and elections - Ombudsmen
- MNatural and legal persons

| /> - Sompuisory
- Opticnal

- On forms

- On contents

Dari table yang ada diatas diperolehlah gambanatarigsistemof constitusional
review Constitusional reviewtu merupakan suatu mekanisme bagi pemilik hak
(pemilik legal standingd’) untuk mengujikan apakah sesuai dengan konstipesi
tidak suatu status norma hukum perundang-undanbaik (materi ataupun
prosedur), suatu perjanjian internasional, putupangadilan, aktifitas pesta
politik, putusan organisasi social dan permasalahasil referendum dan
pemilihan umum itu.

Lebih lanjut dari table diatas dapat dilihtdrm (bentuk) pengujian

konstitusional yang beragam. Salah satu misalnya@lahddalam halpower

% |ihat G. Harutyunyan and A Mavciop.Cit. HIm.10

" pada table tersebut legal standing dimiliki olieldjvidu-individu (perorangan), Presiden,
Pihak Parlemen, pemerintalEntities of Constitutional Justicelembaga peradilan umum,
masyarakat hukum dan lain-lain.
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(kekuasaan) lembaga penguiji, yang dapay dilihatsdmi Preventative (A Prior)

ReviewdanRepressive (A Posteriori) RevieWntuk lebih jelas lihat table berikut.

Tabel 1

Karakter dan Objek Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara™®

Karakter Pengujian

Objek Pengujian

Dalam hal norma hukum
sebelum disyahkan,
pemeriksaanya disebut:

Preventative (A
Prior)Review

b)

c)
d)

f)

9)

Objek pengujiannya adalah:
Constitutional ProvisiorfKonstitusi
Negara Bagian);

International TreatigPerjanjian
Internasional);

StatuteqUU);

Regulation(Peraturan perundang-
undangan);

Act of The Head of Sta{Peraturan Kepala
Negara/Pemerintahan);

Act of Territorial Unit(Peraturan
Pemimpin Negara Bagian);

Other Regulation: Budget Act,
Parliamentary Internal Regulation
(Peraturan lainnya semisal Rancangan
Anggaran, Peraturan internal Parlemen).

|

Dalam hal norma hukum
setelah diundangkan,
pemeriksaanya disebut:

Repressive (A Posteriori)
Review

yang diklasifikasikan
kedalam:

Abstrak reviewdan
concrete review

b)

g)

Untuk abstrak review dilakukan untuk :
Concerning- the Constitution,
constitutional amendments, or basic
constitutional ProvisiongMengenai-
Konstitusi, amandemen konstitusi, atau
Ketentuan konstitusi negara-negara
bagian);

International agreements (including
agreements between the Federal State a
federal entitiesPerjanjian internasional
(termasuk perjanjian antara Negara Fedg
dan entitas federal);

StatutegUU);

Resolutions of the Parliame(eputusan
Parlemen);

Regulation(Peraturan perundang-
undangan;

Acts of the Head of Sta(Peraturan Kepala
Negara);

Rules and other acts of national
administrative units (federal member
states, (autonomous) Provinces, local

nd

ral

A

% Tabel disusun dari penelitian G Harutyunyan daviavcic, Ibid.
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communities, etc(Aturan dan tindakan-
tindakan lain dari unit administrasi nasional
(negara-negara anggota federal, (otonomn)
Provinsi, masyarakat lokal, dll);

h) Proclaimed regulatory measures of
statutory authoritiegMenyatakan
peraturan ukuran otoritas hukum);

i) The conformity of national legal norms
with international agreemen{&esesuaian
norma hukum nasional dengan perjanjian
internasional);

J) Regional agreement{®erjanjian regional);

k) danOther rules

- Untuk concrete reviewdilakukan atas
dasar permintaaordinary judge

Oleh karena itu, secara teoritis sederhananya piangkonstitusional itu
dilakukan agar supaya prinsip supremasi konstitustetap selalu terjaga, dan
itulah fungsi asli dari adanya mekanisomnstitutional reviewHal ini dinyatakan
oleh Harutyunyan dan A Mavcic dengan mengatakamaahhe top principle of
existence and functioning of the democratic socety a state governed by the
Rule of Law ighe supremacy of the Constitutiorwhich is at the same time the
principal concept of constitutional revie@Prinsip yang utama, eksistensi dan
fungsi demokrasi dan negara berdasarkan hukum (yaemerintah adalah
hukum) itu adalah supremasi konstitusi, yang dimaada saat bersamaan,
prinsip itu sama dengan prinsip pengujian konstine).*® Disamping untuk
mewujudkan prinsip supremasi, sistem pengujian tikoisgonal secara bersamaan
juga dapat melindungi secara umum akan hak-haafmental yang ada dalam
konstitusi. Untuk lebih jelasnya fungsi pengujiaongtitusional lihat gambar Il

berikut ini:

% bid, him.8.
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Gambar 2
Fungsi Pengujian Konstitusionat®

CONSTITUTIONAL REVIEW: FUNCTIONIMG OF THE SYSTEM
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Pertanyaan yang kemudian dapat diajukan adalah, itapasupremasi
konstitusi?. Supremasi konstitusi merupakan suaad&an untuk menempatkan
sebuah Konstitusi dalam pemberlakuannya di suagaraepada tataran yang
“suprem& atau tertinggi, baik secara normatif maupun emspit Supremasi
hukum itu pada dasarnya berprinsip bahwa semua lahadaruslah dapat
diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman darufzerdertinggi yang harus
ditaati. Pengakuan secara normatif mengenai sugiemigum terwujud dalam
pembentukan norma hukum yang secara hirarkis yanguhcak pada supremasi
konstitusi. Sedangkan pengakuan secara empirisijigivdalam perilaku elemen
negara yang mendasarkan diri pada aturan hukum panmuncak pula pada
supremasi konstitusi.

Kemudian, untuk memperdalam pemahaman fungsi pmguj

konstitusional, penulis akan menyitir sedikit temgeapa yang diuraikan Kelsen

1% pid, him. 163.
11 |ihat Jimly As-shiddigie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesi&disi Revisi,
(Jakarta: Konstitusi Press, 200B)m.154
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dalam bukuPure Theory of Law’ Kelsen menyatakaff: “Since the legal order
represents a hierarchy of superordinated and suinateéd, and since a norm
belongs to a certain legal order only because amébs as it is in accord with the
higher norm that determines its creation, the peoblarises of a possible conflict
between a higher and a lower nornmBatu hal yang menarik tentang apa yang
dikemukakan Kelsen itu adalah, sejak hukum diwugud®@alam tatanahierarki
yang didalamnya menghendaki adanya klasifikasi apryaitu: norma dengan
kedudukan tertinggi dan norma yang kedudukannyadaedibawah norma yang
tertinggi, permasalahan yang timbul dari hal itialah kemungkinan terjadinya
konflik antara norma yang lebih tinggi dengan noyaag lebih rendah. Apabila
perihal konflik semacam ini dibiarkan terjadi, makatanan hukum dalam
penerpannya bukanlah sebuah tatanan yang dapgealditn.

Secara teoriris Kelsen lebih lanjut menyatakanpég@aerjadi konflik antar
norma hokum itu, terhadapnya dapat dilakukan pesgjoetsingataureview).
Pengujian dapat dijalankan melalui cara yang biasdinary way, yaitu dengan
mengeluarkan norma hokum (perundang-undangan) l#éb organ yang
berwenang melakukan pembentukan undang-undangage dijalankan dengan
cara yang luar bias&Xtra ordinary way yaitu, melalui penunjukan kepada organ
tersendiri melalui konstitudf® Mekanisme pengujian itu dalam prakteknya
diberbagai negara, dapat dikelompokkan kedalam lthla yaitu mekanisme
constitutional reviewdan/ ataujudicial review Kedua hal itu pada dasarnya
memiliki prinsip yang berbeda, namun keduanya matap satu yaitu

mekanisme “pengujian norma hukum”.

192 Hans KelsenGeneral Theory of Law and Stateanslated by Anders Wedberg , et.al,
(New York: 1973), him.155
1% |bid 159
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Gagasan fundamental dari pemikiran Kelsen (192@gersie yang telah
diuraikan diatas, diilhami dari adanya sebuah ktusstatau hukum dasar yang
menghendaki bahwa konstitusi merupakan hukum yaminggil®* Gagasan
yang sejalan dengan pemikiran Kelsen ini, pernblinldahulu dipraktikkan oleh
Jhon Marshall di Amerika Serikat atau bahkan gayagbbe de Sieyes di
Perancis yang mengusulkan untuk membenjuke constitutionare (juri
konstitusionaf\®® jauh-jauh hari pada tahun 1975.

Dalam praktiknya, kompleksitas pelembagaeonstitutional reviewdi
berbagai negara itu kemudian diwujudkan dalam la@nagmodel. Model
constitutional reviewdanjudicial reviewitu, dan untuk selanjutnya secara umum
dapat ditelusuri dalam Fase Sejarah seperti datararupada bab 1.

Setelah kita memahami tentang pengujian konstmasicelanjutnya akan
dibahas lebih spesifik terkadcces to constitutional reviewtau akses untuk
dilakukannya pengujian konstitusional. Dalam hadeskini, pada dasarnya dapat
dibagi kedalam dua hal, yakumiirect accesdan indirect acces.Direct acces

menghendaki individu dapat langsung menuju Mahkamatuk mengajukan

194 palam hal ini lihat kembali gagasan asli Jhon Mallstyang menghendaki ide
“suprerioritas konstitusi” dan Hans Kelsen yang gtemndaki adanya prinsip “norma hukum
berjenjang”. Ide Marshall ini tumbuh subur di Ankeriserikat yang masyhur dikenal dengan nama
“American Judicial Review Model'stlan ide Kelsen masyhur dikenal dengan sebiifatsenian
Model of constitutional review atau Kelsen's corttepOleh karena gagasan keduanya itu,
Beccaria, Condecet dan Kant, ketiganya menyepdiativa gagasan Marshal dan Kelsen itu
merupakan ‘Silogisme konstitutional’ yang dimangatadiartikan sebagai konklusi logis yang
lahir dari dua alasan mendasar. Pertama, normaikaisnal adalalprimary rule (mayor)dan;
kedua, norma pertama atau mayor itu adalah alasmag selanjutnya menggiring undang-undang
atau peraturan lainnya menempati posiecondary rule (minor).Lihat: Jhon Ferejhon and
Pasquale Pasquin@onstitutional Adjudication; Lesson from Européakalah disampaikan pada
Place Main Hall, German Culture Centre (Goetheitlitst Tokyo, OAG Haus), 24 Agustus 2004,
him.12. dalam Ahmad Syahrizalp.cit, him 3

195 3hon Bell,French Constitutional Law(New York:Oxford University Press, 1992)m.21
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claim, sedangkanndirect accesmengharuskarclaim ke Mahkamah melalui

tangan lembaga tertentu. Untuk lebih jelasnyapataami uraian berikdf®
Indirect access means that any individual qoesteaches the
constitutional court for adjudication through thetérmediary of
another body, whereas direct access compriseseglall means
given to individuals to directly petition the cdtigional court
without the intervention of a third bod¥. (Akses tidak langsung
berarti bahwa setiap pertanyaan individu mencapahkamah
konstitusi untuk ajudikasi melalui perantaraan gubmbaga,
sedangkan akses langsung terdiri dari semua s&rdnan yang
diberikan kepada individu untuk langsung mengajukaatisi
kepada pengadilan konstitusional tanpa interverai dubuh
ketiga).

Dari direct danindirect accesitu kemudian di Eropa dalam praktiknya muncul

pola type-type akses yang amat beragam.

Indirect accesdi beberapa negara di Eropa ada yang menunjulabetrgan
negara misalnyambudpersof?®, ombudsmamtau bahkan pengadilan biasa yang
berhak mewakili kepentingan individu. Mekanisme gdnsa digunakan dapat
disebut dengan istilaRreliminary ruling proceduregang biasanya terhubung
dengan kasus yang nyataléted concrete cajemekanisme itu lebih konkritnya

adalah Preliminary requesf® dan Exception/ objection of unconstitutionality

1% G, Harutyunyan, et.atDraft Study on Individual Acces to Constitutionhlstice”, op.cit,
him, 16.

%7 1bid

198 Ombudpersomerupakan sebuah lembaga yang ditunjuk oleh parierasional dalam hal
ini biasanya bertindak sebagai mediator atau kamési parlemenOmbudspersoimi independen
dan tidak memihak. Di banyak negammbudspersomdiposisikan sebagai pelindung hak asasi
manusia (Advokat Rakyat dan lain-lain) yang berBingntuk menemukan solusi yang layak
ketika pelanggaran HAM telah terjadiVenice commissionbahkan pada tataran ini
merekomendasikan:OmbudsmaratauHuman Rights Defendeni dengan mandat untuk dapat
akses ke mahkamah konstitusi untuk mengajulibstrak reviewatas pertanyaan mengenai
konstitusionalitas undang-undang dan peraturan yang atau tindakan administrasi yang
mengangkat isu-isu yang mempengaruhi hak asasi sizardan kebebasan warga negara.
Rekomendasi itu berbunyi,he Venice Commission recommends that “the mendaft the
Ombudsman or Human Rights Defender shouldudec the possibility of applying to the
constitutional court of the country for an abstrgadgment on questions concerning the
constitutionality of laws and regulations general administrative acts which raise issues
affecting human rights and freedoms, ibid.

199 preliminary requesini di Jerman dapat disebencrete review
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Preliminary request merupakan mekanisme bagi peradilan umuwrdigary
court) yang meragukan sebuah norma hukum yang terhudalam tindakan
kongkrit tertentu melanggar ketentuan yang dalamstktusi kepada peradilan
konstitusi. Sedangkarkxception or objection of unconstitutionalibgerupakan
suatu penolakan unkonstitusionalitas suatu normeurnuyang didakwakan
kepadanya dalampreliminary ruling procedureli pengadilan umurh’
Sedangkan pada tataralirect acces ada dua hal, yaknipertama yang
terhubung dengan suatu yangpStract” (review not related to a specific case
atau sebuah mekanisme pengujian yang tidak dihiamndengan kasus konkrit
yang spesifik) dan biasanya suatu yang “abstrak’ditujukkan kepada suatu

aturan hukum rormative;**

kedua terhubung dengan individual
complaint/related to a concrete cas¢au pengaduan individu yang terhubung
pula dengan kasus konRrit

Untuk lebih mudah memaharpe of acceyang telah diuraikan diatas,

lihat tabel berikut ini:

"1%)bid.
11 Ada tiga mekanisme yang bisa digunakan ya&eiio popularis, quasi actio popularis and
legal interest dan individual suggestion
12 ndividual complaintini ada dua hal, yakni melawarormative actdanindividual act
Normative actitu bisanormative constitutional complaintian sedangkaimdividual actbisa
berupaamparo(Spanyol) atadull constitutional complain{Jerman).
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Tabel 2
Type Of AccegTipe Akses) di Eropd™®

INDIRECT DIRECT
Related tg Abstract Individual complaint/related to a concrgte
Concrete Case case
Preliminary Against normative Against Individual
ruling act act
procedures
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2. Landasan Konsepsional

Untuk menghindari kerancuan istilah dan pengesisatu kata atau kalimat,

maka diperlukan penegasan atas beberapa istitentierdiantaranya adalah:
a. Pengujian Konstitusional.

kata pengujian konstitusional, yang dimaksud datiitu adalah tindakan
untuk menguji konstitusionalitas. Konstitusionaiiéu merupakan suatu kondisi
bertindak yang sesuai dengan konstitusi yang herlb&ik itu dalam hal suatu
materi hukum, prosedur pembentukan hukum, dan kKardéindakan nyata

elemen dalam negara yang sesuai dengan konsstlingga konstitusionalitas

13 G, Harutyunyan, et.alDraft Study on Individual Acces to Constitutiondlistice”,.ibid,
him.16.
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itu terdapat tiga hal pokok, yaitu: materi hukumgggedur pembentukan hukum
dan tindakan-tindakan.

b. Akses Individual
Akses individual ini di Eropa dikonsepsikan dengtlah “individual acces”.
Akses individual yang dimaksud dalam kajian ini ladasuatu hal dimana
seseorang dapat mengajukan permohonan pengujiatitksional ke Peradilan
Konstitusi. Individual accesini dibagi menjadi dua, yakndirect accesdan
indirect accesDirect accessnemperkenankan individu langsung untuk pengujian
konstitusional ke Peradilan Konstitusi, sedanghkaiirect accessmengharuskan
pengujian konstitusional diwakilkan oleh lembagartetgtu, misalnya
ombudspersordi beberapa negara Erop&@idak semua akses individual akan
dikaji dalam penelitian ini, namun hanya yang bbéingan dengan
mempertahankan hak-hak dasarnya saja yang dikajndaenelitian ini.

c. Konstitusi.

Yang dimaksud konstitusi adalah hukum dasar yangjade pegangan
dalam penyelenggaraan negara. Dalam penelitigkomstitusi yang dikaji adalah
konstitusi UUD 1945 pasca diamandemen untuk Negatanesia. Konstitusi
Basic Law 1949 untuk Negara Jerman.

d. Hak-hak Dasar

Hak-hak dasar yang dimaksud dalam penelitian imiledd hak-hak yang
diatur didalam konstitusi yang dimaksudkan. Hak-hd&sar itu kadang
dipertukarkan penyebutannya dalam penelitian ipagai hak-hak konstitusional.

e. Pengaturan
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Yang dimaksud “pengaturan” dalam Kkajian ini adalsimtu cara atau
perbuatan untuk mengatur yang diwujudkan dalam mukwsitif agar tertata
sesuai dengan tempat dan fungsinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Lebih sépeya jenis penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif atau doktrifdutchinson sebagaimana
dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan dérm hukum doktrinal
sebagai berikut:

“Doctrinal Research: Research wich provides sistematic
exposition of rules governing a particular gé¢ category,
analyses the relationship between rules, emplareas of
difficulty and perhaps, predict future devel@mn(Terjemahan
bebas: Penelitian Doktrinal merupakan penelitimngy diarahkan
pada mengupas sistematis aturan yang mengattu dwategori
hukum tertentu, menganalisis hubungan antai@ypan dengan
kategori hukum itu, menjelaskan daerah kesuli yang
ditemui dalam aturan dan sehingga diharapkantd#iganakan
memprediksi perkembangannya)” .

Oleh karenanya pendekatan yang dapat digunakamndpdmelitian ini (yang
dikaitkan dengan objek penelitian) ialah pendekat@adang-undangstatute

approach), pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingakumh
(comparative lay**
Pendekatan perbandingan hukum yang dapat dilakid@daiah dengan

memfokuskanperhatian kepaddmacro-comparison” dan/ atau “micro-

114 pendekatan dalam penelitian hukum digunakan unehdapatkan informasi dari berbagai
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk deaebannya. Pendekatan undang-undang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undangedalasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekajarabedapat dilakukan dengan menelaah latar
belakang perkembangan mengenai isu yang dihaddpt, lPeter Mahmud MarzukPenelitian
Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 20@&t Ke I, him 93-137Lebih lanjut
mengenai pendekatan perbandingan hukum digunakatuk menemukan jawaban atas
beberapa pertanyaan yang tidak terjawab depgadekatan UU. Lihat juga, Konrad Zweigert
and Hein Kotz)ntroduction to Comparative Law, 3d ¢@Oxford: Clarendon Press,1998), him. 15
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comparison"**®> Pertama ‘“fnacro-comparison”), melibatkan kajian pada

perbandingan dari dua keluarga sistem hukum yaag (onisalnya sistem hukum
indonesia ¢ivil law) dengan sistem hukum singapucargmon lay), sedangkan
yang kedua‘micro-comparison” lebih spesifik lagi dari yang pertama, yakni
dengan mengambil salah satu dari keluarga sistekanmuertentu. Misalnya
dalam rumpun keluargavil law yang dianut oleh negara Indonesia dan Belanda,
difokuskan untuk membandingkan atas konsep hukurtentang hak asuh anak
di dua negara itu. Dan pada penelitian ini lebih nitidberatkan dan
memfokuskan paddmicro-comparison”, yang membandingkan tentang akses
individual dalam sistem pengujian konstitusiongbasm Jerman dengan Indonesia
2. Objek Penelitian.
Objek penelitian ini adalah pengaturan akses iddadi ke peradilan konstitusi
dalam memperthankan hak-hak dasarnya di Negaraadetan Indonesia.
3.Bahan Hukum
Penelitian hukum memerlukan sumber-sumber penelittdiuk memecahkan
isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi nmeaigeapa yang
seyogyanya’® Sumber-sumber penelitan hukum dapat dibedakan jagien
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahkmrhgrimer dan bahan-
bahan hukum sekunder.

a. Bahan-bahan hukum primer

M5 |jhat, Ridwan Khairandy, Comparative Legal Sistem artikel dalam
http://ridwankhairandy.staff.uii.ac.id/2012/01/14fari-kuliah-perbandingan-hukum-comparative-
law/ , lihat pula dalam Church and Edwart@omparative law/Comparative methodih Hosten
et al, Introduction to South African Law and Legal The{Bytterworths, 1995), him. 1261-1270
dalalrﬂsTJ Scotthe Comparative Methode of Legal Researatikel dalanweb.up.ac.za

Ibid.
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Yang dimaksud bahan hukum primer adalah merupakaiarb hukum yang
bersifatautoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bddedan
hukum primer dalam penelitian ini meliputi perungamdangan dan catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan pergadatangan. Secara eksplisit
dalam penelitian ini, bahan hukum primer-nya terdias: Undang-Undang
Dasar 1945 dan Risalah pembentukannya, Konstitasi dUD beberapa negara
terpilin serta Undang-Undang tentang Mahkamah Kiusst dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang terkait dengark &ajgan penelitian ini.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Yang merupakan bahan yang memberikan kepada peseinacam
“petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Sehenggghan hukum ini juga
dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukumerprBahan hukum
sekunder yang terutama dalam penelitian ini adakman-bahan hukum yang
termasuk jurnal, skripsi, tesis, disertasi hukum ti@ratur hukum lainnya yang
relevan dengan permasalahan yang dibahas. Disampibghan hukum sekunder
lainnya dapat berupa kamus-kamus hukum dan komkotaentar atas putusan
pengadilan.

4.Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

Pengolahan dan penyajian bahan hukum dalam panehtikum ini perlu
dilakukan langkah-langkah yaitygpertama mengidentifikasi fakta hukum dan
mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk mep&bn isu hukum yang
hendak dipecahkankedua pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya
dipandang mempunyai relevansi juga dapat dilakyd@mgumpulan atas bahan-

bahan non hukumketigg melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan
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berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpuk&empat menarik
kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjasakhikum; darkelimg
memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yelap dibangun didalam
kesimpulan.
5. Analisis

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakedalah “deskriptif-
kualitatif”, yaitu penguraian bahan-bahan hukum yang diperdeidam suatu
gambaran sistematis yang didasarkan pada teoripgagertian hukum yang
terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kedemnmpyang signifikan dan

ilmiah.
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BAB Il
PERKEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN KONSTITUSIONAL
A. Perkembangan Sistem Pengujian Konstitusional di Béragai Negara
Pengujian konstitusional yang terdapat di dunidalodilihat dari sejarah telah
berkembang secara signifikan dan muncul melaluetsgda tahapan. Tahapan demi
tahapan tentang perkembangannya itu akan penwikanr seperti dalam uraian

berikut ini1’

1. Fase Perkembangan Sebelum Perang Dunia |

Development up to World Waratau perkembangan sebelum perang dunia ini
dapat dirujukkan jauh kedalam masa peradaban YuKkano, misalnya Cappeleti
yang merujukkan awal pengujian norma hukum itu Eejarah Yunani kuno dengan
mengatakani;Ancient Athenian law distinguished between a norfvasich might in
a certain sense be compared to contemporary caoftistital laws), and a psephisma,
which in present times might be called a decreg® Salah satu prinsip yang
fundamental yang dikenalkan oleh Capelleti adakiwa‘psephisma’atau‘decree’
apapun isinya, tidak dapat bertentangan derigamoi’ baik pada segi bentuk
maupun substansinya. Harutyunyan dan A. Mavcicilaiestas uraian Caplleti itu
dengan pernyataanThe fundamental principle was introduced that tleerde (a
psephisma), whatever its contents, could not anflith the nomoi in either form or

substance®® Lebih lanjut atas pendapat tersebut dia menyataeadapat adanya

117 jhat: Harutyunyan dan Arne Mavcigp.Cit, him.10-18

18 Mauro CapelettiThe Judicial Process in Perspective, Chapt. 3,liphkd in 58 Cal. L.
Rev. 1017(1970), published also in Beatty D., Coatpae Constitutional Law Faculty of Law,
University of Toronto, Spring 1994, p. J-Balam G. Harutyunyan dan A. Mavci€pnstitutional
Review and its ..lbid, him. 10-12

19 |bid
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dua akibat jikdpsephismabertentangan dengamomoi’, yaitu*?® First, the member
of the legislature who had proposed the illegal rdecincurred criminal liability,
which gave rise to a public right of action. Secopsephismata that were in conflict
with the nomoi were considered void. The Atheniadges, although in principle
obliged to decide cases on the basis of both thwe End the decrees, were bound by
the latter only in so far as they were consisteitt whe former.

Beberapa elemen nyata dari mekanismestitutional reviewberdasarkan sejarah
pelembagaanya dapat dirujukkan pula jauh pada thh8@ Maseht?* seperti praktik
yang telah diterapkan di Kerajaan Jerman Kuno. Kbamujuga ditemukan pada
sejarah hukum di Perancis pada sekitar pertengabad ke-13. Di Portugal yang
memperkenalkaronstitutional reviewitu pertama kali dalam Kitab Hukum Philip
(Philip’s Code)pada abad ke 17. Project yang lebih seriusaarstitutional review
dapat juga ditelusuri padéonstitusiNorwegia, Denmark and Yunani pada abad ke
19. Pada tahun 1867 Pengadilan Federal Austria meiet yurisdiksi untuk
menangani sengketa yurisdiksi mengenai perlinduihgdmrhak politik individu yang
dilanggar oleh tindakan administrai pemerintah toelBengadilan Negeri membuat
keputusan tentang pengaduan konstitusi@ialatliche Verfassungsbeschwegrde

Meskipun di Austria beberapa elemen awahstitutional reviewsudah terlihat,
namun dalam Konstitusi Federal Swiss pada tahu,18dngadilan Federal Swiss
telah terlebih dahulu memperoleh kekuasaan yanip llelas dalam Konstitusinya
yang diamandemen pada tahun 1874. Kemudian di Npaveenstitutional review
menjadi yurisprudensi sejak 1890 dan sedangkan Ri@amanempraktikkan

constitutional reviewsebelum Perang Dunia | dengan mengikuti model Ader

1201hid
121 | pid
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Dampak yang paling menentukan pada pengembangaanmsie constitutional
review secara singkat pada fase sebelum perang dunidal ¢gesarnya dipengaruhi
oleh sebuah kasus terkenal antara Marbury melawadiddn pada tahun 1803. Atas
kasus Inilah awal diberikannya dasar bagi Mahkafging Amerika Serikat untuk

melaksanakan uji materi undang-undaffg.

2. Fase Perkembangan diantara Dua Perang Dunia

Fase ini oleh Harutyunyan dan A Mavcic disebut gab&ase Perkembangan
diantara dua Perang duni@he Development between the Two Wala) bisa
disebut pula sebagai "Periode Austfi&".Disebut periode Austria karena,
Konstitusi 1920 menandai berdirinya Mahkamah Kduasii Austria dengan
kekuasaan eksklusif untuk meninjau konstitusioaaliundang-undang (pada
awalnya, hanya bersifgireventij. Lembaga itu lahir diprakarsai oleh seorang
guru besar dari Universitas Wina (Vienna) yaituf@sor Hans Kelsen.

Beberapa negara yang Mengikuti contoh dari modeitiday sebelum Perang
Dunia Il adalah sebagai berikut: Cekoslowakia (392Qiechtenstein
(Staatsgerichtshof1925), Yunani (1927), Mesir (1941), Spanyol (1P3thn
Irlandia (1937). Penegakan yang lebih luas damstitutional reviewsempat
terputus oleh Perang dan lembaga-lembaga yang slidaikan gagal menjadi
aktif dalam praktek (misalnya dari tahun 1933 sanij®45 Austria tidak aktif
menerapkan constitutional review setelah 1938 Cekoslovakia juga tanpa

mempraktekkamonstitutional reviey'*

1221hid
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3. Fase Perkembangan Setelah Perang Dunia Il
Pada fase ini (the development after world waratu fase perkembangan
setelah perang duniblarutyuntan menguraik&f:
Constitutional review in the proper sense of therdydaken from the
theoretical point of view, was able to develop owlyen instead of the
principle of the sovereignty of the Parliament (\Whéhe representative
body itself decides on the constitutionality ofléws) there prevailed the
idea of the supremacy of the Constitution (WheeeGonstitution is the
basis and the source of all state power) and wilgerestitutional review is
performed by a special body, independent of thisletgve and executive
power (Not by the Parliament itself but either bg tegular courts or by a
special body, such as the Constitutional Court@me other body). Such
approaches were characteristic thie development after World War lI
Dari urain tersebut sekiranya diperoleh beberahayhagsecara sederhana dapat
dikatakan, “constitutional review” itu jelas berkaitan erat dengan prinsip
supermasi konstitusisgipremacy of the ConstitutionfPengujian konstitusional
dalam pekembangan telah subur berkembang ketikininiddedaulatan parlemen
(sovereignty of parliamentatau prinsip supremasi parlemen yang berdaulat
teratasi oleh prinsip supremasi konstitusi. Serand@am ini tersirat bahwa yang
“supreme” itu adalah konstitusitije idea of the supremacy of the Constitytion
bukan parlemen. Untuk menjamin supremasi hukunmtgi tersebut atatthe
supreme law of the land’ diperlukan lembaga tersendiri yang terbebas dari
pengaruh cabang kekuasaan legeslatif ataupun d@Ks&larakteristik pandangan
semacam inilah yang mewarnai perkembangan tramgbisstitutional review'di
berbagai negara sesudah perang dunia Il.
Dianutnya atau diadopsinya prinsip pengujian konmsibnal  tersebut

berkaitan pula dengan pengertian bahwa kekuasagmmankarus dipisah-pisahkan

secara horizontahprizontal saparation on poweantar berbagai lembaga negara

125 1hid
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(state organg/ang sederajat dan satu sama lain bersifat satieggendalikan.
Prinsip inilah yang biasa disebthecks and balanceBi samping itu, pengujian
konstitusional ¢onstitutional review juga dikaitkan dengan berlakunya prinsip
pemisahan kekuasaan secara vertiailtical saparation of poweysAtas hal itu
harutyunyan mengatakan:

On the other hand, constitutional review also iwvesl the principle of the
vertical separation of powers. It emerged in fedestates, whereby
constitutional review was supposed to exert sup&miover the federal
Legislature in relation to member states. This & due to historical
reasons: the painful experiences of the past Wad &ascism as a
counterweight gave birth to the idea that consttél review was
characteristic of democracy. There were also ingthal and political
reasons: constitutional review should also représefficient protection
vis-a-vis legislative and executive powgsistem pengujian konstitusonal
ini muncul dan berkembang di lingkungan negara-reefgderal, dimana
mekanisme constitutional review’ dianggap penting untuk mengontrol
perlemen federal dalam hubungannya dengan neggeaanéagian. Hal
ini timbul karena alasan historis adanya pengalantamuk dan
menakutkan akibat perang dan fasisme di masa Réwdéng Dunia)
melahirkan kesadaran baru mengenai pentingnya nszkan
“constitutional review” dalam rangka penerapan gagasan demokrasi.
Disamping alasan historis itu, ada pula alasaraealagang bersifat
kelembagaan dan politik bahwa ‘constitutional rewieharus pula
mewakili kepentingan untuk melindungi konstitugis-a-vis terhadap
kekuasaan legislative dan eksekutif).

Pada perkembangan tahap akhirnya ialah menyed@@ndan sarana yang
efektif dan efisien yang dapat dipakai untuk memjaagar pemerintah sungguh-
sungguh menaati konstitusi sebagai hukum tertingg@rena pengaruh Amerika
Serikat, banyak negara dikawasan Amerika Selatga mengadobsi sistem ini,
termasuk Brasil yang sebelumnya memang pernah m@aygkear mekanisme
pengujian konstitusional itu tetapi berhenti, laksudah Perang Dunia Il kembali
mempraktikannya mulai tahun 1946. Selain Brasifjana-negara yang menerima
ide dan kemudian mempraktikkan pengujian konstnai itu sesudah perang

Dunia Il adalah Jepang (1947) Birma/Myanmar (194talja (1948), Thailand
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(1949), Germany (1949), India (1949), France (1988xembourg, Syria (1950)
and Uruguay (1952Y° Selain negara-negara itu pengujian pada faseuia |

berkembang di kawasan Asia, Central and South Avmemd Africa.

4. Periode Baru Perkembangan Pada Dasawarsa 1970-an

Fase inia new period of development in the sevenéitsl periode baru
perkembangan pada dasawarsa 1970ditandai oleh terjadinya berbagai
perubahan politikk di berbagai negara di daratan p&rdSelatan untuk
menghapuskan kediktatorathé abolition of dictatorsh)smisalnya di Yunani
pada tahun 1968, di Spanyol pada tahun 1978, d&ordugal pada tahun 1976.
Harutyunyan menyatak&: This period was marked with political changes in
certain South European countries which introducedstitutional review upon
the abolition of dictatorships: Greece (1968), $p€i978), and Portugal (1976).

Pada periode yang sama, sistem pengujian konstialsiconstitutional
review) ini juga diterapkan di Cyprus pada tahun 196@uRék Turki pada tahun
1961 dan 1963, di bekas Yugoslavia dan juga Slaveseita unit-unit federal
bekas negara Yugoslavia pada tahun 1963. Semedtuaraegara-negara yang
sejak sebelumnya sudah mempraktikkan sistem pemglgpnstitusional ini juga
mengadakan revisi atau penyempurnaan sistemik, InpgsaAustria, Jerman,
Swedia, Prancis, dan Belgia.

Pada dasawarsa tahun 1980-an, terjadi pula feropembahan-perubahan
politik yang sangat penting di antara negara-nedakawasan Amerika Tengah

dan Amerika Selatan. Atas hal itu harutyunyan meaigan:

126 ihid
127bid, him.13
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As a result of the political and social changes tine eighties,
constitutional review started to change also in snaountries in Central
and South America. In that part of the world a speposition was
accorded to Argentina, where the process of dentieci@nsformation in
a federal state first developed in its units, mdrkey the gradually
increasing introduction of the elements of consbnal review of different
intensity by the individual provinces.

Dari hal tersebut yang perlu dicatat adalah, fem@mgang terjadi di Argentina

pada masa transisi demokrasi menjadi negara fedenabkratis yang melahirkan

pengujian konstitusional.

5. Pengujian Konstitusional di Era Demokrasi Baru

Memahami perkembangan praktik pengujian konstitaiali era demokrasi
baru, sangat tepat apabila dihubungkan dengan médmyan praktik
ketatanegaraan di negara-negara Eropa Tengah danr Tan juga beberapa
negaraCommonwealth of Independent Sta€sS).**® Untuk kalangan negara di
Asia, pada tataran ringkasnya, keruntuhan atau rmaenya citra kekuasaan
parlemen, yang berakibat pada suatu keadaan dipsagoolitisinya kemudian
ada yang takut kehilanagan beberapa power lalu @bencmenawarkan
constitutional reviewsebagainsurance,yang dimana hal itu kemudian disebut
oleh Ginsburg sebagépolitical insurance of constitutional review?°. Beberapa
hal ini adalah faktor dominan yang mempengaruhuswa ide ini berkembang
dikawasan Asia, hal itu pernah diuraikan dalamub@insburg yang berjudul

Judicial Review In Democracies: Constitutional Cisun Asian Cases

128 poland (1982), Romania (1991), Albania (1992), Brily (1991), Lithuania (1992),
Estonia (1992), Hungary (uji coba pertama padartab®84, kepastiannya pada tahun 1989),
Slovakia (1992), the Czech Republic (1992), Sloaei91 , Kroasia (1991). Setelah tahun 1991
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia, Georgia, kKkastan, Kyrgyzstan, Latvia, Macedonia,
Moldova, Mongolia, Montenegro, Serbia, the SerbRepublic of Bosnia, Tajikistan, Ukraine,
Uzbekistan dan Negara-negara dalam Federasi FeBeigih yaitu: Adigea, Altai, Baskiria,
Buryatia, Chuvashia, Dagestan, Inguchia, Irkutsk@alast, the Kabardino-Balkar Republic,
Khakassia, the Karachaewo-Cherkez Republic, Kar&@mikia, Komy, Marii-El, Northern
Ossetia, Tatarstan, Tuva, Udmurtia dan Yakutia.

129 Tom GinsburgJudicial Review...,loc.Cit.



71

Di negara-negara komunis di Eropa Timur, Pada dasanterakhir abad ke-
20, negara-negara tersebut pada pokoknya mengitEmmtuhan ideologis dan
berubah total menjadi demokrasi. Bahkan imperium Soviet terpecah belah
menjadi banyak negara merdeka dan berdaulat sesedidiri. Sangat menarik
untuk diperhatikan ialah bahwa hampir semua negegara demokrasi baru ini,
seperti Rusia, Polandiam Hongaria, Bulgaria, Cé&loyakia, Slovenia, Bosnia-
Herzegovina, Macedonia, Lithuania, Goergia, ArmgAzerbaijan, dan lain-lain
membentuk Mahkamah Konstitusi menurut model Ausy@dtu sebagai lembaga
tersendiri di luar Mahkamah Agung.

Dalam studi yang dilakukan oleh Herman Schwatz aap Mahkamah
Konstitusi di berbagai negara Eropa Timur bekas wuaB) seperti Rusia,
Polandia, Bulgania, Hongaria, dan Slovakia, diketabahwa negara-negara
tersebut sama-sama membentuk Mahkamah Konstitdsi karun waktu tahun
1990-an. Rusia membentuk Mahkamah Konstitusi padant 1991 dengan
didahului oleh Komite Pengawas KonstituSoyiet Committee on Constitutional
Supervisioh sebagai cikal bakal pembentukannya pada tahuf. 18hkamah
Konstitusi Hongaria dibentuk pada 1989, Mahkamamdfitusi Bulgaria pada
tahun 1991, dan di Slovakia dibentuk pada tahun31®elama lima tahun
pertama dasawarsa tahun 1990-an itu sebagian Wwekar diisi dengan kegiatan
pembahasan, perdebatan, penulisan, perancangaunlispen dan pengesahan
UUD baru konstitusi juga terjadi di lima negarastdyut dengan mengadopsi ide-
ide baru, seperti kemerdekaan peradijadi¢ial independenge gagasan negara
hukum ¢he rule of lay, hak asasi manusiayman right¥, dan demokrasi liberal

(liberal democracy.
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Di lingkungan negara-negara bekas komunis EropauiinMahkamah
Konstitusi berhasil menempatkan diri sebagai pemdpatbaru yang cukup
produktif dan menjanjikan perbaikan. Bahkan sepkiatakan oleh Patricia M.
Wald, “These courts have become the flagships of theorlde an constitutional
faith in the emergent Eastern European democraci{Pgngadilan-pengadilan
tersebut menjadi pembawa bendera bagi gagasanandégd&um dan paham
constitutionalisme negara-negara demokrasi bakawasan Eropa Timur).

Kinerja Mahkamah Konstitusi di negara-negara Eropanur sangat
berpengaruh terhadap (i) pembagian peran antargakekuasaan negara, (ii)
perlindungan hak asasi manusia, dan hukum yangridiwgari rezim sosialis-
komunis sebelumnya, (iv) penguatan sistemie' of law’, (v) pengembangan
tradisi ‘independensi dan impersialitas’ peradilasan (vi) timbulnya
kecenderungafudicial activism’.

Seperti telah lebih dahulu dikembangkan oleh negegara Eropa Barat,
negara-negara bekas komunis di Eropa Timur semuamyabentuk mahkamah
yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Pentbkannya secara tersendiri
ini tentu saja mengundang kontroversi di negagare yang bersangkutan
masing-masing. Apalagi, hampir semua Mahkamah Agdndgbekas negara
komunis telah tertanam secara sangat berakar aldmpkomunisme yang sangat
antipati kepada semua ide yang bercorak liberalGBorgia, misalnya, pernah
muncul ide dan upaya yang sangat kuat untuk mernhkaoha fungsi atau
kewenangan pengujian konstitusionabrgstitutional reviey dari Mahkamah
Konstitusi ke Mahkamah Agung. Untunglah upaya itaga). Akan tetapi,

menurut Herman Achwatz, upaya pengalihan kewenarsgperti itu berhasil
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dilakukan di Estonia karena alasan yang lebih benkadengan soal ekonomi,
dari pada soal filosofi, politik, ataupun sejarah.

Selain harutyunyan yang pernah mengklasifikasikanode perkembangan
constitutional reviewseperti uraian diatas, secara umum Ginsburg j@wyaap
membagi perkembangan id®nstitutional reviewini kedalam tiga gelombang
(three wave perkembangan, yaitu: pertanfeist waveatau gelombang pertama,
berawal dari Amerika serikat melaland-mark decisionatau keputusan penting
yang diambil oleh Hakim Jhon Marshall atas perki®tarbury Vs Madison
(1803); keduasecond wavatau gelombang kedua, terjadi setelah perang diunia
yakni pada awal abad 20, dan dalam gelombandétsen’'s Concepsangat
berkembang relative cepat; dan ketitpard waveatau gelombang ketiga, terjadi
baru-baru ini ketika banyak negara memasuki ereolteasi baru pasca dianutnya
rezim komunis>® Untuk lebih melihat secara jelas historis perkengaa
penguijian konstitusional diberbagai negara maai Kitat gambar berikut ifi-

Gambar 3
Perkembangan Pengujian Konstitusional di Dunia

STAGES OF CONVERSION AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEMS OF
CONSTITUTIONAL REVIEW

‘ B
> EEETs
: it ]
1
133 o2 1950 1945 B 2040

Keterangan: 1 = 1803-1920; 2 = 1920-1940; 3 = 1Pd%0 dan 4 = 1990-2010

130 Tom GinsburgJudicial Review..., ibichim.90
131 Harutyunyan dan Arne M. Mavci€onstitutional Review...op.Chlm.16
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B.Model-Model Sistem Pengujian Konstitusional di Bebagai Negara dan
Karakteristiknya.

Pengujian konstitusional dalam praktik di berbaga&gara, kemudian
melahirkan beberapa model dan pada masing-masindelmiou memiliki
karakteristik yang beragamerikut ini akan penulis uraikan beberapa hal tegta

model-model pelembagaan pengujian konstitusioral kebrikut ini uraiannya.

1. Model Judicial ReviewAmerika Serikat
Model judicial reviewmenurut tradisi Amerika Serikat adalah model peaa
dan paling tua, yang dimana model ini didasarkas gaengalaman Mahkamah
Agung Amerika Serikat memutus perkara MarbugysusMadison pada tahun
1803. Secara singkat model ini menghendaki dalaktigrconstitutional judicial
review (CJR) dilakukan sepenuhnya oleh Mahkamah Agunggalenstatus
sebagaithe guardian of the constitutiondal ini dimungkinkan di negara yang
menganut tradiscommon law sistejryang tidak memerlukan lembagadicial
diluar Mahkamah Agung. Di negara ini Mahkamah Aguligosisikan sebagai
puncak peradilan dalam menyelesaikan hukum apagumasuk penyelesaian
pengujian konstitusional. Untuk memperjelas uraiaatas, pernyataan
Harutyunyan dan A. Mavcic dapat mempertegasnya, dbarikut
pernyataannya>
The "American" - Judicial Review Model (based oe kharbury
Case (1803), dealt with by the Supreme Court ofxhiéed States,
and on John Marshall's doctrine), whereunder cduostnal
matters are dealt with by all ordinary courts (aceetralized or
diffuse or dispersed review) under ordinary courbgeedings
(incidenter). It is a specific and a posteriors iew, whereby the

Supreme (high) Court in the sistem provides foruhdormity of
jurisdiction. In the diffuse sistem, the decisiassa rule take effect

132 Harutyunyan dan A. Mavcic Marjagonstitutional Review..., op.Citlm.15
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only inter partes (except for the principle staexi$is, whereunder
the courts in the future abide by the ruling). Innpiple the
decision concerning the unconstitutionality of aatste is
declaratory and retrospective, i.e. ex tunc (witlo praeterito
conseqguences).

Beberapa hal yang lebih lanjut perlu dipahami ddadberdasarkan doktrin Jhon
Marshal, CJR model Amerika dapat dilakukan atassqaan-persoalan
konstitusionalitas oleh semua pengadilan biasalmeleosedur yang dinamakan
pengujian ter-desentralisasi didalam perkara yapgridsa di pengadilan umum
(a decentralized or diffuse or dispersed revieRgngujian yang dilakukan untuk
kasus kerugian konstitusional yang spesiftdoncrete controversy cageslan
sifatnyaa posterior review Sehingga pengujian dalam tataran institusiorkakti
sebagai perkara yang berdiri sendiri melainkan dsuk didalam perkara lain
yang sedang diperiksa oleh hakim pada semua lageagadilan. Model ini
menghendaki pula putusan yang diambil, efeknya &amgngikat para pihak
yang bersengketa dalam perkara yang bersangk@amlikienal dengan asaxter
parteskecuali dalam tataran kerangka prinstare decisisyang mengharuskan
pengadilan di kemudian hari terikat untuk mengikuitusan serupa yang telah
diambil oleh hakim lain pada perkara lain.

Dari segi kelembagaanya dalam model ini menuntuanpdakim dalam
proses pembentukan hukum menurut prinzigcedent Bahkan model amerika
lebih dikenal dalam tradisommon lawsebagaijudge-made lawAlasan yang
sederhana yang menyebabkan mengapa di negara mooshehon lawtidak
membutuhkan peradilan diluar Mahkamah Agung-nyaerkarundang-undang
dalam tradisinya sangatlah sedikit dibandingkametjara-negaraivil law yang

dimungkinkan parlemennya disibukkan membuat pesatperaturan tertulis.
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Sistem ini diadopsi oleh banyak negara yafudi Eropa : Denmark, Estonia,
Irlandia, Norwegia, dan Swedidi Afrika : Bostwana, Gambia, Ghana, Guinea,
Kenya, Malawi, Namibia, Nigeria, The Seychellege8a Leone, Swaziland dan
Tanzaniadi Asia : Iran, Israel Bangladesh, Fiji, Hongkong (sanpduli 1997),
India, Jepang, Filiphina, Kiribati, Malaysia, Negdfederal Micronesia, Nauru,
Nepal, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Simgapibet, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu dan Samoa Bardi; Amerika Utara : Amerika Serikat sendiri, kanada;
dandi Amerika Tengah dan Amerika Selatan: Argentina, Bahamas, Barba-
dos, Belize, Bolivia, Dominica, Grenada, GuyanajtiHdamaica, Mexico, St.
Chistoper/Nevis, Trinidad dan Tobago.

2. Model Austria (Continental Mode)

Pengujian konstitusional model Austria kerap kabketiut Europe model.
Tentunya model ini dipengaruhi pemikiran Hans Kelgdeh karenanya ada yang
menyebutKelsen’'s Modgl yang diadopsi oleh Austria kedalam konstitusinya
pada tahun 1920 dengan membentdkrvassungsgerichtshofUntuk lebih

jelasnya kita dalami uraian Harutyunyan dan Arne/éitaberikut ini*3*

“The "Austrian” (Continental - Constitutional Rewg Model

(based on Kelsen's Model of 1920, involving thergdnnection of
the principle of the supremacy of the Constitutol the principle
of the supremacy of the Parliament), whereunderstional

matters are dealt with by specialized ConstitutioGaurts with

specially qualified judges or by ordinary Supremau@s or high
courts or their special chambers (concentrated tautsonal

review) in special proceedings (principaliter). Asrule it is an
abstract review, although a concrete review is gisssible. In
addition to the aposteriori review, a priori revidw also foreseen.
The decisions have an erga omnes effect with mderéo the
absolute authority of the institution by which tteeg taken”.

133 1bid, him. 16-20
134 bid
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uraiatasl adalah, model Kelsen
ini sangat tergantung prinsip yang dianut oleh susgara (misalnya prinsip
supremasi konstitusi dan prinsip supremasi parlgm€ieh karenanya hal
pengujian konstitusionalnya tergantung pengatueansgtbuah konstitusi, apakah
membentukspecial constitutional couratau pengadilan umum suatu negara atau
bahkan memberikan wewenang itu kepada lembagalagefyiga. Lembaga yang
ditunjuk konstitusi tersebut memeriksa konstitusioatas perkara yang abstrak
akan tetapi juga dimungkinkaoncrete reviewbaik a posteriori reviewmaupun
yanga priori review dengan putusannya yaegga omnesNegara-negara yang
menganut konsep model eropa ini, oleh HatuyunyamAldlavcic digolongkan
sebagai berikut®®

a. Constitutional Court

Hal ini dipraktekkan diEropa diantaranya adalah: Albania, Andorra,
Armenia, Azerbaijan, Austria, Belarus, the Federabf Bosnia and Herzegovina
(with the Constitutional Courts of the federal @esit Bosnia and Herzegovina
and the Serbian Republic of Boshi8ulgary, Croatia, the Czech Republic, the
FRY(with the Constitutional Courts of constituent refped Serbia and
Montenegr9, Georgia, GermanyJonstitutional Court Regionalya diantaranya
ialah: Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Brandenburgntm, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland Pfdbaarland, Sachsen,
Sachsen-Anhalt), Hungary, Italy, Latvia, Lithuaniajxembourg, Macedonia,
Malta, Moldova, Poland, Romania, the Russian Feergdenganfederal unit

Constitutional CourtsAdigea, Altai, Bashkiria, Buryatia, Chechnia, @hsghia,

135 |hid
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Dagestan, Ingushia, Irkutskaya Oblast, the Kabar&ialkar Republic, Khakassia,
the Karachaewo-Cherkez Republic, Karelia, Kalmikiamy, Marii-El, Northern
Ossetia, Tatarstan, Tuva, Udmurtia, Yakutia/SakB#yakia, Slovenia, Spain,
Turkey, Ukraine; dAfrika hal ini dipraktekkan di beberapa negara yaitu: dlag
Benin, the Central African Republic, Egypt, EquatbrGuinea, Gabon,
Madagascar, Mali, Rwanda, South Africa, Togo.;Tanur Tengah: Cyprus,
(former) Iraq, Palestine, Syria; disia : Kyrgyzstan, Mongolia, South Korea, Sri
Lanka, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan; danAdgnerika Tengah dan Selatan
Chile, Suriname, Tucuman Province (Argentina) withe Constitution of
Tucumanof 28 April 1990.

b. High Courts or their special chambers

Hal ini dipraktekkan oleh negara-negara Eiopa diantaranya adalah:
Belgium (the Arbitration Court), Iceland, Liechtési®, Monaco; diTimur
Tengah di Yemen; diAfrika : Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Chad, Eritrea,
Niger, Sudan, Uganda (1995), Zaire, Zambia; Adia: the Philippines; di
Amerika Tengah dan Selatan Costa Rica, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Uruguay.

c. The Constitutional Council
Di Timur Tengah: Lebanongdi Afrika : Mauritania, Senegatli Asia:

Cambodia, Kazakhstan.

Lembaga-lembaga dalam model eropa ini memiliki -ani peradilan

konstitusi sebagai berikiif:

138 | pid
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1) Constitutional review is introduced under differemircumstances,
depending on the particular national siste(Pengujian Konstitusional
diterapkan dalam keadaan yang beragam, tergantuagingamasing
sistem yang berlaku ditiap negara);

2) Institutionally independent structures of constdoal review located
outside the judicial branch(Badan-badan pelaksana pengujian atau
constitutional reviewyang bersifat independen, didirikan di luar cabang
kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamahgigun

3) In the proceedings following a constitutional coaipt problems are
created by the separation of constitutional reviewm the ordinary
courts dalam perkara yang menyangkwonstitutional complaint
penyelesaian permasalahannya dilakukan dengan psagadakan
pemisahan antara mekanisianstitutional reviewdari mekanisme yang
berlaku di pengadilan-pengadilan biasa);

4) Constitutional status (administrative and financiautonomy) is a
prerequisite for the independence of the CpyKonstitusi memberi
jaminan (di bidang kemandirian administratif damaficial), hal iti
merupakan prasyarat utama bagi independensi lemhagadilan
konstitusi);

5) A monopoly of constitutional review (specialisatiom constitutional
review), the concentration of power in one inskitaf most often with the
power to abrogate statutes adopted by the Parliaméifat monopoli

dalam melakukarconstitutional reviewatau spesialisasi dalam rangka
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constitutional reviewlebih cenderung untuk membatalkan undang-undang
yang disyahkan parlemelegislative ac};

6) Constitutional court judges are appointed by bodoéspolitical power
(Para hakim Mahkamah Konstitusi biasanya dipiléhdembaga-lembaga
politik);

7) The special nature of the jurisdiction: decisioms af a legal and political
nature although they may also have a purely coasuty function (Sifat
khusus dari proses peradilan yang diselenggarakaitu ybahwa
putusannya disamping bersifat yuridis juga bernaigpalitis, meskipun
lembaga-lembaga mahkamah tersebut dapat pula ikiefaihgsi yang
murni bersifat konsultatifa( purely consultative functighn

8) Generally such constitutional review is repressiakhough to a minor
extent constitutional review is of a preventatiatune, (Mekanisme yang
berlaku dalam rangka pengujian konstitusionaliteess aindang-undang
menurut model Austria pada umumnya berdiggiresif meskipun untuk
sebagian kecil tetap ada juga yang bergifisventif yang diterapkan
dalam praktek).

Model Amerika dan Eropa inilah yang paling berkentpdi dunia dan paling

penting dalam tulisan ini. Untuk lebih detailnyddi perbedaan dua model

tersebut dalam gambar berikut:



81

Gambar 4
Perbandingan Model Eropa dengan Model Amerika®’

MOBELS OF CONSTITUTIONAL REVIEW AND THEIR BASIC CHARACTERISTICS

Eurcpaan modael
stalules and any regulalony acts of . F
e ensuEing the constitutionality of

regulatony acts

PNy is exercised in 8 regulnti putable lnaues
decantralized manner, by any cour, I:T::::l:mllm L
not systematically, while examining Sating an infegral and 1o
iy spcifo e system of protecting the constitutional
has a relative charachar human righls and libarties

3. The New (British) Commonwealth Model (Mauritius)

Model Inggris Commonwealth yang dijalankan oleh Mauritius, menurut
Harutyunyan dan A. Mavcic dikatakan sebagai befikut

cannot be classified either under the American e European
model. It is characterized by a concentrated coustinal review
under the jurisdiction of the Supreme Court comsisbf ordinary
judges without political nomination; as a rule, ihvolves
preventative (a priori) review and the consultinghdétion of the
Supreme Court, although repressive (a posteriggyjew is also
possible; decisions take an erga omnes effect.

137 |bid, him.14
138 1bid, him.22
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Hal yang mendasar dari uraian diatas adalah, mindgris Commonwealth
yang dijalankan oleh Mauritius tidak dapat digolkag ke dalam model Amerika
atau bahkan Model Eropa. Karakteristik dalam modei, pengujian
konstitusionalnya (baika priori atau a posteriori review dijalankan dalam
kedudukannya berada dibawah yurisdiksi Mahkamam@ggtang dilakukan oleh

pengadilan biasa.

4. Model Campuran Amerika dan Kontinental

Model mixed (campuran) antara Amerika dan Kontinental (Aujtpada
prakteknya mengambil unsur-unsur yang ada didalaeinperadilan konstitusi
Amerika dan Austria yang tersebar dan terkonsentdadam satu kesatuan. Di
dalam sistem campuran ini pengujian konstitusioyaliilakukan secara terpusat
di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, atdnwkéia pada kamar khusus
(special chambgrpada peradilan yang ada di semua tingkatan pédagaéara
hakim diberi kewenangan yang luas menurut keyakiyanuntuk tidak

menerapkan sesuatu aturan hukum yang dinilai Hartgan dengan konstitusi.

Dalam model ini ada yang dilaksanakan of@mstitutional Courtatau juga
bisa dijalankan oleldigh Courts or their special departmenBeberapa negara
yang menerapkan model ini diantaranya adadatiEropa: Portugal, Yunani dan
Switzerland;di Amerika Selatan dan Tengah Kolombia, Ekuador, Guatemala,
dan Perudi Asia: Indonesia dan Taiwamti Afrika : Cape Verdedi Amerika:

Brazil, El Salvador, Honduras dan Venezuela
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5. The "French" (Continental) Model atauModel Prancis (Kontinental)

Dalam model ini, Harutyunyan mengatak&n

The "French" (Continental) Model (based on the nhoalethe
French Constitutional Council- Conseil Constitutimt of 1958),
where constitutional matters are subject to review special
bodies of constitutional review (most often the <itutional
Council) or by special chambers of ordinary Supre@®eurts
(concentrated constitutional review) in special @redings
(principaliter), provided that constitutional rewieis mainly of a
preventative (consultative) character (althoughsehesistems also
have a repressive form of constitutional reviewpanticular with
reference to electoral matters)Mpdel Perancis ini, didasarkan
pada Conseil Constitutionnel 1958/ang didalam Konstitusi itu
diatur bahwa pelaku pengujian konstitusional dikadu oleh
lembaga khusus (yang masyhur sering diseGonstitutional
Counci) atau oleh kamar khusus (terpusat) didalam lingkup
Mahkmah Agung-nya dengan karakfmefentative(consultative)
kadang juga represif, dan disamping itu dilakukantul
permasalahan pemilihan umum).

Sehingga yang menjadi pembeda dengan model-moaw) tedah disebutkan
diatas adalah “Dewan Konstitusi”. Namun walaupunas® pokok penggujian
konstitusionalnya dilakukan oleh dewan konstitusiach prakteknya pengujian
konstitusional juga bisa dilakukan oleh kamar kisug@pecial chambgrdari

Mahkamah Agung secara terkonsentraginécentrated constitutional revigw
hanya didalam perkara-perkara khusus. Negara-negang Model Prancis
adalah: di Eropa ada Negara Peranci®i Afrika ada Lebanon, Aljazair,
Comoros, Djibouti, Ivory Coast, Maroco, Mauritanislozambique, Senegal,

Kamboja, dan Kazakhztan.

1391hid, him.24
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6. Model Lembaga dengan Kekuasaan Melakukan Pengujiakonstitusional
atau Judicial Review

Secara sederhana model ini tidak menghendaki panguljonstitusional
dilakukan oleh lembaga dalam lingkungan peradil@eh karenanya dalam
constitutional reviewdapat dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang
misalnya olehthe National Council, Parliament or specialized lmmentary
bodies.Beberapa negara yang menganut sistem ini ad&l&tindlandia, Congo,
Eithopia, Guinea-Bissau, sao Tome and Principe,islajn Zimbabwe, Laos,

Korea Utara, Pakistan, Turkmenistan, Vietnam, Adlistdan Afganistan

7. Model tanpa Pengujian Konstitusional atawudicial Review

Dalam model ini negara-negara yang menerapkanrg@gamggap bahwa,
fungsi pengujian konstitusional itu tidak diperlak&ehingga sampai detik ini di
negara tersebut tidaklah. Hal ini dikarenakan umgnjaga supremasi parlemen
di negara tersebut. Artinya doktrin pengujian ktinsional secara umum dapat
diterima, namun implementasinya secara khusus aftitéégas. Di Kerajaan
Belanda Undang-Undang dianggap tidak dapat digamggat, sehingga para
hakim hanya bertugas bukan sebagai penilai undadgng namun menerapkan
undang-undang itu dalam prakteknya.

Di Inggris menganut sistermommon law berdasarkan asgwecedentdan
judge made lawperanan hakim sebenarnya sangatlah menonjol dalembuat
norma. Akan tetapi di Inggris berlaku doktrin Qeeen or the King in Parlement
dimanan Raja atau Ratu Inggris sebagai Kepala ldeggrara simbolis berfungsi
sebagai ketudlouse of Lord seperti Raja mengetuRiaad van stateli Belanda.

Sehingga hakim sangat minim jika ingin melakukangogian norma perundang-

1401hid, him. 27.
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undangan. Bahkan secara tegas di Inggris dipahamvd setiap Undang-undang
yang dibuat dan disyahkan oleh dua lemb&tyaise of Lorddan House of
Commondinilai tidak boleh diuji oleh cabang kekuasaamaiéman'** Hal ini
dikarenakan prinsipSupremacy Parlemensecara psikologis dapat dikatakan
memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kedaen kehakiman. Terlebih-
lebih di Kerajaan Inggris tidak terdapat naskah #€msi yang dimodifikasi
secara tertulis.

Dalam perkembangan sejarah, pada dasarnya dapaiuiin ada mekanisme
yang dapat dikaitkan dengan pengujian konstitusioNamun sifatnya hanya
preventif. Mekanisme pengujian dilakukan oleh leg@ddHouse of Lord Dalam
praktik pernah terjadi adanya upay@ventifyang dilakukan secara terpusat oleh
Mahkamah Agung melalui fungsi konsultasi atas petaan parlemen atau pihak-
pihak yang memerlukan. Keputusan Mahkamah Agunga pabses tersebut
bersifat mutlak sebagai suatiga omnesNegara-negara yang menganut sistem
ini adalah:di Eropa dipraktekkan di Belanda dan Inggris, sedangtiaAfrika

diterapkan di Guinea, Libya, Leshoto dan Lib¥fia

8. Model Pengadilan Internasional dengan FungConstitutional Judicial
Review

Model ini merupakan mekanisme uji konstitutionalngadilakukan oleh
International Judicial Institution Model ini muncul pada dewasa tidak dapat
lepas dari arus perkembangan besar yang terjadiatindpraktik ketatanegaraan.

Salah satu fenomena penting yang mempengaruhi himkum tata negara pada

141 Dawn Oliver, Constitutional Reform in the UKNew York: Oxford University Press,
2003)dalam Jimly AsshiddigiegMlodel-ModelPengujian Konstitusiongbp.cit, him. 67.
*21bid, him. 70.
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akhir abad 20 adalah munculnya bentuk organisgesinational dalam praktik di
Eropa dengan nantaurope CommunitganEurope Union

Organisasi diatas pada tingkat Eropa membentuk Ddévkaekutif, Perlemen
dan bahkan Pengadilan Eropa. Praktik yang disebraggn mirip pada negara
kenyataan pada umumnya. Ada sebuah Konstitusibadang-Undang sehingga
model ini mengaburkan prinsip-prinsip ketatanegangng dianut oleh anggota-
anggota negara pengikut. Dalam rangka pengujiastkosional di perkumpulan
negara-negara ini, secara definitive belum dapalaili Karena organisasi negara
ini masih dalam proses pembentukan ddkgal entitymasih belum final.

Misalnya di Strasbourgh Jerman, dewasa ini memkeahei Europe Court of
Human Right khusus menangankEurope Complaint Di Luxemburgo juga
dibentuk semacam Mahkamah Agung Eropa dengan fidmaaCourt of Justice
the Europe CommunityTugas mahkamah itu adalah untuk memeriksa dan
memutus beberapa perkara berkaitan dengantama Tindakan pembatalan
(legal action leading to annulmégntkedua Tindakan hukum terhadap kelalaian
dewan menteri atau komisi masyarakat Eropa dalalaksenakan kewajibannya
(legal action against the omission of action by @eunsiel of Minister or the
Commission of the Commun)itglan ketiga, Penyelesaian atas berbagai persoalan
tersebut sebagai pengujian konkrit atas permintgang diajukan oleh
pengadilan-pengadilan negara-negara anggjfo¢asolution of previous issues as a
concrete review upon the demand of a member statd)cDi Genewa muncul
the Court of EFTA Genevéqr the settlement of disputes between EFTA member
states, a concrete review requested by the couat member state of EFTAda

juga Comision y la Corte Interamericanas de los Derechiosnanos,ada juga
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Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagedan terakhir ada jugde project
of the foundation of La Corte Centroamericana destidtia como Tribunal
Constftucional de Centroamerica

Yang menjadi persoalan dalaentity-entity baru antar negara ini adalah,
masalah peran dan pengaturan pengujian konstitlsjprasing-masing Anggota
komunitas) relasinya dengaupranational law(misalnyaEurope Community
Law) yang harus berhadap-hadapan dengan nationaldstain (berdasatualist
tradition or on a monist traditiohp

Mengakhiri uraian kompleksitas modeatonstitutional review model
pelembagaan yang ada tersebut, berikut akan pepetlfhatkan tabel model-

model pengujian konstitusional di berbagai negara.

Tabel 3
Model-Model Pengujian Konstitusional di Seluruh Dunia**?
Constitutional- constitut, | HISHCOURT or | consityt, | 4 2
SPECIAL SENATE 3 £
= = o -
[ENTFRIIES ISR = I I HE
3% 33 §3 |23 |
= 12 =4 | ow
%?@%? e ©82|c |¢ | 8% c |2% |0k E
S_ @8 o_ | &8_ a8 g§_| 858|588
B staes Seemasles 58 |65 25|59 35|03
LeraR R R D
o | i= 55 4= <= 5< &= 0= 8% 33 |z%
EUROPE
) CC-
Albania
EM
CC-
Andorra
EM
) CC-
Austria
EM
Belgium HC-

3 Lihat, Arne Mavcic, Constitutional Judicial Reviewdiunduh dari www.conscourt.net.
Data model-model peradilan konstitusi ini selalpedbaharui oleh Dr Arne Mavcic. Tabel ini
yang terakhir dicatat olehnya (data update per BSebhber 2011). Pada table di atas, model
pengujian konstitusional di Indonesia sengaja penhilangkan, karena ada kesalahan dalam
menggolonkannya. Model pengujian konstitusionabheskia, oleh A Mavcic digolongkan dalam
golongan modelnfixed atau campuran, padahal setelah amandemen UUD @&l pengujian
konstitusional Indonesia menganut modeLrope Model”, dengan MK sebagai satu-satunya
lembaga yang legitimit dapat melakukan pengujiamskitusional.
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Belarus

Bosnia

+ Serbian Bosnia
Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Denmark XE/I

Estonia XE/I

Finland EES
France .
Germany

« Baden-Wurttembe
= Bavaria

« Brandenburg

» Berlin

« Bremen

» Hamburg

+ Hessen

» Mecklenburg-
Vorpommern

+ Niedesachsen

» Nordrhein-
Westfalen

» Rheinland Pfalz

+ Saarland
» Sachsen




« Sachsen-Anhalt
« Thueringen
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Kosovo
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxemburg
Macedonia
Malta
Moldavia
Rep.
Monaco

Montenegro
Netherlands

Norway
Poland
Portugal
Romania

Russia

=Y
CC-
=Y
CC-
EM

CC-
EM

CC-
=Y

HC-
MX

W/O
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» Adigea

« Altai

« Bashkiria

« Buryatia

= Chechnya

+ Chuvashia

= Dagestan

= Ingushia

« Irkutskaya Oblast
« Karbardino-Balkar

» Khakassia

» Karachaewo-
Cherkez

- Karelia

« Kalmikia
» Komy

« Marii-El

» Northrn Ossetia
« Tatarstan
« Tuva

« Udmurtia
« Yakutia
Serbia
Slovakia

Slovenia
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Spain
Sweden
Switzerland
Turkey

Ukraine

United Kingdom
AFRICA

Algeria
Angola

Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroon

Cape Verde

CC-
=Y

CC-
EM
CC-
=Y

CC-
EM
CC-
=Y

CC-
=Y

Central African Rep. CE:I\C/I

Chad
Comoros
Congo
Djibouti
Egypt
Eritrea

Ethiopia

Equatorial Guinea

Gabon

CC-
=Y

CC-
=\
CC-
=Y
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W/O

ELS

ELS



. HC-
Gambia AM
HC-
Ghana AM
. HC-
Guinea AM

Guinea Bissau

Ivory Coast
HC-
cenya
Lesotho
o HC-
Liberia
Libya
CC-
Madagascar
. HC-
Malawi
. CC-
v
Mauritius
Mauritania
Morocco
Mozambique

CC-
Rwanda
Sao Tome &Principe
Senegal
Seychelles

Sierra Leone

Sudan

Namibia
Niger
Nigeria
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ELS

W/O

W/O

ELS

CN-
EM



Swaziland

Tanzania

Togo
Tunisia

Uganda

Zaire

Zambia

Zimbabwe

HC-
AM
HC-
AM

ELS

ELS
E
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Bahrain
Cyprus
Iran
Israel
Kuwait
Lebanon

Oman

CC-
=Y
CC-
=Y

Palestine

Syria

Yemen

HC-
AM
HC-
AM

CN-
EM

ELS
E

ELS

ELS

Afghanistan

: CC-
Armenia
Australia

. CC-
Azerbaijan
Bangladesh

HC-
AM

ELS



Brunei
Burma
Cambodia
China

Fiji

Hong Kong

CC-
EM
CC-
=Y

Georgia

= Adjaria
India
Japan
Kazakhstan
Kiribati
Kyrgyzstan
Laos

Malaysia

Micronesia

Mongolia
Nauru

Nepal

New Zealand

North Korea

Pakistan

Palau

Papua New Guinea

HC-
AM

HC-
AM
HC-
AM

HC-
AM

HC-
AM
HC-
AM

HC-

HC-
AM
HC-
AM

HC-
AM
HC-
AM
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ELS

CN-
EM

ELS

ELS

ELS
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Philippines
Singapore
CC-
South Korea =
. CC-
Sri Lanka =
. HC-
Taiwan MX
o CC-
Tajikistan =
. CC-
Thailand =
. HC-
Tibet AM
HC-
Tonga AM
HC-
Tuvalu AM
Turkmenistan EES
. CC-
Uzbekistan =
CC-
» Karakalpakstan =
HC-
Vanuatu
Vietnam ELS
E
HC-
Western Samoa
NORTH AMERICA
Canada e
AM
HC-
USA NY

CENTRAL AND SOUTH AMERICA

Argentina

= Buenos Aires
« Chaco

» Entre Rios

» Formosa




» La Rioja
» Nequen

» Rio Negro

» Santiago del Ester

CC-
=Y

» Tucuman
Bahamas
Barbados, Belize
Bolivia

Brazil

Chile

Colombia

Costa Rica
Cuba

Dominica
Dominican Republic
Ecuador

El Salvador
Grenada
Guyana
Guatemala

Haiti

Honduras
Jamaica

Mexico

96

ELS

HC-
AM
HC-
AM

HC-
MX
HC-
AM
HC-
AM

AM
HC-
MX
HC-
AM
HC-
AM
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Nicaragua
Panama
Paraguay

Peru

. . HC-

St. Kitts/Nevis
Surinam cC-
EM

Trinidad and Tobagc

Uruguay

HC-
Venezuela MX

© Dr. Arne Mavi¢ - (status as per 1/4/2010)
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BAB Il

TINJAUAN UMUM SISTEM PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DI
JERMAN DAN INDONESIA
A. Pengantar

Pemahaman secara mendalam tentang sistem pendugrestitusional dalam
mengkaji akses individual ke Mahkamah Konstitusilaoe sistem pengujian
konstitusional ini sangat penting untuk dipahamial Hni disebabkan karena,
kedudukan akses individual dalam sistem pengujianstitusional ditempatkan
sebagai salah satu elemen kunci kesuksesan dibatikes jalannya pengujian
konstitusional. Akan tetapi walaupun sedemikianabgseranan-nya dalam rangka
pelaksanaan pengujian konstitusional, namun untakatd melihat bagaimana
peranan-nya secara lebih konkrit, memang diperliiegian yang mendalam terlebih
dahulu tentang sistem pengujian konstitusional yaedaku di suatu negara yang
dimaksudkan untuk diteliti. Sistem pengujian kansional yang dimaksudkan dalam
penelitian ini adalah sistem pengujian konstitugiah negara Jerman dan Indonesia.

Negara Jerman dipilih untuk diperbandingkan dalanupsan ini dikarenakan,
Negara Jerman merupakan salah satu negara yangeflehapa kalangan (termasuk
penulis sendiri), sebagai negara yang dianggambirnengadopsi sistem pengujian
konstitusional dengan cora&entralized constitutional reviewaya Eropa. Pada
tataran yang sama, Negara Indonesia merupakan satahnegara yang memiliki
corak model pengujian konstitutsional yang samarsegerman. Oleh karena itu,
penulisan ini sangat layak dan penting dilakukareka antara Jerman dan Indonesia

memiliki corak yang sama dalam pengujian konsiitoginya.
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B.. Sistem Pengujian Konstitusional di Jerman

1. Pengujian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman

Sebelum mengkaji tentang pengujian konstitusiotell MK Federal Jerman,
kajian-nya akan mudah dipahami apabila diawali dangnengkaji tentang
tatanan politik dan hukum di Negara Republik Feldégaman.

Secara sederhana, tatanan politik dan hukum difdetgrman saat ini pada
dasarnya dapat digali melalui Konstitusi yang sgddiberlakukan. Konstitusi
yang diberlakukan saat ini disebithe German Constitution 194@auBasic Law
1949,dalam bahasa Jerman dise@utindgesetfuntuk selanjutnya diseb&asic
Law 1949 yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 19B@sic Law 1949
dirumuskan setelah Negara ini mengaldthe nation’s shocking experiente
atau pengalaman yang menyakitkan atas kekejaman tetlitarian™**

Tatanan politik dan hukum yang ada misalnya didiudalamArticle 20 (1)
Basic Law 1949 yang menyatakan bahiWide Federal Republic of Germany is
a democratic and social federal stat&tau Negara Republik Federal Jerman
adalah negara federal yang demokratis dan stf3ial.

Article 20 (1)itu lebih lanjut apabila ditelusuri secara mendalaengadung
maksud bahwapertama Negara Jerman merupakan salah satu Negara yang
berbentuk Republik-Federal. Federasi negara imdirtedari atas enam belas
negara bagian yang disebuaender Kekuasaan pemerintah dijalankan oleh

pemerintah Federasi dahaender Keduanya memiliki hak terperinci dan

144 | ihat, Enhard Denningerjudicial Review Revisited: The German Experier{@elane
Law Review : 1985) dalam Danielle E. Finckidicial Review: The United State Supreme Court
Versus The Germany Constitutional Cou0 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 123 (1997), dalduth
p://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol20/iss1/5

%5 Lihat: Basic Law 1949diterjemahkan oleh Professor Christian Tomuselnalt Professor
David P. CurrieRevisi Terjemahan oletProfessor Christian Tomuschat and Professor Didnal
Kommers, 2010.
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memiliki organ pemerintahan Masing-masing pulaaender tidak hanya
berwenang dalam urusan administratif saja sepalding negara kesatuan, namun
mereka memiliki wilayah mereka sendiri, konstitwsn kekuasaan negara bagian
(misalnya parlemen, pemerintah, otoritas admirtiftr@engadilan). Naegara-
negara bagian pada saat yang sama terintegrasida dNegara Federal, wilayah
mereka secara bersamaan merupakan wilayah fedksnalmereka diwajibkan
untuk menerapkan dan menegakkan hukum FedBealic Lawmendefinisikan
secara rinci pembagian kompetensi pemerintah arftederasi dan_aender
tersebut Tanggung jawab darLaender atas negara bagiannya dan beberapa
pelimpahan tugas dari Pemerintah Federal ditentaletrBasic Law'*°

Kedua, Republik Federal Jerman menganut demokrasi parlemen
Kedaulatan rakyat ada, yang berarti bahwa semudtastanegara berasal dari
rakyat’*’ Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di Parlemeederal
(Bundestayydan juga Parlemen negara bagian dengan pemsibeara langsung,
umum, bebas, sama, dan rahd&faKetiga, Republik Federal Jerman adalah
negara sosial, sehingga semua kewenangan beradavah kewajiban untuk
mengambil langkah-langkah untuk mendamaikan pedregarbedaan sosial dan
menjamin tatanan sosial yang ad{leempat,Republik Federal Jerman adalah
negara berdasarkan hukum, oleh karenanya dalanygategara harus menjamin
keadilan dan kepastian hukum. Semua kegiatan petaleain terikat oleh hukum
dan keadilart?® Elemen penting dari adanya negara hukum adalatgahken

prinsiprule of lawoleh karenanya pembagian kekuasaan di Jermarsadilakan

148 |ihat Articles 30, 70, 83, 92 Basic Law 1949, ibid
1471 ihat Article 20 (2) Basic Law 1949, ibid

148 | ihat Articles 38 and 28 Basic Law 1949, ibid

149 ihat Article 20 (3) Basic Law 1949, ibid
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berdasar dan menurut Konstitusi, yakni kekuasagaraeberasal dari rakyat yang
dilaksanakan oleh legislatif, organ eksekutif dadilatif *>°

Khusus dalam kekuasaan yudikatif (kehakiman) dinder dipisahkan secara
rigid berdasarkan objek-nya, yakni atas uruSamdministrative(administrasi),
labour (bisnis),fiscal (fiskal), andsocial (sosial), urusan perdata dan juga pidana,
dan juggudicial reviewsertaconstitutional interpretationSeluruh proses perkara
pada tahap awal dan banding diajukarstieée (Land) tribunalgatau pengadilan di
negara bagian, dan sedangk@deral Courtatau Pengadilan Federal berfungsi
sebagai pengadilan terakhirnya.

Pengadilan federal, dibagi dengan subjek mategrsiegang telah disebutkan
sebelumnya, berada di puncdkerarki masing-masing peradilan. Cabang
kekuasaan kehakiman di Jerman oleh karena itugedzdam: (i).the Federal
Court of JusticeatauBundesgerichtshafengan yurisdiksi atas perkara perdata
dan kasus pidana; (iithe Federal Administrative Court atau
Bundesverwaltungsgericimemiliki yurisdiksi atas perkara administrai; (iiihe
Federal Finance Courtatau Bundesfinanzhofmemiliki yurisdiksi untuk
permasalahan keuangan atau financial, (iWe Federal Labor Courtatau
Bundesarbeitsgerichimemiliki yurisdiksi dalam tataran bisnis; (v). ddhe
Federal Social Courtatau Bundessozialgerichuntuk masalah social; (vi).
Sedangkan khusus untyiudicial review dan interpretasi konstitusi merupakan
tugas the Constitutional Courtatau Bundesverfassungsgerichtntuk lebih
jelasnya mengenai kekuasaan kehakiman di Jermaat didfhat pada gambar

berikut ini:

130 jhat Article 20 (2) Basic Law 1949, ibid
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Sistem Kekuasaan Kehakiman di Jermatr?

L

German Constitutional Court/ Bundesverfassungsgericht (BVer(s)

]

=

Bundesgerichtshof |
G q{]
| Federal Court -:al'|
Appeals

| Court of Appeals

'"T

[ Landgerichr
(LG District
| Court, civil and

| criminal divisions
|

‘4 Amtsgericht

| (AGY County
\\ Court, civil and
[

riminal divisions

L —_— -

S -

B‘deﬁm’bﬂ‘ﬂgﬁ’;‘ Bund, I gericht | | Bundessozialgericht ' Bundesfi b f
(BAG) (BVerwG) (BSG) | (BFH)
Federal Labour Federal Administrative Federal Court on || Federal Tax Court
Court Court Social Matters ||
Landesarbeitsgericht ! Oberverwaltungsgericht Landessozial, mubr |
Court of Labour | | Court of Administrative (BSG ‘
Appeals | Appeals Court of Appeals in
| State Matters
T i ! T _
Arbeitsgericht (AG) Verwaltungsgericht Suztalgericht Finanzgericht
Lower Labour (VWG) Lower (5G) (FG)
Court Administrative Court Lower Court on Lower Tax Court |
Social Matters

Pada intinya secara sederhana berdasarkan bebeéra@ipa singkat diatas,

penulis kemudian mengamisilarting pointbahwaBundesverfassungsgericiau

Mahkamah Konstitusi Jerman merupakarspecialized constitutional tribunal

dan lembaga tersebut pada tataran praktis difuagskbagdisupreme guardian

of the constitution” Mahkamabh ini bersifat independen dalam fedeesndn.

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman lahir dan bebeerg melalui beberapa

tahapan. Hal ini terlihat secara historis sebeBasic Law 1949ahir, Negara

Jerman berada dalam kungkungan rezim totalitardgtas hal tersebut, tepat

setelah sepeninggalnya Raja yang ke lll, banyakgavaregara Jerman mulai

152 Lihat: Karen J. AlterEstablishing the Supremacy of European Law: TheiMphkf an
International Rule of Law in Europe(Oxford Scholarship Online: January 2010), aftitalam:
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/adpreo/9780199260997.001.0001/acprof-
9780199260997-chapter-3?rskey=FxUgr9&result=5&q+@a1%20courts. Pada gambar tersebut
ada satu lembaga pengadilan yang tidak tercantlkmi:ystate constitutional couryang secara
structural terpisah dalam frame pemisahan kekuasesmiliki yurisdiksi secara tersendiri diluar
yurisdiksi MK Federal, oleh karena itu bandingkaengan Merryman, et.alThe Civil Law

Tradition: Europe, Latin America dan East As{Michie: 1994), him.565
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tersadarkan untuk lebih komitmen terhadap segatalaki kejahatan dan
kesewenang-wenangan penguasa. Terlebih-lebih paka mezim totalitarian
keadilan sangat jauh dari harapan akibat tindakatalbbmanusia dan kerusakan
moral yang menyeluruh di Negara Jerman. Atas hdérae&ian, realita Hukum
Positifnya di Jerman kala itu tidak banyak mendgktatanan pemerintahan dan
kehidupan yang baik. Pada tataran yang sama, sioardis terhadap pemikiran
skeptik atas masa depan beberapa produk legisksiebut, kemudian
menyebabkan seluruh elemen negaranya mulai menyegkan keberadaan
Verfassungsgerichtsbarkataupengujian konstitusional yang lebih dahulu telah
dipraktekkan oleh Amerika Serikat dan Austria untliterapkan pada lembaga
judicial-nya®?

Kekuasaan lembaga judicial berdasarkan historismang baru dapat
berperan vital atas perubahan sosial di Jermataketeasa rezim konstituBiasic
Law 1949 digulirkan. Kekuasaan judicialnya (khususnya dalamangka
melaksakanconstitutional judicial reviey saat ini dapat ditelusuri padzasic
Law 1949dalam rangka menegakkan prinsiRule of law” atau dalam bahasa
Jerman disebuRechtzztaatprinzipkekuasaan untuknelaksakanconstitutional
judicial reviewitu pada akhirnya di Jerman dibentuklah peradilaoskis yang

centralizedatau terpusat yang bernantze Federal Constitutional Coustau

153 pada dasarnya ideonstitutional reviewmaupunjudicial review di Jerman telah lama
disuarakan oleh hakim-hakiordinary judgebaik pada masa Frankrut Constitution 1849, maupun
pada masa Weimar Constitution 1919. Namun padamagspada dua masa rezim konstitusi itu,
ide constitutional reviewnaupurjudicial review tidak dapat dijalankan. Bahkémaditionally, ada
pandangan pemikiran yang membedag&anstitutional reviewdengarjudicial review Lihat lebih
detail pada, Donald. P Komer dan Rusell A Milldhe Constitutional Jurisprudence of the
Federal Republic of Germanyhifd Edition-Revised and Expanded, (Durham and lbonduke
University Press, 2012), him. 1-10
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dalam bahasa Jerman lazim disetheé Bundesversfassungsgeri¢beélanjutnya
disebut MK Federal Jerman) yang mengikuti gaiyarbpe Model *>*

MK Federal Jerman pada dasarnya lahir bersamaagadeditetapkannya
Basic Lawsebagai Konstitusinya pada tahun 1949, dan lemioagpermarkas di
Kalsruhe. Walaupun sedemikian, organ ini fungsibgeu efektif beberapa tahun
setelah didirikannya. Hal ini secara logika disédaabkarena pada dasarntyee
Federal Constitutional Court Act{FCCA) (dalam bahasa Jerman disebut
Bundesverfassungsgerichtgesatau UU Tentang MK Federal Jerman sendiri,
baru dapat disyahkan pada tanggal 12 Maret 9%leh karena itu lembaga ini
secara resmi kemudian baru beroprasi dan terbukasbluruh warga negara pada
tanggal 28 september 1951.

Status lembaga ini pada awal pembentukannya dakmeworkpemisahan
kekuasaan dan hubungannya dengggteral govermental organyang lainnya
menurut Donald. P Komer dan Rusell A Miller meniallign beberapa masalah
yang disebabkan olelambivalentnya pengaturan dalanBasic Law dalam
memberikan dan mengatur status lembaga ini. Metakan hal ini menyatakan:

The Basic Law itself was ambivalent on the maifehe Court’s
status. On the one hand, the wide ranging powarghe Court
laid down in the Basic Law and the fcca peihto a tribunal
commensurate in status with the other independenstitutional
organs (Bundesrat, Bundestag, federal president] &sderal
government) created by the constitution. On theerotiand, the
Basic Law authorized Parliament to regulate th€ourt’s
organization and procedur¢Undang-Undang Dasar itu sendiri
telah ambivalent mengatur pada status Pengadilarsad sisi,
kekuasaan luas dari Pengadilan ditetapkan dalanarigpntdndang

Dasar dan FCCA Hederal constitutional court artmenunjuk
sebagai lembaga yang independen bersamaan orgam-org

34| jhat Article 92 Basic Law

135 YU organik itu aslinya berisl21 Sectioryang setidaknya mengatur tentang Organisasi
Mahkamah, Kekuasaan Mahkamah, Proseedur Pengujiatach sebagainya. UU ini terakhir kali
diamandemen pada 16 Juli 1998.
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independen yang lain (misalngundesrat, Bundestadlresiden
Federal, dan Pemerintahan Federal). Namun di&isj Undang-
Undang Dasar juga memberi wewenang Parlemen unguigatur
organisasi dan prosedur Pengadif2f).

Pernyataan Donald. P Komer dan Rusell A Miller tewlihat secara nyata
pada awal eksistensi mahkamah konstitusi, yang rmamaara hakimnya
ditempatkan di bawah kewenangan Kementerian Ketaakifederal. Situasi yang
sedemikian, pada tataran pelaksanaanya menimbpkaanyaan dalam internal
lembaga sendiri terkait tentang otonomi dan inddpesi Mahkamah, dalam hal
ini termasuk disuarakan secara keras oleh Presplmama Mahakamah
Konstitusi Federal Jerman yang bernama Hermann étepgchoff>’

Pada tanggal 27 Juni 1952, setelah berbulan-bulakullan perencanaan,
MK Jerman akhirnya memberanikan diri merilis sebosmorandum originally
yang disusun oleh Justice Gerhard Leibholz, saktih snggota Mahkamah
Konstitusi yang paling terkenal dan dihormati kiale™>® Memorandum itu berisi
beberapa hal untulpertama pernyataan untuk mengakhiri otoritas pengawasan
hakim mahkamah konstitusi oleh Departemen Kehakint@tdua mengatur
sendiri otonomi anggaran lengkap, dan kontrol pevlahkamah dan administrasi
internal; danketigg termasuk pula mengatur kekuasaan untuk menurgjabat
dan panitera sendiri. Memorandum itu pada intinyanyimpulkan bahwa
Mahkamah Konstitusi Federal merupakan organ kasstitertinggi yang

berkoordinasi dalam peringkat sama dendamdestag Bundesrat, Federal

Kanselir, dan Presiden Federal.

%6 ponald. P Komer dan Rusell A MilleFhe Constitutional Jurisprudence.op.Cit.him. 17
157 i

Ibid
%8 |bid
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Memorandum dari Karlsruhe kemudian berdampak mé&aikgn ketegangan
yang kuat di Bonn, ibukota Jerman Barat pada tdaAhon ketika Jerman dibagi
antara Barat dengan Republik Federal dan timur BlépDemokratik Jerman.
Memorandum itu mengejutkan pemerintah, dan memmasah pula Departemen
Kehakiman. Terlebih-lebih memorandum itu juga mgkatkan tensi ketegangan
suhu Politik Parlemen waktu itu, yang dimana PaBasial Demokrat dan
Bundesratumumnya mendukung tuntutan para hakim melalui manthrm itu,
sementara CDU atabhristlich Demokratische UniofPartai Demokratik Kristen
Union) dan beberapa koalisi partai-partai Blindestagumumnya menentang
mereka.

Pada tahun 195Bemudiansecara nyata dipisahkan hubungan antara hakim
Mahkamah Konstitusi dengan Departemen KehakimatanD&truktural saat ini,
Ketua Mahkamah Konstitusi sekarang menikmati pokslima tertinggi di
Republik Federal, mengikuti Presiden Federal, KlanSederal, dan Presiden dari
dua organ legislatiffundestaglanBundesrat Sebagafsupreme guardians of
the constitution”para hakim pada akhirnya dibebaskan dari kodelafisyang
mengatur semua hakim Jerman lainnya. Upaya Kerasiemangkan status
konstitusional Mahkamah merupakan symbol terbaikngyamenginspirasi
amandemen tahun 1968 yang kemudian dengan UndatgrgnDasar itu
mengatur fungsi Mahkamah Konstitusi Federal daninhakang tidak boleh
terganggu bahkan dalam keadaan darurat. Bahkamdalanjaga sinergitas
tindakan dan fungsi Mahkamah KonstituBiinderstagdan Bundesratdilarang
mengubah UU organik yang mengatur Mahkamah KomsstitDalam hal ini

ommer menyatakarburing such a time, the special body responsibieafting
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on behalf of the Bundestag and the Bundesrat isedairom amending the fcca
unless such an amendment is required, “in the apiniof the Federal

Constitutional Court, to maintain the Court’s abylito function*

, (Selama saat
seperti itu, badan khusus yang bertanggung jawdbkupertindak atas nama
Bundestag dan Bundesrat dilarang mengubah FCE&deral Constitutional
Court Ac) kecuali seperti amandemen diperlukan, menurutiest Mahkamah
Konstitusi Federal, hal ini untuk mempertahankarmd&apuan dan fungsi
Mahkamabh)

2. Struktur Mahkamah Konstitusi Federal Jerman

Hal yang terpenting dalam melihat struktur MahkamliKonstitusi Federal
Jerman adalah terdapat dtfemmberatausenateyang didalamnya masing-masing
memiliki 8 (delapan) hakim dan antar senat-nya pedelent pula dengan yang
lainya dalam tatarannya pelaksanaan jurisdiksiep@gai Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu tidak heran para ahli hukum mengsfaudengan sebutan sebagai
the twin senate or the twin chamber.

Ide mewujudkarthe twin senatgpada dasarnya merupakan kompromi antara
legislator yang menghendaki fluid sistem of twenty-four justices rotating on
smaller panelsatau sistem dimana dua puluh empat (24) hakimubergpada
panel yang lebih kecil, dengan kehendak yang beariaw yakni, legislator
menginginkan untuk menerapkan satu Majelis segmdktek di Mahkamah
Agung Amerika Serikat. Di Indonesiaa “fluid sistem” dikenalkan oleh Sri
Soemantri yang kemudian diikuti oleh Jimly As-Sheglel dan Ahmad Syahrizal

dalam berbagailiterature hukum karangannya. Namun sayangnya semua

9bid, him.18 lihat pulaBasic Law 1949, Article 115h
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literature itu terdapat kesalahan dalam menutes fluid sistem” dengan
menuliskan dengan katélind sistem”.**® Hal yang terpenting dalabifurcation
(pencabangan dua ini) adalah ekspresi perdebataa Entara mereka yang
melihat Pengadilan dalam hal hukum konvensionalrdareka yang melihatnya
dari segi politik.

Pembagian asli yurisdiksi menunjukkan bahwa sesisebut dimaksudkan
untuk memenuhi fungsi yang sangat berbeda. Sendu&elirancang untuk
berfungsi seperti Pengadilan Tinggi Negara sepada masa Konstitusi Weimar,
dalam hal itu akan memutuskan sengketa politik rantaabang dan tingkat
pemerintahan, menyelesaikan permasalahan pemilinaimm, aturan mengenai
konstitusionalitas partai politik, memimpin prosegpeachment, dan memutuskan
menguji konstitusional secara abstrak. SedangkamatS€ertama, memiliki
wewenang untuk menguji konstitusionalitas undangamg dan konstitusi untuk
menyelesaikan keraguan yang timbul dari litigasodiinary court Selain itu
Senat Pertama juga dapat mendengar pengaduantusiosial €onstitutional
complain) warga secara langsung serta arahan dari pengddifasecara tidak
langsung.

Hakim-hakim pada Mahkamah Konstitusi Federal Jermamposisikan
dirinya sendiri sebagdguardians of the Constitutioh Hakim-hakim itu dipilih
oleh Parlemen dengan mekanista@wo-third vote for a single” Oleh karenanya
tidak mengherankan anggota Mahkamah Konstitusi a@rmencerminkan dan

mempresentasikan seluruh kekutan politik yang ada.

180 | ihat Sri SoemantriHak Uji Material di Indonesia(Bandung: Alumni, 1997))im.47-48,
Jimly As-shiddigie dan Ahmad SyahrizaPeradilan Konstitusi di Sepuluh Neggtkkarta:
Konstitusi Pers, 2006hIm. 45.
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Hakim pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman barlsiengan hakim
padaordinary court (lander)pada beberapa aspek penting. Perfanfale the
judge of an ordinary state or federal court resomprimarily to interpretation of
simple statutes in reaching decisions,a justicthefConstitutional Court uses the
text of the Constitution as his yardstiRada intinya Mahkamah Konstitusi
menggunakan batu uji Konstitusi sebagai tolok us@ngujiannya); keduahe
judge is bound to observe rules regularly enactad, the Constitutional Court
justice may declare legislation null and vdlutusan Mahkamah Konstitusi
Jerman bersifaNull and Void; dan ketigasome of the Constitutional Court's

decisions pass into law, and its holdings are @higd in the Federal Gazette

3. Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Federal Jerman
Mahkamah Konstitusi Federal Jerman hingga dituisniajian ini
memperoleh yurisdiksi sesuai apa yang telah dadlamBasic Lawuntuk dapat

bertindak menguiji beberapa hal sebagai berikutiy3k

a. Forfeiture of basic right (Article 18);

b. Constitutionality of political parties (Article 2(R));

c. Review of election result (Article 41 (2));

d. Impeachment of the Federal President (Article 61);
e. Disputes between high state organ (Article 93 11);[
f. Abstract judicial review (Article 93 (1) [2]);

g. Federal-state conflict (Article 93 (1) [3] and 84)]

h. Individual Constitutional Complaint (Article 93 (§3a));

81 Donald. P Komer dan Rusell A Milleop.Cit, him.10.Khusus yang mengatur perihal
yurisdiksi MK Federal Jerman pada dasarnya secaidamdapat dilihat pad@asic Law 1949
Article 93yang berjudulJurisdiction of the Federal Constitutional Court”
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i. Municipal constitutional complaint (Article 93 (J4b));

J. Other disputes specified by law (Article 93 (2));

k. Removal of judge (Article 98);

I. Intrastate constitutional disputes (Article 99);

m. Concrete Judicial Review (Article 100 (1));

n. Public international law action (Article 100 (2));

0. State constitutional court references (Article X8)); dan

p. Applicability of Federal law (Article 126).

Seluruh kategori yurisdiksi diatas, keseluruhanyakdkan baik oleh senat
pertama maupun senat kedua. Yurisdiksi paling pgriialam proses pengujian
konstitusional di Jerman adalah dalam ‘feainstitutional complaint” yang dapat
dibawa atau diajukan secara langsung oleh warggariag kepada Mahkamah
Konstitusinya yang merupakan tugas senat pertam@akUebih detailnya tentang

rasio perkara di MK Federal Jerman lihat tableKagri

Tabel 4
Federal Constitutional Court's Caseload 951-2011%
Proceeding Docketed Decided
Constitutional Complaint 188.187 166.608
Concerete Judicial Review 3.511 1.261
Request for Temporary Injuction 2.370 1.847
Disputes between Federal Organs | 180 97
Abstract Judicial Review 172 109
Federal State Conflict 45 27
Unconstitutional Parties 8 5
Other Proceedings 545 291
Total 195.018 170.245
162 Lihat,  Docketed: Bundesvervassungsgericht,  “aufga Docketed”:

Bundesverfassungsgericht, “Aufgaben, Verfahren Gmganisation— Statistik fir das Geschéft

sjahr 2011— Eingange nach Verfahrensarten,” avaiaat www.bundesverfassungsgericht .de
/organisation /gb2011 /A -l -4 .html; “Decided”: Bulesverfassungsgericht, “Aufgaben,

Verfahren und Organisation— Statistik fur das Gésch sjahr 2011— Erledigungen nach

Verfahrensarten,” available at www .bundesverfagmgericht .de /organisation /gb2011 /A -l -5

.html ,dalam Donald. P Komer dan Rusell A Miller, ibidirhl31
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a. Constitutional complaint(pengaduan konstitusional).

Pengaduan konstitusional merupakan sebuah mekarnp@ngaduan yang
dapat diajukan oleh individual dan entitas yang pemleh hak tertentu sesuai
dalam konstitusi-nya. Dalam hal ini pengaduan kirsonal berbeda dari semua
proses litigasi yang lainnya seperti yang telalellis diatas (selaiRequest for
Temporary Injuctiol yang dimana dalam proses yang lain itu untuk bigsuk
ke MK Jerman dibatasi hanya untg&vernmental entitiesanggota parlemen dan

judicial tribunal atau bahkarordinary judge

Sesuai dengarArticle 93 (1) dan (4 a) Basic Law 194%engaduan
konstitusional dapat diajukan oleh setiap orangusetangsung yang mengklaim
bahwa salah satu hak dasar-nya atau hak-hak ter@mg dapat disamakan
dengan hak-hak dasar (misalnya haknya untuk dideolgh pengadilan) telah

dilanggar olelotoritas public'®®

Bentuk pengaduan ini merupakan upaya hukum luaabyang tersedia bagi
individu untuk pemeliharaan hak-hak dasar-nya. Hal mencerminkan
pentingnya Undang-Undang Dasar menempel dan merhakthak dasar, yang
dalam pelaksanaanya dapat saga-visatau berhadap-hadapan dengan otoritas
pejabat publik. Hak-hak dasar itu terkandung daBasic Law 1949misalnya
pengaturan yang tercantum dalam Pasal 1-19, yadgladinya mengatur
persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan, kebablsragama, berekspresi,

berkumpul dan profesi, dan hak milik). PengaturaakdHak dalam hal itu

183 | ihat pula Pasa®0 (1) FCCA. Article 93 (4 a) menyatakaon constitutional complaints,
which may be filed by any person alleging that ohki® basic rights or one of his rights under
paragraph (4) of Article 20 or under Article 33,,3801, 103 or 104 has been infringed by public
authority.
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bukanlah sekedar pemanis undang-undang dasar pekatetapi hak-hak dasar
itu adalah hukum yang harus ditegakkan secarauagggang mengikat legislatif,
eksekutif dan yudikatif. Oleh karena itu apabilsesgang merasa bahwa salah
satu hak dasar-nya telah dilanggar oleh tindakantas publik, baik itu oleh
pemerintah federal atau pemerintah negara baggasiun dapat akses langsung
ke Mahkamah Konstitusi Federal, dan dia tidak pertuk mendapatkan seorang

pengacara dan tidak perlu membayar biaya perkara.

Pada prinsipnya mekanisme pengaduan konstitusiomamperkenankan
setiap orang atau siapa saja memanfaatkan mekamsn@eh karenanya tidak
hanya perorangan saja tapi juga badan hukum bisaanfaatkan, misalnya
gabungan individu yang menanamkan saham dalamgiexas tertentu. Bahkan
mekanisme ini tidak tertutup hanya untuk warga raesgat Jerman, tetapi juga
untuk warga asing, juga dapat memasukkan pengaklomrstitusional jika hak

tersebut dilanggar®*

Disisi lain, sebuah pengaduan konstitusional mungkiga berhubungan
dengan tindakan apapun oleh otoritas publik melanggak dasar yang
diwujudkan dalam aturan hukum, kebijakan hukum maltataran tindakan
administrasi, atau bahkan keputusan pengadilan. uamersyaratan untuk
mengajukan pengaduan dalam hal ini ke Mahkamah tKesisFederal adalah
bahwa tidak ada cara lain untuk menghilangkan pegaran hak dasar dengan
upaya terlebih dahulu kardinary court Pengaduan konstitusional dalam hal ini

mengharuskan pemohon menempuh jalur di peradilasakierlebih dahulu, dan

1841 ihat: Article 28 (2) Basic Law 1949
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ketika after exhausting all available means to find reliefthe court® atau
setelah melelahkan (tertutup) segala cara yangdersintuk mencari bantuan di
pengadilan biasa, seseorang yang merasa hak-hadtitisionalnya dirugikan
oleh tindakan hukum tertentu baru dapat diperkesmamkangajukan tuntutannya
kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus khusus goleragn  konstitusional
(tanpa akses ke pengadilan yang relevan terlebihldpjuga dapat dimasukkan
secara langsung terhadap hukum atau ketentuandagrgiundangan. Namun ada
syarat khusus yang harus dipenuhi, yakni hukum jdiskan memang benar dan

langsung merusak hak-hak spesifik individu.

b. Concrete Judicial RevieWpengujian secara konkrit oleh pengadilan).

Mekanisme ini muncul berawal damidinary lawsuit(gugatan pada peradilan
biasa). Sehingga hal ini dimaksudkan jika pengadiiasa yakin bahwa undang-
undang federal atau negara bagian yang relevanadiankasus telah muncul,
melanggar Undang-Undang Dasar. Dalam hal sedemikiaka pengadilan biasa
dapat merujukkan pertanyaan konstitusion@abor(stitutional Question kepada
Mahkamah Konstitusi Federal sebelum kasus dapattudipan. Pertanyaan
konstitusional ini lazim dikenal sebagai mekanisialicial referral” atau
penyerahan yudisial. Penyerahannya itu tidak teoga@n pada persoalan
konstitusionalitas yang telah diajukan oleh sakdi pihak. Oleh karena itu yang
dapat akses ke MK Federal Jerman adatdimary court

Pengaturan akan mekanisme ini dapat dijumpai d#leimle 100 (1) Basic
Law 1949yang menyatakan bahwa:

If a court concludes that a law on whose validity decision
depends is unconstitutional, the proceedings dtelitayed, and a

185 ihat UU tentang MK Federal Jermamticle 90 (2).
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decision shall be obtained from the Land court withsdiction
over constitutional disputes where the constitutadna Land is
held to be violated, or from the Federal Constdanal Court
where this Basic Law is held to be violated. Thigvjsion shall
also apply where the Basic Law is held to be veadty Land law
and where a Land law is held to be incompatiblehvetfederal
law.
c. Request for Temporary InjuctiorifPermintaan penundaan sementara).
Pada dasarnya wewenang ini tidak eksplisit didalam Basic Law 1949,
namun wewenang ini merupakan wewenang turunan elah tepatnya disebut
hanya terkait saja dengan aturan padizle 93 (2) Basic law®® Aturan itu dapat
dijumpai dalamarticle 32 FCCA atau UUtentang MK Federal Jermaf.
Penundaan sementara ini misalnya dapat ditujukas tatdakan Presiden agar
tidak menandatangani sebuah rancangan UU tert&aisus konkritnya akhir-
akhir ini, Mahkamah Jerman mengumumKgmporary injunctions” dalam hal
“to prevent for the ratification of the internath@al agreements — the Treaty
establishing the European Stability Mechanism (EB#®hty) and the Treaty on
Stability, Coordination and Governance in the Eaoi® and Monetary Union
(known as the Fiscal Compacgtau untuk menunda pengesahan perjanjian

internasional-Perjanjian mendirikan Mekanisme 3itakBi Eropa ESM Treaty

dan Perjanjian tentang Stabilitas, Koordinasi dataKelola dalam Ekonomi dan

186 Article 93 (2) menyatakarin the event of disagreements or doubts concertfiagformal
or substantive compatibility of federal law or Lalaav with this Basic Law, or the compatibility of
Land law with other federal law, on application tie Federal Government, of a Land
government, or of one fourth of the Members oBthedestag

187 Article 32 FCCA menyatakarfl) In a dispute the Federal Constitutional Couryrdeal
with a matter provisionally by means of a temporaujynction if this is urgently needed to avert
serious detriment, ward off imminent force or faryaother important reason for the common
weal. (2) The temporary injunction may be issuethauit oral pleadings. In particularly urgent
instances, the Federal Constitutional Court neetigiee the parties to the principal proceedings,
the parties entitled to join them or the partiesitied to make a statement an opportunity to make
a statement. (3) If the temporary injunction isuesd or refused by an order, a protest may be
lodged. This shall not apply to the complainanpinceedings on a constitutional complaint. The
Federal Constitutional Court shall decide on thetast after oral pleadings. These must be held
within two weeks of receiving the reasons for treagst.
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Moneter Union (lazim dikenal sebag&@ompact Fisk3l.*®® Inisiasi untuk
melakukantemporary injuctionni pada dasarnya dapat diinisiasi oleh Mahkamah
sendiri atau melalui sebagian lembdaeggislative yang duduk dBundestagatau
Bundesrat Inisiasi sendiri untuk secara aktif menjaga Kinst sebagai hukum
tertinggi inilah yang membedakan antara Peradilanstitusi di Jerman dengan
lainnya. Dengan demikian, dalam proses ini dapafubgsi untuk melindungi
kekuatan Pengadilan dan kepentingan publik untuknemeihi perannya sebagai

pelindung konstitusi secara maksimal.

d. Diputes between High Federal OrgafSengketa antar Organ Tinggi
Federal).

Konflik kewenangan yang dimaksud dalam hal inilaldeadanya konflik
pelaksanaan kewenangaleh “the governmental organ’Sehingga oleh karena
itu untuk pihak yang dapat mengajukan hal sengkétee Mahkamah Konstitusi
Federal Jerman adalathe governmental orgaftu sendiri, yang terdiri atas:
Presiden FederaBundesrat, Federal government, Bundes{gzgng kesemua
organ ini mendapatkan hak independent-nya Basic Lav. Selain organ-organ
tersebut Anggota Parlemen Federal-pun juga dapatpumeyai hak untuk ini
pula. Hal ini Sesuai dengan Pasal 93 (1) BHsic Law 1949 Mahkamah
Konstitusi Federal dapat memutuskan pada inter@retari Undang-Undang
Dasar dalam hal sengketa kewenantimGovernmental OrganArticle 93 (1)
[1] menyatakanon the interpretation of this Basic Law in the dvehdisputes

concerning the extent of the rights and duties clupreme federal body or of

18 Lihat Press Release no. 47/2012 of 2 July 2012 dalam
http://www.bundesverfassungsgericht.de/presseiuitigén/bvg12-067en.html
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other parties vested with rights of their own big tBasic Law or by the rules of

procedure of a supreme federal body.

e. Abstract Judicial Review(pengujian secara abstrak oleh lembaga

pengadilan).

Seluruh undang-undang produk legislative pada petaér pusat maupun
negara bagian harus tunduk pada tatanan konstialsiblal ini sesuai dengan
bunyi article 20 (3) Basic Lawang menyatakan bahwahe legislature shall be
bound by the constitutional order, the executivel #ime judiciary by law and

justice

Sebuah aturan hukum yang diadopsi oleh proseduy panar tidak secara
otomatis kompatibel atau sesuai dengan konstfugistansinya juga harus sesuai
dengan konstitusi, khususnya dalam hal ini tidalebbanelanggar hak-hak dasar
individu. Article 1 (3) Basic Lawmenyatakan secara tegas bahwa hak-hak dasar
yang tercantum di dalamnya bersifat mengikat baggjislatif. Mahkamah
Konstitusi Federal harus memeriksa bahwa legislagiftindak sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Dasar ketika mengeluarkaarahukum.

Pengujian secara abstrak pada umumnya dirujukka@aAxdicle 13 (6) FCCA
jucto Article 93 (1) [2] the Basic Law®® Dalam proses jenis ini, Mahkamah
Konstitusi Federal memutuskan secara independensdagketa tertentu pada
kesesuaian hukum federal atau hukum negara bagiagad Undang-Undang

Dasar atau pada kompatibilitas hukum negara badeargan hukum federal.

189 Article 93 (1) [2] menyatakanin the event of disagreements or doubts concerttieg
formal or substantive compatibility of federal lasv Land law with this Basic Law, or the
compatibility of Land law with other federal lawn @pplication of the Federal Government, of a
Land government, or of one fourth of the Membeth®@Bundestag.
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Hanya Pemerintah Federal, pemerintah negara bageansetidaknya sepertiga
dari AnggotaBundestag/ang dapat akses mengajukan proses tersebut. Danga
berarti khususnya oposisi Bundestagasalkan memiliki minimal sepertiga dari
kursi, memiliki jalan ke Mahkamah Konstitusi Fedgika menganggap hukum

yang diadopsi oleh mayoritas anggota parlemen kdaktitusional.

Subyek penguijian tidak saja berupa aturan hukuneraédtau negara bagian
dengan kata lain, bukan hanya hukum yang diaddphi parlemen, tetapi juga
peraturan pemerintah atau oleh-hukum badan publilg yndependen. Tidaklah
penting apakah aturan itu diterbitkan sebelum attelalBasic Law 1949Untuk

lebih rici lihat Pasal 76-79 UU FCCA).

f. Federal-State Conflik

Dalam sebuah negara federal seperti Republik FHederean, perselisihan
hak dan kewajiban dapat terjadi tidak hanya antagan federal saja tetapi juga
antara Federasi ddraenderserta antardaenderindividu sendiri. Secara khusus,
perselisihan ini berhubungan dengan batas-kompet@msra Federasi dan
Laender tersebut sebagaimana ditetapkan dalBasic Law 1949 Biasanya
munculnya perselisihan dari dalam proses pengawas@ministrasi oleh
Pemerintahan Federal terhadapender Mekanisme ini hanya dapat diajukan
oleh Pemerintah Negara Bagian atau oleh Pemeriftateral:’® Selain itu,

Pengadilan dapat mendengar "sengketa hukum puantikyla" antara federasi dan

170 yntuk detail lihat Pasal 68-72 UU FCCA.
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Landernya. Oleh karena itu, sesuai dengan Arti8l€19 [3]-"* dan 84 (4)"%Basic
Law, Mahkamah Konstitusi Federal dapat memutuskankstadersebut.
C. Sistem Pengujian Konstitusional di Indonesia

1. Ilde Pengujian Konstitusional dalam Perubahan UUD 145

Ide dasar untuk melembagakan pengujian konstitakitirNegara Indonesia pada
dasarnya merupakan gagasan kuno yang telah lareeddipatkan dalam beberapa
momentum perdebatan, namun hingga saat ini sederiianbelum sampai pada
tataran yang ideal pengaturannya.

Sekurang-kurangnya pernah didapati empat kaligberén, yaitt/* pertama
saat penyusunan naskah UUD 1945 di badan BPUfKedua saat merumuskan
UU No 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan KehakimanPgambahan-perubahanya,;
ketiga pada saat sidang tahunan MPR RI Tahun 2000; kéampat pada saat
merumuskan perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2000. Reddebatan yang
keempat barulah ide dasar untuk melembagakan pangukonstitusional

mendapatkan tempat untuk dapat diterapkan dan resrtaku di Indonesia setelah

11 Article 93 (1) [3] menyatakanin the event of disagreements concerning thetsigimd
duties of the Federation and the Lander, especiallihe execution of federal law by the Lander
and in the exercise of federal oversight;

172 Article 84 (4) menyatakanShould any defi ciencies that the Federal Governrhest
identified in the execution of federal laws in th&ndler not be corrected, the Bundesrat, on
application of the Federal Government or of the dl@oncerned, shall decide whether.

173 7ainal Arifin HoeseinJudicialReview...,op.Cit, him.1

17 pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Rény@saha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI .Préfuhammad Yamin telah
mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA pdiberi kewenangan untuk
membanding Undang-Undang. Namun ide ini ditolak dteof. Soepomo berdasarkan dua alasan,
pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itug (kamudian menjadi UUD 1945) tidak
menganut paham trias politika dan kedua, padaitsaptmlah sarjana hukum kita belum banyak
dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini. rAtetapi realita alasan Soepomo tersebut di
era Negara Hukum Indonesia saat ini telah terb&atahbid.
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UUD pasca perubahan disyahkan. Perdebatan itikks¢aria, pada dasarnya akibat
tuntutan reformasi di segala bidang pada tahun.1998
Era reformasi kala itu muncul di Indonesia ditandiemngan peristiwa berhentinya
Presiden H.M. Soeharto pada 21 Mei 1998. Adanyarmedsi di segala bidang
membuka peluang pula bagi dilakukannya reformasisktusi setelah mengalami
fase “sakralisasi UUD 1945” selama pemerintahan eOBAru. Perkembangan
reformasi konstitusi waktu itu menjadi salah satuntutan berbagai kalangan,
termasuk para pakar maupun akademisi hukum tatraelgn kelompok mahasiswa,
yang kemudian diwujudkan oleh MPR melalui empat p@tubahan (1999-2002).
Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebututeam agenda yang harus
dilakukan, hal itu didasarkan: bahwa UUD 1945 Kidtkegi cukup untuk mengatur
dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuaamaedyat, terbentuknygood
governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak-$ad ananusia.
Buruknya penyelenggaraan negara pada beberapa tanakhir pemerintahan
Presiden Soeharto yang antara lain ditandai denggnaknya korupsi, kolusi, dan
nepotisme, menjadi bukti tidak terbantahkan mengealaini. Oleh karena itu Jimly
berpendapat dengan menyatakan seperti béfikut
“Beberapa aspek yang terdapat dalam UUD 1945 yasmyeiabkan
konstitusi  Indonesia ini tidak cukup mampu mendukun
penyelenggaraan negara yang demokratis dan mersegdldk asasi
manusia, antara lain sebagai berikpgrtama UUD 1945 terlampau
sedikit jumlah pasal dan ayatnya, hanya terdiri 8@rpasal sehingga
belum atau tidak mengatur berbagai hal mengenaygbemggaraan
negara dan kehidupan bangsa di dalamnya yang nhakia makin
kompleks;kedua UUD 1945 menganut paham Supremasi MPR yang
menyebabkan tidak ada sistethecks and balanceantar cabang
kekuasaan negarégtigg UUD 1945 memberikan kekuasaan sangat

besar kepada Presideaxécutive heayysehingga peranan Presiden
sangat besar dalam penyelenggaraan negegampat beberapa

75 Jimly Asshiddigie Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegardmhan ceramah
pada Pendidikan Sespati dan Sespim Polri, Bandighgpril 2008,him. 1-2
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muatan dalam UUD 1945 mengandung potensi multitaysing
membuka peluang penafsiran yang menguntungkan pbkaluasa;
dan kelima, UUD 1945 sangat mempercayakan pelaksanaan UUD
1945 kepada semangat penyelenggara negara.

Sebagai salah satu elemen perubahan UUD 1945 adalahya Mahkamah
Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lahir membawa pahdn dan lahir dengan
membawa beberapa kewenangan, yang esensinya adalahik dapat
dilaksanakannya ide pengujian konstitusional. Kesenmal yang berkaitan
dengan perdebatan politik pada saat dilembagakaeygujian konstitutional,
catatan resmi yang membicarakan hal itu dapat iddalpm naskah otentik
Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar NegepulRk Indonesia Tahun
1945 Tahun Sidang 1999-2002 yang terdiri ai&s jilid dan diterbitkan
Sekretariat Jenderal MPR RI pada 2008 dan .2009

Dalam seluruh pembahasan perubahan Undang-Undaagar Dtu, diikuti
oleh semua fraksi yang ada di MPR, vyaitu: (1). kbira Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan); (2.kdtrdPartai Golkar (F-PG);
(3).Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F:RBPfraksi Kebangkitan
Bangsa (F-KB, yaitu dari Partai Kebangkitann@sa); (5). Fraksi Reformasi
(F-Reformasi, terdiri atas Partai Amanat Nasioreh dPartai Keadilan); (6).
Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB); (7). FrakKesatuan Kebangsaan
Indonesia (F-KKI, yang merupakan gabungan dagberapa partai politik,
yaitu PDI, IPKI, PNI-MM, PKP, PP, dan PKD);)(8 Fraksi Perserikatan
Daulat Ummat (F-PDU, yaitu gabungan dari PNU, PKRP Masyumi, PDR,
dan PSII); (9).Fraksi Partai Demokrasi Kasiangsa (F-PDKB); (10). Fraksi

Utusan Golongan ( F-UG); serta (11). Fraksi Pudlfi. Kemudian dalam

Sidang Tahunan MPR tahun 2001 telah dibentuk Ftaksan Daerah (F-UD)
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yang sebelumnya para anggotanya menjadi anggiata fraksi-fraksi lain
menurut pilihannya. Dengan demikian secara fkraksru ikut dalam
pembahasan pada Perubahan Keempat tahun 2602).

Pada tanggal 6 Oktober 1999 dibentuk Badaekelfa Majelis
Permusyawaratan Rakyat (BP-MPR) sebagai alatengkapan Majelis.
Dalam rapat BP-MPR dimulai dengan Pemandangaan Fraksi MPR yang
terdiri dari 11 (sebelas) fraksi, sebelum dibenyakRraksi Utusan Daerah (FUD)
pada perubahan ketiga tahun 2001. Khusus untuk wmteasblebih lanjut dari
pemandangan umum fraksi MPR tersebut, sesrsgjath materi bahasan
dibentuk tiga Panitia Ad Hoc (PAH) BP-MPR sghi alat kelengkapan BP-
MPR. Untuk persiapan rancangan perubahan UU@E5 Bbentuk PAH-III
BP-MPR. Adapun PAH | BP-MPR bertugas mempekaa rancangan
ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar HdNegara (GBHN) dan PAH II
BP-MPR bertugas mempersiapkan rancangan Ketetad#&R atau GBHN.
Tugas Panitia Ad Hoc Ill sangat fundamentldradaannya dalam konteks
ketatanegaraan Indonesia sebab ini adalah sebpaiusan MPR yang menjadi
“peletak dasar” dilaksanakannya perubahan perteid® 1945.

Pembahasan dalam rangka melembagaan “pengujiartitbsmmmal” pada
dasarnya tidak mendapatkan porsi pembahasaa paasa pembahasan dan
pengesahan Perubahan Pertama UUD 1945 dalanMBR 1999. Konsentrasi
pembahasan pada masa perubahan pertama Ielrijlakb pada ketentuan
tentang Kekuasaan Kehakiman secara umum yang sdlklitkan dengan

Mahkamah Agung. Bahkan ditemukan dalam persidangarada keinginan

% Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Ne@apublik Indonesia Tahun 1945
Tahun Sidang 1999-2002, Jilid 1-17, Sekretarexidéral MPR RI, 2008.



122

mendesign hanya Mahkamah Agung-lah satu-satunybadganperadilan dalam
konteks kekuasaan kehakiman dan hal ini secara udismarakan oleh seluruh
fraksi yang ada’’ Pembahasan tentang pelembagaan pengujian koiustilis
kemudian mendapatkan porsinya dalam pembahasamante Kekuasaan
Kehakiman pada masa perubahan kedua setelah pawmnyse Konstitusi
mendapatkan pencerahan dari elemen masyarakaturpang tinggi bahkan
diperoleh juga dari study bandingnya ke luar negeri

Dalam proses amendemen UUD 1945, padaatatangkasnya
kemudian membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) | 2000 untaenindaklanjuti
pembahasan pada tahun 1999. Pembentukan PAH Is2@@@a khusus ditujukan
untuk membahas amendemen UUD 1945. Materi peaslam yang dihasilkan
PAH | kemudian diputuskan dalam sidang tahunan MRRcara bertahap,
terhitung mulai dari Sidang Tahunan MPR 200®ba 2002.

Usulan pembentukan MK mulai muncul pada rapat-rdpierapa bulan
tepatnya, setelah PAH | BP MPR 2000 melakukan knggn ke daerah-daerah,
studi banding, dan dengar pendapat dengan berpdgdi. Dalam rapat dengar
pendapat misalnya PAH | BP MPR 2000 mengundandpdga Tinggi negara.
Dalam hal ini rapat dengan pendapat dilakukan demga@hkamah Agung (MA)
selaku institusi pelaku kekuasaan kehakiman dined@. Rapat dengar pendapat
dengan Mahkamah Agung dilangsungkan pada RapabkPAH | BP MPR

tanggal 17 Februari 2000, yang dipimpin oleh Hakemil. Paulus Efendi

Y7 Misalnya dalam Rapat ke-3 PAH Il BP MPR adhbtu, 9 Oktober 1999, Hendi
Tjaswadi (F-TNI/Polri) melengkapi usulan yang ianpaikan pada rapat ke-1, sebagai berikut.
Mengenai Bab IX [tentang Kekuasaan Kehakiman], Jadi kami mengusulkan judulnya
diganti menjadi Mahkamah Agung. Jadi ini, lembaggdi Negara. Lihat : Sekretariat Jenderal
MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara TRhun 1945 (1999-2002)
Tahun Sidang 200Buku Dua, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR 6082, him. 233



123

Lotulung, salah satu wakil MA yang hadir pada tapdengar pendapat
menyampaikan pendapat bahwa pembentukan MKartargg dari sistem
hukum dan politik hukum yang ingin digariskan.aldga ingin memberikan
reviewpada badan peradilan tetapi bukan MA, hadiEentuk MK. Paulus
Efendi Lotulung memberikan pendapat sebagai beriku

Nah, tinggal sekarang kita tergantung politik huklita. Politik
hukum yang menentukan adalah Bapak-Bapak, hpa&aew
itu diberikan kepada badan legislatif ataubedkan pada
badan judicial. Kalau diberikan pada badgudicial itulah
Mahkamah Agung. Nah, sehingga masalahnya kitékdai
dengan sistem kita sekarang. Kalau sistem kitearaag memang
menghendaki satu buah Mahkamah Agung saja sepert ada

di dalam Pasal 24 tadi hanya sebuah Mahkamah Agoakg mau
tidak maujudicial review terhadap undang-undang itu diberikan
pada Mahkamah Agung. Apakah mungkin di bawah Malakam
Agung itu ada kamar konstitusi atau khusus korstitu adalah
masalah struktur organisatoris. Tetapi kal@a ikgin merubah
sistem bahwa Mahkamah Agung itu bisa lebih datu itu
kemungkinanBisa ada Mahkamah Konstitusi seperti yang
di Jerman contohnya tadi menjawab pertanyaan & Zain
Badjeber. Contohnya negara-negara mana yang ada audici
review dengan tersendiri. Di negara-negara yaigjem city
law sistem seperti kita itu di Jerman, vyaitu yang etist
verfassungsitu merupakan Mahkamah Agung sendiri. Di sana ada
5 Mahkamah Agung, di Perancis itu dilaksanakan oleh
Contitutional Courts Mahkamah Konstitusi terpisah dari
Mahkamah Agung. Di Turki juga demikian. Sedangkamgy
melaksanakan judicial review oleh Mahkamah Agungise satu-
satunya Mahkamah Agung, itu di Amerika, ya&&upremme
Court dan itupunSupremme Courtidak berdasarkan undang-
undang, dia melaksanakamdicial review itu berdasarkan suatu
precedent. Putusannya yang sangat terkenal ymhdmark
decision vyaitu putusan Madison lawan Merbury yang
memberikan kewenangan atau saya tidak katakamberikan
tapi itu Mahkamah Agung merebut kewenangan Karena di
situ di dalam putusan itu dia menilai suatu undandang. ..}’

Melihat dari jalannya rapat tersebut, kemudian psnmenilai bahwa pada

awalnya perumus Konstitusi (khususnya PAH | MPRufememiliki gambaran

178 |pid, him.113-114.
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dan pemahaman yang komprehensif tentang apa itgupam konstitusional. Hal
ini terlihat jelas dari uraian yang dinyatakan RauEfendi Lotulung tersebdf®
Oleh karena itu pantaslah untuk dipertanyakan, ibegea mereka (perumus)
dapat melembagakan pengujian konstitusional dergak dan matang, kalau
pemahaman lebih detail pengujian konstitusionah sslum dimiliki?. Inilah
point awal yang penulis temukan, akibat tidak beghkinya dengan baik
pengujian konstitusional di Indonesia dalam mewkgund supremasi konstitusi.
Akan tetapi walaupun sedemikian dengan pelembagaag ada dan yang telah
mereka rumuskan, hal ini merupakan pintu masuk @aremgi luasnya pengujian
konstitusional uintuk Indonesia ke depannya.

Pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman khususmyg/amgkut
keberadaan MK juga dilakukan dalam rapat pleno P&-41 BP MPR tanggal
8 Juni 2000, yang dipimpin oleh Slamet Effeivadiguf. Dalam rapat pleno ini,
beberapa fraksi sudah menyinggung keberadaan MK. WBalan-usulan yang
disampaikan anggota-anggota PAH, telah terjadi pa&tagn pandangan atas
perlunya sebuah lembaga yang dapat menguji undatgng terhadap UUD,
dan menyelesaikan sengketa hukum ketatanegaraan

Akan tetapi dalam jalannya persidangan PAH MPRetaers menurut penulis,
para perumus tidak juga belum memiliki pandangamgyaukup akan
constitutional review of constitutionality of laatau pengujian konstitusional
suatu produk peraturan perundang-undangan walaomsukan-masukan dari
berbagai pihak telah didengarnya. Pemahamannyaddidean pada pokoknya

sebuah UU (semata) yang melanggar atau bertentateyagan Konstitusi perlu

19 ihat kata yang dicetak tebal diatas.
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diuji. Padahal jika pandangan perumus kompreheagsifstitutional review of
constitutionality of lawitu luas dalam hal ini bisa dikatakan dan diperticra
pengujian konstitusional atas hal tersebut dapesifaea prior atau a posteriqgr
bisa abstrak atau juga konkrit dan juga tidak hametilu didasarkan atas sebuah
produk UU semata namun juga bisa atas Perjanjiaarni@tional, Treaties
Referendum, atau bahkan atas semua produk hukumkuBeni sekelumit
jalannya persidangan kala itu.

Dalam rapat pleno itu, dari 11 fraksi anggota PABPIMPR 2000 ada lima
fraksi yang mengusulkan pembentukan MK, yBHeG, F-PBB, F-PDKB, F-
UG, dan F-PDI Perjuangan. Semua fraksi yangngusulkan pembentukan
MK tersebut, sepakat bahwa lembaga itu akan dieevenangan untuk menguiji
undang-undang terhadap UUD. Selain kewenantasebut, beberapa fraksi
juga mengusulkan perlunya kewenangan yang laink@ensulan dan pandangan
yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tersebut.

F-PG sebagaimana disampaikan oleh Agun GunandjatarSa
mengusulkan penambahan 4 (empat) ayata Padal 25 ayat 2, daiam hal
ini diuraikan terkait pembentukan MK vyang bfatsi sementara untuk
menangani terhadap sengketa yang bertentangeyamdJUD. Berikut bunyi
usulan pada Ayat (3 "Mahkamah Agung berwenang mengusulkan kepada
MPR untuk membentuk Mahkamah Konstitusi yaegsifat sementara (Ad
Hoc) atas usul seseorang atau badan hukum dalangks¢éa atau perkara yang

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar”.

180 Sekretariat Jenderal MPR,RRisalah Perubahan Undang-Undang Dasar Neg#&th
Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku L{dekarta: Sekretariat Jenderal MPR RI,
2008), him.175.
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F-PBB melalui juru bicaranya Hamdan Zoelva mengajukamams pada
bab Kekuasaan Kehakiman ditambahkan satu lesnbag yaitu MK. Berikut
usulannya™:

“...Mengenai Kekuasaan Kehakiman ini, yang diaturadalbab
ini, memuat tiga hal pokok yaitu mengenai empatgukok yang
mengenai kekuasaan kehakiman ini sendiri.Kemudiangenai
Mahkamah Agung, kami tambahkan satu lembaga negana
baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan juga di dalamrgiatur
Kejaksaaan Agung, kemudian dalam bab ini kansulkan
berubah menjadi lima pasal... “.
Dari F-PDKB'®2 Gregorius Seto Hariyanto menyampaikan usulan

perubahan pasal 25 UUD 1945. Usulan yang disampaiki@rkait dengan
pembentukan MK berikut segala kewenangannya.

Dalam hal ini F-PDKB mengusulkarAyat (2): “Mahkamah
Agung bersama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk
Mahkamah Konstitusi”.Ayat (3): "Mahkamah Konstitus
berwenang melakukan pengujian atas peraturarrunmang-
undangan di bawah Undang Undang DasarJadi di sini
memang kami usulkan Mahkamah Konstitusi itu aibk oleh
Mahkamah Agung bersama DPR karena punya hak ug ata
peraturan perundang-undangan di bawah Undang UnDasgr,
artinya termasuk undang-undang. Itu artinya karemaang-
undang memiliki nuansa politik yang juga sangagdirkarena itu
tidak hanya Mahkamah Agung tetapi Mahkamah umyg
bersama DPR yang membentuk Mahkamah Konstitusi
Soetjipto dari F-UG, mengusulkan agar wewenang MK bukan hanya

menguji UU melainkan juga mengadili persengéiatantara pemerintah pusat
dan daerah, pembubaran partai politik, dan pekstagn dalam pelaksanaan
pemilihan umum.

Kita tahu bahwa undang-undang kita banyakdykeproduk
yang dihasilkan oleh Pemerintahan Belamaa dtu juga
setingkat dengan UU, oleh karena itu Fraksslitu Golongan
menganggap perlu adanya suatu Mahkamah Kiasisgiang
menguji undang-undang. Jadi, punya hak mengundang-
undang. Fungsinya bukan hanya untuk hak aoplang-undang
tetapi Mahkamah Konstitusi di negara lain jugaengadili

181 1hid., him. 181-182.
182 | pid., him.185
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persengketaan antara pemerintah pusat dengamerip&éah

daerah dan juga mengadili persengketaan adanydytaran

partai politik dan juga mengadili apabila &elij persengketaan
dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu FrakHusan

Golongan menganggap perlunya suatu MahkamalstKiosi.

| Dewa Gede Palguna dariF-PDIP menyampaikan pendapat
mengenai pembentukan MK di lingkungamhkbmah Agung. Selain itu
disampaikan pendapat mengenai kewenangan dan asuddid. Selengkapnya
pendapat tersebut sebagai berikut:

“..kami juga mengusulkan agar di dalam Iwmghan
Mahkamah Agung dibentuk suatu Mahkamah Kamstyang
kewenangannya seperti yang akan kami ajukalam usulan
Fraksi kami setelah ini. Anggota Mahkamah Konstitditetapkan
oleh Presiden dan terdiri atas sembilamgtzakim dengan
ketentuan tiga orang calon dipilih oleh DPR, atigorang
diajukan olen Mahkamah Agung dan tiga orangrca@ajukan
oleh Presiden. Ketua Mahkamah  Konstitusi diahgkaleh
Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Dari keseluruhan usulan yang disampaikan oleh @agmuggota fraksi pada
masa persidangan PAH | BP MPR tahun 2000apat dua pandangan yang
berbeda terkait keberadaan MK. Hal ini sebagaimahkasimpulan yang
disampaikan oleh pimpinan rapat Slamet Effendy Yuw$ari F-PG. Menurut
Slamet Effendy Yusuf, berkaitan dengan MK, adacbaa pendapakertama
MK bersifat ad hoc Kedua, MK bersifat permanen. Berikut kesimpwang
dibacakan pimpinan sidang:

Pada usulan tersebut disimpulkan bahwangatatidak
relevan untuk meletakkan MK menjadi bagian RvViitaupun
MA karena lebih banyak problematika yang akaijumpai.
Bagaimana MK akan menyelenggarakan fungsi dan
kewenangannya, sementara MPR hanya berkummlamd
waktu-waktu tertentu (sidang tahunan atau IstimeMBR).
Masalah lain, apa bentuk putusan yang akan dikednar oleh
MK, mengingat mereka merupakan bagian dari RWIPHal
yang sama apabila MK menjadi bagian dari MAingkat
kepercayaan masyarakat terhadap institusi peragitamsuk MA
berada pada tingkat yang sangat memprihatinkaenkalembaga
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ini dianggap gagal memberikan keadilan. Dendemikian
kurang tepat apabila, MK diletakkan menjadi bagidari

MA.Keraguan lainnya apabila MK satu atap dengMA

adalah tidak mungkin ada Mahkamah di dalamhkamah.
Jika memang MK itu akan diletakkan menjadi bagiani #1A,

tidak perlu disebut sebagai Mahkamah, cukaga smenjadi
bagian dari MA yang dipimpin oleh seoranguke muda. Kata
mahkamah seyogianya dipergunakan oleh institrsgymemiliki
kedudukan, tugas dan wewenang yang supreme ataogger
dalam lingkungan peradilan. MK harus berdiri sendkarena
begitu banyak produk undang-undang di mask Igang
bertentangan dengan Konstitusi. Bukan hanyagojeUndang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar, diharapkaa agar
MK dapat menafsirkan Konstitusi.

Perkembangan pelembagaan pengujian konstitusiopakla dasarnya
mendapat respon positif dari para perumus dan miergalah satu materi
perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelalaloigbiroses pembahasan
yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnygémebentukan MK menjadi
kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2paksad 24C UUD 1945 yang
menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 tanggaNd&ember 2001.
Berkaitan dengan setelah ada dan lahirnya Mahkakmatstitusi, Jimly As-

shiddigie® berpandangan bahwa:

Pada pokoknya, pembentukan Mahkamah Konstitusi uperl
dilakukan karena bangsa kita melakukan perubaharasar atas
UUD 1945% Dalam rangka Perubahan Pertama sampai
Perubahan Keempat UUD 1945, bangsa kita telah ndepgikan
prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraaity yantara lain
prinsip pemisahan kekuasaan dahecks and balancessebagai
penggganti sistem supremasi parlemen yang berlekelannya.
Sebagai akibat perubahan tersebut, maka (a) peaddakhn
mekanisme untuk memutus sengketa kewenangan yangkmu
terjadi antar lembaga-lembaga yang mempunyai kdagudyang

183 Jimly As-shiddigie,Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Kaetagaraan
Indonesia,Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelaardl, Surakarta, Kamis, 2
September, 2004.

184 Republik IndonesialUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TahQa5
(Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002), juws: Jimly Asshiddigie Konsolidasi Naskah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tal®4h (Jakarta: PSHTN-FHUI, 2002).
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satu sama lain bersifat sederajat, yang kewenaggaditentukan
dalam UUD, (b) perlu dilembagakan adanya peranaurhudan
hakim yang dapat mengontrol proses dan produk kepot
keputusan politik yang hanya mendasarkan diri gaifssip ‘the

rule of majority’*®® Karena itu, fungsi-funggudicial review atas
konstitusionalitas undang-undang dan proses pexrghjikum atas
tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan/asil Rfesiden
dikaitkan dengan fungsi MK. Di samping itu, (c) gudiperlukan
adanya mekanisme untuk memutuskan berbagai peetagk
yang timbul yang tidak dapat diselesaikan malataspes peradilan
yang biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan tamgpembubaran
sesuatu partai politik. Perkara-perakara semacabenkaitan erat
dengan hak dan kebebasan para warganegara dalamikin
sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. rEaa itu,
fungsi-fungsi penyelesaian sengketa atas hasil limi umum
dan pembubaran partai politik juga dikaitkan dengewenangan
MK.

Ihwal yuridiksi kekuasaan Mahkamah Konstitusi Rédjpublndonesia,

kemudian dapat dijumpai dalam pasal 24 ayat (2) U986 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkawging
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalexgklingan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingiam
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usatmegara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 C UUD 1945 lebih lanjut menyatakan:

1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tihgka
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fumatiuk menguiji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenamagann
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pemiauba
partai politik, dan memutus perselisihan tentangihgemilihan
umum; 2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan panuatas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presideanumut
Undang-Undang Dasar.3). Mahkamah Konstitusi mempunyai
sembilan orang anggota hakim konstitusi yang dgksm oleh
Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orangehol
Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan PerwakilakyRg dan

8 Dalam pengertian inilah muncul doktrin ‘demokralserdasar atas hukum’ atau
‘constitutional democracyangberimbangan dengan doktrin negara hukum yang deatislatau
‘democratische rechtsstaatlLihat juga Dennis C. MuelletConstitutional Democra¢y(Oxford:
University Press, 1996). Baca juga Mauro Capgglléhe Judicial Process in Comparative
Perspective(Oxford: Clarendon Press, 1989).
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tiga orang oleh Presiden4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusg). Hakim
konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadigang tidak
tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitudan
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejalegara;
6). Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitagkum
acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Kiuss diatur
dengan undang-undang.

Dari pasal tersebut sekiranya kemudian diperoleh yla&ni, Mahkamah
Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan ysatlgrajat dan sama tinggi
dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan ldadah Agung sama-
sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakjothciary) yang
merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan yaitu pemerintah
(executivg dan lembaga permusyawaratan-perwakildagiglaturg. Kedua
mahkamah ini walupun dalam satu organ kekuasaarakkehn, namun
mahkamah ini terpisah dan berbeda sama sekali saha lain. Mahkamah
Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pemtadan terakhir tidak
mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah d\ggseng merupakan
puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingleatara vertikal dan secara
horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, wyalingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dimgn peradilan agama, dan
lingkungan peradilan militer.

Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalaokasi kehakiman,
Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secatruktural maupun
fungsional. Untuk mendukung independensinya, bartas ketentuan Undang-
Undang, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai matagaram tersendiri,
terpisah dari mata anggaran instansi lain. Hanya, s@suai dengan hukum

administrasi yang berlaku umum, ketentuan mengerganisasi dan tata kerja



131

kesekretariat-jenderalan dan kepaniteraan serta ingdrasi kepegawaian
Mahkamah Konstitusi tetap terikat kepada peratyramndang-undangan yang
berlaku mengenai hal itu.

Mengadopsi lembaga peradilan konstitusi semisal RK dalam sistem
ketatanegaraan di berbagai negara-negara hukumrmaoderupakan hal yang
tidak terbantahkan urgensinya guna menegakkan iprinegara hukur®®
Peradilan konstitusi dalam praktik digambarkan alach konstitusi dan diterima
secara universal. Mahkamah Konstitusi Republik he$ta, dalam catatan Jimly
As-shiddigie merupakan negara yang ke 78 yang nibeElgakannya dalam
Konstitusi. Peradilan konstitusi di berbagai nedaggungsi untuk mengawato(
guard) konstitusi, agar konstitusi dilaksanakan dan diedi baik
penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warganBgherapa negara juga
memfungsikan peradilan konstitusi sebagai pelindpngtecton konstitusi.

Sejak diinkorporasikannya hak-hak asasi manusia kedalam UUD 1945 di
Negara Indonesia, selain MK RI berfungsi sebagagpeal konstitusiquardian
of constitution juga berfungsi sebagai pelindungrdtecto) hak-hak asasi
(fundamental right yang terdapat didalam konstitusi dan bahkan MK RI
berfungsi pula sebagai pengawal jalannya demoKtagrdian of democragy
Untuk lebih jelasnya fungsi MK RI tersurat dan textsdi dalam point penjelasan
UU tentang MK sebagaimana petikan penjelasannyku&Y:

"...salah satu substansi penting perubahan Undamugwy Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keharad
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yanfiuhgsi

menangani perkara tertentu di bidang ketatanegardafam
rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan sdmemanggung

186 Jimly As-Shiddigie Model-Model...op.Cit
187 Lihat Penjelasan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Mataa Konstitusi Republik
Indonesia
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jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan citada@taokrasi.
Keberadaan mahkamah konstitusi sekaligus untuk aganj
pemerintahan yang stabil, dan juga merupakan kotekisadap
pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalug yan
ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.

2. Pengujian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusidi Indonesia

Uraian pada pembahasan sebelumnya pada dasaraflamiehggambarkan
bahwa sistem pengujian konstitusional memang t@&yalta diadopsi di Indonesia.
Sistem pengujian konstitusional pada dasarnyarditiam Pasal 24 ayat (2) dan
Pasal 24 C UUD 1945. Untuk mengulas kembali kedasalptersebut, berikut
akan penulis tuliskan ulang bunyi pasalnya, padahyat (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MahkaAging
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalexgklingan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingiam
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usatmegara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Sedangkan, Pasal 24 C UUD 1945 lebih lanjut mekgata

1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tibhgka
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat funauk menguiji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenamsgann
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pemtauba
partai politik, dan memutus perselisihan tentangih@emilinan
umum; 2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan ganuatas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presideanumnut
Undang-Undang Dasar.3). Mahkamah Konstitusi mempunyai
sembilan orang anggota hakim konstitusi yang diesam oleh
Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orangehol
Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan PerwakilakyRg dan
tiga orang oleh Presiden4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusg). Hakim
konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadigang tidak
tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitudan
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejalegara;

6). Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitagkum
acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Kiuss diatur
dengan undang-undang.
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Pada dasarnya berbicara tentang sistem pengujiastiksional yang amat luas,
setidaknya akan menjadi mudah jika kita melihat ehgoelembagaan pengujian
konstitusional dan karakteristik tertentu yang Kigadalam yurisdiksi yang dimiliki
oleh suatu lembaga yang ditunjuk untuk melakukaku&saan menjalankan
pengujian konstitusional. Di Indonesia lembaga yditgnjuk itu adalah MK RI.
Kedua hal yang berkaitan dengan model pelembagaagupan konstitusional dan
karakteristiknya akan dibahas berikut ini.

Terkait model pelembagaan pengujian konstitusidmaigdasarkan pengaturan
yang terdapat didalam pasal 24 ayat (2) dan Pds@l QUD seperti uraian yang
telah diuraikan diatas, secara sederhana penylat daengatakan bahwa negara
Indonesia menganut pelembagaan model Eropa. Diatakdemikian karena
dalam pengujian konstitusional di Indonesia terkawgd ciri-ciri khusus yang
dimiliki oleh pengujian konstitusional model Eropairi khusus model lembaga
versi Eropa adalah terdapat adanya lembaga khasyspengujiannya dilakukan
secara terpusatcéntralized diluar High Court atau Mahkamah Agung di
Indonesia. Pengujian konstitusional model Eropajxdsali disebut oleh beberapa
kalangan dengan sebutafwustria Model. Tentunya model ini dipengaruhi
pemikiran Profesor hukum berkebangsaan Austriatuyklians Kelsen (oleh
karenanya ada yang menyelkelsen’s Modgl yang pencerminannya dapat
dilihat dalam Mahkamhah Konstitusi Austria yangddipsi oleh Austria kedalam
konstitusinya pada tahun 1920 dengan membeéwtnkassungsgerichtshof

Model Kelsen ini, dalam praktiknya tidak harus dwdkan kedalam
peradilan konstitusi (seperti MK RI misalnya) sedialgmbaga peradilan yang

berwenang melakukan pengujian konstitusional. Naolam model ini sangat
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tergantung pada prinsip yang dianut oleh suatu raedenisalnya prinsip
supremasi konstitusi atau prinsip supremasi pam@m®leh karenanya hal
pengujian konstitusionalnya tergantung pengatueansgbuah konstitusi, apakah
membentukspecial constitutional couratau diberikan saja kepada pengadilan
umum atau bahkan memberikan wewenang itu kepadbalgean Legislatifnya.
Akan tetapi walaupun beragam cara melembagakarsgta, hal yang perlu
dicermati adalah pilihan model pelembagaanya dglemgujian konstitusional
yang terpusat, yang tidak menghendaki adanya lganpang lain yang berhak
melakukan itu. Dalam implementasinya, lembaga vyalimnjuk konstitusi
tersebut memeriksa konstitusional atas perkara yabgjrak akan tetapi juga
dimungkinkanconcrete review, baik a posteriori reviewmaupun yang priori
review dengan putusannya yaegga omnesModel Eropa yang sangat tersusun

rapi dipraktekkan di Negara Jerm3n.

Lembaga-lembaga dalam model Eropa ini menurut Manyan dan Arne

Marjan Mavcic, memiliki ciri-ciri sebagai berikift:

a. Constitutional review is introduced under differecircumstances,
depending on the particular national sistgffdiengujian Konstitusional
diterapkan dalam keadaan yang beragam, tergant@sgngamasing
sistem yang berlaku ditiap negara);

b. Institutionally independent structures of constdaoal review located

outside the judicial branch(Badan-badan pelaksana pengujian atau

188 jhat cara pelembagaan di Jerman pada bab sebgdumn
189 G Harutyunyan dan A Mavci@he Constitutional Review, op.Cit, him. 16-20
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constitutional reviewyang bersifat independen, didirikan di luar
cabang kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Matkagung;

In the proceedings following a constitutional coaipt problems are
created by the separation of constitutional revieam the ordinary
courts dalam perkara yang menyangkconstitutional complaint
penyelesaian permasalahannya dilakukan dengan reargadakan
pemisahan antara mekanismenstitutional reviewdari mekanisme
yang berlaku di pengadilan-pengadilan biasa);

. Constitutional status (administrative and financialitonomy) is a
prerequisite for the independence of the Co(iKionstitusi memberi
jaminan (di bidang kemandirian administratif danaficial), hal iti
merupakan prasyarat utama bagi independensi lembpagadilan
konstitusi);

. A monopoly of constitutional review (specialisationconstitutional
review), the concentration of power in one institnf most often with
the power to abrogate statutes adopted by the &adinf (Sifat
monopoli dalam melakukawonstitutional reviewatau spesialisasi
dalam rangka constitutional review lebih cenderung untuk
membatalkan undang-undang yang disyahkan parlernegmslative
act);

Constitutional court judges are appointed by bodiépolitical power
(Para hakim Mahkamah Konstitusi biasanya dipilieholembaga-

lembaga politik);
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g. The special nature of the jurisdiction: decisiong &f a legal and
political nature although they may also have a pureonsultatory
function (Sifat khusus dari proses peradilan yang disejarakan
yaitu bahwa putusannya disamping bersifat yuridigaj bernuansa
politis, meskipun lembaga-lembaga mahkamah tersedbpat pula
memiliki fungsi yang murni bersifat konsultatd purely consultative
function));

h. Generally such constitutional review is repressaléjough to a minor
extent constitutional review is of a preventatiaune (Mekanisme
yang berlaku dalam rangka pengujian konstitusitemsalatas undang-
undang menurut model Austria pada umumnya berdiégrresif
meskipun untuk sebagian kecil tetap ada juga yaengifat preventif
yang diterapkan dalam praktek).

Untuk mempertegas argumen penulis, Negara Indonesiaru gaya Eropa
disebabkan karena berdasarkan Konstitusi UUD 19Bgara Indonesia
melembagakan kewenangan pengujian norma hukunedara umum ke dalam
dua kekuasaan kehakiman yang ada yaitu Mahkamabhtikiem dan Mahkamah
Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pgarg undang-undang
terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, sedangkan Maakakgung berwenang
melakukan pengujian atas produk perundang-undadgdawah UU terhadap
UU. Dua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut (MKMA) tidak memiliki
hubungan satu sama lain. Kewenangan Mahkamah Kasistang sedemikianlah
yang dapat digolongkan dalam pengujian konstitugideonstitusional revieyy

sedangkan kewenangan Mahkamah Agung dalam mergglitas perundang-
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undangan dibawah UU terhadap UU tidak merupakamguyem konstitusional
namun disebukegal reviewatau pengujian legalitasilah dalil mengapa model
pengujian konstitusional di Indonesia menganut gaypa karena menghendaki
hanya ada satu lembaga yang dapat melakukan panduajnstitusional.

Akan tetapi dalam mengadopsi model pelembagaarupandonstitusional
model Eropa, tidak secara mentah diadopsi oleh fdeffadonesia. Misalnya
memang diketahui, dalam hal pilihan model lembagamghendaki hanya satu
lembaga yang berwenang melakukan pengujian kosstital, namun disisi yang
lain objek pengujiannya dibatasi hanya pada leu¢ldgmata, dan untuk level di
bawah UU diberikan kewenanganya kepada lembagalgang

3. Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Indonesia

Karakteristik MK RI pada dasarnya dapat dilihat gpaglrisdiksi atau
wewenangnya. Pada dasarnya secara sederhana, meritelah diatur secara
eksplisit dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945. Benttasa pasal tersebut,
sehingga yang menjadi wewenang sekaligus objek ydapgat diajukan
permohonan ke MK adalah: permohonan pengujian gidadang terhadap
Undang-Undang Dasar, permohonan untuk memutus stngkewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oletangaUndang Dasar,
permohonan untuk memutus pembubaran partai pofsgmohonan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan phonan untuk memberikan
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mandagaan pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Ugrtlandang Dasar. Atas lima
(5) hal itu, permohonan pengujian undang-undanpatlap Undang-Undang

Dasar (wewenang pengujian konstitusional norma m)ladalah hal yang paling



138

domain dilakukan oleh MK RI disbanding wewenang gydain (wewenang
penilaian kesesuaian tindakan tertentu terhadagtikosi).

Hal ini didasarkan pada fakta sejak dibentuk pa@l&dustus 2003 hingga
awal Juli 2011, Mahkamah Konstitusi telah meneripggrmohonan perkara
sejumlah 840 permohonan dengan rincian 372 pernash@engujian undang-
undang terhadap UUD 1945, 15 permohonan sengketan@mngan antarlembaga
negara, 116 permohonan perselisihan hasil pemilinamm tingkat nasional, dan
337 permohonan perselisihan hasil pemilihan kegaéah. Adapun dari seluruh
perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusl, g&mohonan telah diputus

sampai dengan awal Juli 203% Berikut analisis wewenang yang dimiliki MK.
a. Wewenang Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

Wewenang ini merupakan tugas yang paling penthingga menyita banyak
waktu Mahkamah Konstitusi dan juga tidak ketinggafmra peneliti maupun
akademisi ilmu hukum tata negara dalam berbagaelp@mnya. Pengujian
norma hukum diarahkan pada pengujian undang-undantadap Undang-
Undang Dasar. Pengujian atas Undang-Undang dilakdkagan tolok ukur atau
batu uji Undang-Undang Dasar.

Sejarah pengujian norma hukum dalam perspektittusstmengalami fase
sejarah yang panjang dan dapat dikatakan dimulak seasusMarbury Vs

Madisonketika Mahkamah Agung Amerika Serikat dipimpintol@®hn Marshall

10 | jhat Maria Farida Indrati“Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguatkan Pyrsi
prinsip Demokrasi di Indonesia’makalah disampaikan pada Simposium InternasioNabéara
Demokrasi Konstitusional”, yang diselenggarakananelrangka ulang tahun ke-8 Mahkamah
Konstitusi RI, Jakarta, Selasa 12 Juli 2011.
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pada tahun 1833". Sejak itu, ide pengujian UU menjadi populer dacasa luas
didiskusikan dimana-maf&

Ide judicial reviewyang muncul di Amerika Serikat, secara sederhapatd
dikatakan mempengaruhihe fouding fatherdndonesia dalam Sidang BPUPKI
tanggal 15 Juli 1945 yang mendikusikannya secaradalam tentang UUD.
Tatkala itu misalnya Muhammad Yamin yang pertanmalsenengusulkan agar
MA diberi kewenangan untuk “... membanding undangaumud..”, demikian
istlah Muhammad Yamin ketika ite?. Akan tetapi, ide ini ditolak oleh Soepomo
karena dinilai tidak sesuai dengan paradigma yalai tdisepekati dalam rangka
penyusunan UUD 1945, yaitu bahwa UUD Indonesia ntanganut sistem
supremasi MPR dan tidak menganut ajaréas politica Montesquieu, sehingga
tidak memungkinkan ide pengujian UU dapat diadapsike dalam UUD
1945* Setelah UUD 1945 mengalami perubahan 4 kali, figmeal pemikiran
yang terkandung di dalamnya jelas sudah berubadwasenendasar. Sekarang,
UUD 1945 tidak lagi mengenal prinsip supremasigradn seperti sebelumnya.
Oleh karena itu, semua argumen yang dipakai ole&p&uoo untuk menolak ide
pengujian undang-undang seperti tergambar di d&@agasa ini, telah mengalami
perubahan, sehingga fungsi pengujian undang-undangtidak dapat lagi
dihindari dari penerapannya dalam sistem ketatamagalndonesia di bawah

UUD 1945.

1 Untuk uraian lengkap mengenai kasus ini lihat BepfR.Stone, et.al Constitutional
Law, 2" edition, (Boston-Toronto-London: Little, Brown ai@b., 1991) him. 21-44.ihat juga
Robert H. Borck, ie Tempting of America: The Political Seductiorthef Law, (London: The
Free Press, Macmillan, 1990), him. 20-28.

192 Baca juga perdebatan tentang pandangan John Maishadalam John Hart Ely
Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Revi@avard: Harvard College, Cet 1V,2002).

193 Republik IndonesiaRisalah Sidang BPUPKI dan PPKI 26 Mei 1945 — 22 gigsi 1945
Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995, him.295.

%% Ibid., him 303-306.
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Di Indonesia diatur, bahwa Menguji UU terhadap UdBpat dilakukan
secara materil dan formil. Pengujian materiel megkat pengujian atas materi
UU, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagiamamdari UU yang
bersangkutan bertentangan dengan ketentuan manbddBr Yang diuji dapat
terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kalimat ataupun ata kdalam UU yang
bersangkutan. Sedangkan pengujian formil adalalgy@am mengenai proses
pembentukan UU tersebut menjadi UU apakah telahgiketn prosedur yang
berlaku atau tidak.

Pengujian formil secara singkat diatur di dalamap&d ayat (3) huruf a UU
Tentang MK, yang menyatakan pemohon wajib menganadengan jelas bahwa
“ Pembentukan Undang-undang tidak memenuhi ketenteadasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 194%ngujian secara formil
akan dilakukan pengujian atas dasar kewenangamdaéambentukan UU dan
prosedur yang harus ditempuh dari tahap draftimgpsa dengan pengumuman
dalam lembaran negara yang harus memenuhi keteypdungnberlaku untuk itu.

Lebih lanjut pengujian formil diatur didalam Peratn MK. Menurut
Peraturan MK No 01/PMK/ 2005 Tentang Pedoman BesaPangujian Undang-
Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repuldidkhesia 1945 Pasal
4 angka 3, Pengujian formil adalah pengujian undardang berkenaan dengan
bentuk pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidaiknasuk pengujian materiil
sebagaimana dimaksud ayat (2).

Konsekuensi dari pengujian formil demikian apapgamohonan diterima dan
pembentukan undang-undang dipandang terbukti iartgan dengan UUD 1945

maka undang-undang yang dimohonkan pengujian tersekan dinyatakan
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bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undangutedsnyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keselaruha

Pengujian materiil menurut Peraturan MK No 01/PMR0O05 Tentang
Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang Terhaddpng-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, dalam Pasal 4 adgkanyatakan pengujian
materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatalana
ayat, pasal dan /atau bagian UU yang dianggap bategan dengan UUD 1945.

Konsekuensi dari pengujian materiil demikian apalpérmohonan diterima
dan menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan kdgian undang-undang
bertentangan dengan UUD 1945 maka materi muatdan@agal, dan /atau bagian
undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebah aknyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undangr,Dpada dasarnya
mengikuti paradigma pemikiran tentang pengujianma@othukum yang secara
umum telah dikenal. Dalam praktek, dikenal adanga macam norma hukum
yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagam control mechanism
(mekanisme pengendalian norma hukum), ygiertama keputusan normatif
yang berisi dan bersifat pengaturaagglling); kedua keputusan normatif yang
berisi dan bersifat penetapan administratif; &8atiga keputusan normatif yang
berisi dan bersifat penghakimarjudgmen} yang biasa disebut vori&
Pengujian-pengujian ini perlu dilakukan untuk meajasuperioritas konstitusi
dalam negara hukum. Bahkan di era modern dan desiokni, pengujian

konstitusional terus berkembang. Pada umumnya nsrkanni diterima sebagai

195 ihat pasal 57 ayat (1) UU No 24 tahun 2003 Temtsli.
1% Lihat Jimly As-shiddigie,Hukum Acara Pengujian Undang-Undan@et:ll, (Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamahtkiasis2006), him.98
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cara negara hukum modern mengendalikan dan menggni@cenderungan
kekuasaan yang ada di genggaman para pejabat p&han untuk menjadi
sewenang-wenarny’

Pengujian yang dilakukan oleh MK RI pada dasarngaupakan hal yang
pertama yakni, hanya menguji keputusan normatifgyderisi dan bersifat
pengaturanrégelling), dan lebih spesifiknya yang diuji adalah Undangang.
Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu rlgdé&kan yaitu adanya
pembatasan dalam hal objek yang dapat diperikbek@ya adalah UU dan
bukan atas rancangan UU seperti yang dikenal daieBerancis. Oleh karena
itu, terkait waktu atas objek yang dapat diuji bersifat dan masyhur disebiat
posteriori’, yang secara sederhana dapat dikatakan setelaltuUdisyahkan,
Sedangkan gaya Negara Perancis itu biasa disabpidr’, karena pengujianya
dilakukan sebelum UU disyahkan. Setelah ditemukdenga pembatasan atas
objek yakni atas UU, kemudian juga didapati tidaknga UU dapat diuji, hanya
UU yang dalam pembentukan dan substansinya melakggatitusi yang dapat
diajukan ke MK. Pengujian yang disandarkan padabeetukan dan substansi ini
dikenal dengan istilahbstract reviendan bukarconcrete reviewOleh sebab itu
pengujian yang dilakukan di Indonesia lebih spksifa secara teoritis bersifat
“a posteriori on abstract review”

Untuk dapat akses ke Mahkamah Konstitusi, diatmtateg kedudukan
hukum (egal standiny yang mencakup syarat formal sebagaimana
ditentukan dalam UU, dan syarat materiil yaitkerugian hak atau

kewenangan konstitusional dengan berlakunya Uldng dimohonkan

197 |ihat: Michael Supperstone QC and James GoQ@iie Judicial Review (London:
Butterworths,1992), HIm.22
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pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pagalayat (1) UU Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagakuierPemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan itudgimstalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masibphdhn sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Meg&esatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undandany;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No@brTahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lebih lanjubgin ketentuan yang sama
dalam Pasal 3 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang PedonBeracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang. Jimly Asshiddimiengemukakan tiga
syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudik&um (legal standing)
pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUDBlalikamah Konstitusi,
yaitu:

Keempat pihak atau subyek hukum tersebut atias

(perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum , atadan

hukum publik atau privat, dan lembaga negan@ertama-tama
haruslah terlebih dahulu membuktikan identitasngilai memang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pa%alUU

Nomor 24 Tahun 2003 tersebut. Kedua, pihakngya
bersangkutan  haruslah membuktikan bahwa dirinyanang

mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewgaa-

kewenangan tertentu yang ditentukan dalam Undardghn

Dasar 1945. Ketiga, hak-hak atau kewenangan kaosstital

dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh lkenya

Undang-Undang yang bersangkutan.
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b. Sengketa kewenangan antar Lembaga Negara

Wewenang ini disebut sebagai wewenang memutus sendgewenangan
antar lembaga negara yang kewenangannya diberikdh Hal ini dapat dilihat
dari dua sudut pandari® Yaitu sudut pandang subjelsupjektij dan objek
(objektif). Sudut pandang subjek cenderung mendekatinya stahiit pandang
lembaga negaranya. Dari sudut ini, yang dipersoadiga yang dimaksudkan oleh
Undang-Undang Dasar dengan katambaga negara” dan badan atau institusi
apa saja yang dapat disebut sebagai lembaga resyaedi yang dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar? Untuk menjawab pertanyaaafpe@dn ini, orang
seringkali tidak dapat keluar dari paradigma lareikk Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diulyalty bahwa pengertian
lembaga negara hanya dikaitkan dengan penger@dalak perlengkapan negara
yang menjalankan fungsi-fungsi legislatif, ekselkutian judikatif yang biasa
dikenal selama ini dengan istilah lembaga tinggi léanbaga tertinggi negara.

Sedangkan pada sudut pandang objek, yang dipeasodikkan subjek
kelembagaannya tetapi objek kewenangan yang dipgketakan, vyaitu
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Datar disebut sebagai
kewenangan konstitusional. Artinya, sejauh berkendangan kewenangan-
kewenangan yang diberikan oleh UUD kepada orgaarorgang disebutkan
dalam UUD, apabila timbul persengketaan dalam pgalakannya oleh lembaga-
lembaga atau antar lembaga-lembaga yang dimaksuwttdam UUD itu, maka

Mahkamah Konstitusilah yang dianggap paling taha apaksud konstitusi

198 | ihat Jimly Asshidigie Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketajaraan
Indonesiamakalah diperoleh dari www.jimly.com, diakses taagjNovember 2010.
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memberikan kewenangan-kewenangan tersebut kepadzada yang mana di
antara yang bersengketa.

Cara pandang demikian akan mudah bagi kita memalemniiaga-lembaga
apa saja yang disebut dalam UUD dan kewenanganrd@gan apa saja yang
diberikan kepadanya oleh UUD. Jika ternyata add&ga yang namanya disebut
dalam UUD, tetapi kewenangannya tidak secara edtsgdltentukan dalam UUD,
melainkan hanya dikatakan akan diatur dalam UUariekewenangan lembaga
tersebut tidak diberikan oleh UUD, melainkan oled. Bahkan ada pula seperti
Komisi Pemilihan Umum, yang ditentukan dalam P&2E ayat (5) UUD
sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tetapi idiéngan huruf kecil,
sehingga penamaan resminya dan juga rincian kewanaga diatur dan
diberikan oleh UU, bukan oleh UUD. Hal yang samagds Bank Indonesia,
yang di dalam Pasal 23D tidak ditegaskan namanyalainkan hanya
menyatakan*Negara memiliki suatu bank central yang susunaadudukan,
kewenangan, tanggungjawab, dan independensiya,urdidengan undang-
undang”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa ngeaa nama dan
kewenangan bank central itu diatur oleh UU buka & UD.

Sebaliknya, Tentara Nasional Indonesia dan KepwligNegara Republik
Indonesia sama-sama disebut namanya dan pembagveen&ngannya dalam
Pasal 30 UUD 1945. Jika dalam pelaksanaannya tipéxgengketaan pendapat
diantara keduanya, siapakah yang harus memutustbdanya tidak lain adalah
Mahkamah Konstitusi yang secara juridis dikonstikés sebagai lembaga yang
paling tahu maksud UUD menentukan pengaturan tgntgembagian

kewenangan di antara keduanya. Meskipun TNI dan FGielama ini tidak
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dipahami sebagai lembaga “tinggi” negara dalam eeian yang lazim, tetapi
keduanya bukanlah lembaga di luar Negara, melaiakiatah “lembaga negara”

(state orgai yang kewenangannya ditentukan dalam dan dibeolemUUD.

c. Memutuskan Perselisihan hasil Pemilihan Umum

Ketentuan pasal 74 ayat (1) huruf a,b dan ¢ UU Bld@@hun 2003 Tentang
MK menyebutkan pemohon perkara perselisihnan hasiilhan umum adalah :
a). Perorangan warga Negara Indonesia calon an@gotan Perwakilan Daerah
peserta pemilihan umum; b). Pasangan calon Preslideriatau Wakil Presiden
peserta pemilihan umum Presiden dan /atau WakdidRrr; dan c). Partai politik
peserta pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilimaom bertujuan untuk
memilih presiden dan wakil presiden, anggota DeRarwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Preisden dan Wakil PresidenDiaman Perwakilan Rakyat
Daerah. Peserta Pemilihan Umum itu ada tiga, yditupasangan calon
presiden/wakil presiden, (ii) partai politik pesegemilihan umum anggota DPR
dan DPRD, dan (iii) perorangan calon anggota Delamvakilan Daerah (DPD).
Sedangkan penyelenggara pemilihan umum adalah Kdpemilihan Umum
(KPU) yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilibamum (PANWASLU).
Apabila timbul perselisihan pendapat antara pesgetailihan umum dengan
penyelenggara pemilihan umum, dan perselisihantidkak dapat diselesaikan
sendiri oleh para pihak, maka hal itu dapat disékes melalui proses peradilan
di Mahkamah Konstitusi.

Yang menjadi persoalan yang diselesaikan di MahkaKanstitusi adalah

soal perselisihan perhitungan perolehan suara pemilumum yang telah
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ditetapkan dan diumumkan secara nasional oleh Kde@milihan Umum, dan
selisih perolehan suara dimaksud berpengaruh taphkagrsi yang diperebutkan.
Jika terbukti bahwa selisih peroleh suara tersdiolatk berpengaruh terhadap
peroleh kursi yang diperebutkan, maka perkara g@amghonkan akan dinyatakan
tidak dapat diterimanfet ontvankelijk verklaand Jika selisih yang dimaksud
memang berpengaruh, dan bukti-bukti yang diajukaat klan beralasan, maka
permohonan dikabulkan dan perolehan suara yangr bditetapkan oleh
Mahkamah Konstitusi sehingga perolehan kursi yapgrdbutkan akan jatuh ke
tangan pemohon yang permohonannya dikabulkan. i8eya) jika permohonan
tersebut tidak beralasan atau dalil-dalil yang ukian tidak terbukti, maka
permohonan pemohon akan ditolak. Ketentuan-ketantlgamikian itu berlaku
baik untuk pemilihan anggota DPR, pemilihan angda®d, pemilihan anggota
DPRD (kabupaten/kota ataupun provinsi), maupun kuggemilihan pasangan

calon presiden dan calon wakil presiden (caprespees).

d. Memutuskan Pembubaran Partai Politik

Kewenangan memutus pembubaran partai politik pagardya merupakan
ketentuan yang multitafsir, karena secara normatiwenang ini kurang didukung
oleh perangkat hukum yang memadahi. Terlebih-l¢lniak adanya ketentuan
konstitusional yang secara tegas mengatur bagaimemr@amembubarkan partai
politik oleh MK menurut UUD 1945 atau aturan turogpa. Idealnya ketentuan
yang mengatur masalah ini adalah ketentuan yangstikasionalnya dan
parameter yang jelas diatur dalam UUD 1945. Legiinding atas pembubaran
partai politik lebih sempit dibanding wewenang MK Yang lain, karena yang

memiliki standing hanyalah pemerintah. Dalam pas@h UU MK yang
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dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat dakmnhpemerintah pusat
adalah sebagai satu kesatuan organisasi dibawamkapinan seorang Presiden.

Undang-undang No 31 tahun 2002 tentang partaiilbalalam bab Xl pasal
20 menyebutkan bahwa salah satu cara bubarnyai patiak yaitu apabila
dibubarkan oleh MK RI. Akan tetapi terdapat inketensi peraturan dengan UU
tentang MK. Pada pasal 16 UU Tentang Partai Pofitikalnya menentukan
bahwa "Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuandang-undang ini
diajukan melalui Pengadilan Negeri yang hanya dagajukan upaya hukum
kasasi”. Tentu perkara partai politik yang berkenaan dendbdl tentang Partai
Politik adalah juga mengandung dan menyangkut raasdkeology, asas, tujuan
yang bertentangan dengan UUD 1945, yang hal tereigat diatur dalam UU
tentang MK khususnya pasal 68 ayat (2).

Kebebeasan Partai politik dan berpartai adalah ioekebebasan berserikat
yang dijamin dalam Pasal 28 jo Pasal 28E ayat (R)adg-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena ituagetrang, sesuai ketentuan
Undang-Undang bebas mendirikan dan ikut serta d&legnatan partai politik.
Karena itu, pembubaran partai politik bukan olelygmta partai politik yang
bersangkutan merupakan tindakan yang bertentangagad konstitusi atau
inkonstitusional. Untuk menjamin perlindungan teldya prinsip kebebasan
berserikat itulah maka disediakan mekanisme bahaabpbaran suatu partai
politik haruslah ditempuh melalui prosedur peradilkonstitusi. Dengan
mekanisme ini, dapat pula dihindarkan timbulnyaalgefimana penguasa politik

yang memenangkan pemilihan umum memberangus paotdik yang kalah
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pemilihan umum dalam rangka persaingan yang tidaltsmenjelang pemilihan

umum tahap berikutnya.
e. ImpeachmentPresiden dan/ atau Wakil Presiden

Pembahasanimpeachmenntatau pema’zulan akan dimulai dari kata
impeachmentyang akhir-akhir ini menghiasi berbagai media raasaik cetak
maupun elektronik. Bahkan dalam hampir setiap dksno yang terjadi akhir-
akhir ini kata-kata yang paling sering diteriakkatalah fmpeachSBY” atau
"impeach Boediono”. Kondisi itu tentunya dipicu oleh masala
pertanggunjawaban kedua tokoh tersebut terkait atemkgbijakanbailout bank
Century yang diduga merugikan keuangan negara &ebés/ triliun.
Impeachmentmemang terkait dengan pertanggunjawaban Presitden \@akil
Presiden. Namun, di kalangan masayarakat awam a&dalakan persepsi
mengenaiimpeachment Kata impeachmentdimaknai sebagai pemberhentian
Presiden atau Wakil Presiden dari jabatannya. Pamah ini jelas keliru,
sebenarnya yang dimaksud dengapeachmentadalah tuduhan atau dakwaan.
Sehinggaimpeachmeniebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak imest
berakhir dengan berhenti atau turunnya Presidan @@gbat tinggi negara lain
dari jabatannya®

Setelah amandemen UUD 1945 regulasi mengema@achmentliatur dalam
pasal 7A dan 7B. Pasal 7A menyatakdrésiden dan/atau Wakli Presiden dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atasl uDPR,...".

Kemudian dalam pasal 7B dikatakabdsul pemberhentian Presiden dan/atau

199 Jimly Asshiddigie,Impeachmentdalam http://www.celi.com, diakses tanggal 25 Oktob
2010.
20| ebih lengkapnya lihat pasal 7A UUD 1945 setelatupahan.
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Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MRRyh dengan terlebih
dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Kasstuntuk memeriksa,
mengadili dan memutus pendapat DPR..2%"Ketentuan ini memperlihatkan
bahwa prosesnpeachmentersebut tidakpure proses politik golitical process.
Impeachmenbermula dari proses politik di DPR, kemudian psosekum di MK
dan berakhir pada proses politik lagi di MPR. Dengmikianimpeachment

yang diadopsi UUD 1945 setelah perubahan merupgkbnngan (kolaborasi)

proses politik dan proses hukuhagal procesy

21 ebih lengkapnya lihat pasal 7B UUD 1945 setelatupahan.
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BAB IV
AKSES INDIVIDUAL KE MAHKAMAH KONSTITUSI DI JERMAN D AN
INDONESIA
A. Akses Individual Ke Peradilan Konstitusi
Kedudukan akses individual dalam sistem pengujiaonsttusional
ditempatkan sebagai salah satu elemen pokok kuemukisesan dibalik proses
pelaksanaan pengujian konstitusional. Sehingga kéeana itu, peran individu
sangat penting dalam rangka mewujudkan prinsip esogsi konstitusi dan
mempertahankan hak-hak dasar manusia (warga neggrada maksimal dalam
Konstitusinya di suatu negara.
Pada waktu bersamaan, dalam seluruh proses melaperaidangan yang
dijalankan oleh suatu Mahkamah Konstitusi di bedbatggara, secara umum
kecenderunganya mempunyai sifat proses yang dasulktau dimohonkan

(juridiccion voluntaria)?®?

Hal ini pada prinsipnya mengandung maksud bahwa,
Mahkamah Konstitusi tidak bisa sendiri melakukaasps pengujian. Sehingga
sebagai suatu sistem, dalam pelaksanaan penguojestitkisional, biasanya diatur
siapa saja yang tergolong dalam para pihak (penmokiang dapat akses ke
Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya seperti yang telah di uraiakan gadbBpenulisan iniacces to

constitutional revievatau akses untuk melakukan pengujian konstitukiditzagi

292 Arne Marjan Mavcic,ndividual Complaint As A Domestic Remedy To bealsted or
Effective with Meaning of the EHCR (Comparativel &lovenia AspectR011, artikel diunduh
dari http://www.concourts.net
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kedalam dua hal yakniirect dan indirect acces.Untuk lebih jelasnya kita

pahami uraian berikif?
Indirect access means that any individual qoaesteaches the
constitutional court for adjudication through thetérmediary of
another body, whereas direct access compriseseglall means
given to individuals to directly petition the cdtigional court
without the intervention of a third bod$: (Akses tidak langsung
berarti bahwa setiap pertanyaan individu (klaim) noapai
mahkamah konstitusi untuk ajudikasi melalui pena#a suatu
lembaga, sedangkan akses langsung terdiri dari ssesavana
hukum vyang diberikan kepada individu untuk langsung
mengajukan petisi kepada pengadilan konstitusiotehpa
intervensi dari tubuh ketiga).

Berbicara mengenai akses pada umumnya, secara lahsung pada
dasarnya sama halnya dengan kita mempelajari damahemi tentandlegal
standing”. Standingdalam Black’s Law Dictionarylisebut sebagatanding to
sue, yang diartikan sebagaf’A party’s right to make a legal claim eek
judicial enforcement of a dutybor righ{Para Pihak yang memiliki hak atau
dasar untuk mengajukan suatu tuntutan hukurff> pan pihak yang dimaksud
dalam penulisan ini adalah para individu yang mémidak untuk mengajukan
tuntutan hukum atas hak-hak dasarnya yang telangiiar oleh tindakan hukum
tertentu.

Dalam perspektif perbandingan pengujian konstitudio Ginsburg pernah

menekankan suatu hal tentang akses untuk dapatkamgjya sebuakhclaim”

atau tuntutan ke Peradilan Konstitusi, dan hal iazim pula disebut

203 G, Harutyunyan, et.atDraft Study on Individual Acces to Constitutionhistice”, op.cit,
him, 16.

2% |pid

25 Bryan A. Garner, ed.Black’'s Law Dictionary 9th edition, (St Paul, MN: Thomson
Reuters, 2009), hal. 1536.
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“standing”.?*® Pada praktiknya di berbagai negara, ada dijumpaiustatanan
sistem pengujian konstitusional yang mengatur dateyhatas untuk akses ke
Peradilan Konstitusi dan ada juga yang mengatugataluas. Dalam hal ini
Ginsburg menyatakai€onstitutional review sistems differ widely on theestion
of who is allowed to bring a claim, a concept knoag“standing.” One can
array access to the court on a spectrum from vemnytéd access to very wide
accesgqSistem pengujian konstitusional membedakan sgeks atas pertanyaan
tentang siapa yang diperkenankan mengajukan klpgnmohonan pengujian),
yang dalam hal ini konsepnya dapat disélstanding”. Salah satu tatanan ada
yang mengatur akses dengan sangat terbatas datayamga ada yang mengatur
perihal akses yang Iud¥. Oleh karenanya untuk melihat bagaimana peran dan
kedudukan akses individual itu dalam perspektibpadingan, diperlukan suatu
kajian dengan jalan melihat hal tentaragqe$ akses di dalam pengaturannya
yang ada pada hukum positif yang berlaku di suagara yang dikehendaki.
B. Pengaturan Akses Individual ke Peradilan Konstitusidi Jerman dan
Indonesia

Uraian pada point ini pada dasarnya merupakan jawaltas rumusan masalah
yang pertama yakni tentang, bagaimana pengaturses éddée Mahkamah Konstitusi
dalam sistem pengujian konstitusional di Indonesia Jerman?. Mengkaji tentang
"pengaturan” pada umumnya, akan menjadi tepat kijgan itu diarahkan dengan
jalan mengkaji tentang aturan yang ada didalam mmukwositif yang berlaku dan

mengkaji pula tentang alasan filosofis yang mend&saeradaan pengaturannya.

2% Tom Ginsburg, Comparative Constitutional Review, artikel diunduh dari
www.constitutionmaking.org/files/constitutional_iew.pdf
207 {|Ai
Ibid



154

Secara garis besar pengaturan (norma hukum) teratksgs individual untuk
dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusiedinan dan Indonesia bisa
dijumpai dalam Konstitusinya (di Jerman diatur daBasic Law 1949, sedangkan di
Indonesia diatur didalam UUD 1945) dan UU organdgk Jerman diatur dalam
FCCA, sedangkan di Indonesia diatur dalam UU tentdMK) yang mengatur
keberadaan sistem pengujian konstitusional dan kfabhk Konstitusinya.

1. Pengaturan Akses Individual ke Peradilan Konstitusidi Jerman

Perihal akses individual baik secara langsung mawgaeara tidak langsung ke
Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dapat dijumpéand Basic Law 1949dan
FCCA seperti yang telah diuraikan pada uraian 8illblaUntuk lebih jelasnya, tabel
berikut akan memberikan pemahaman yang lebih tgni@kses individual ke

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman .

Tabel 5
Pengaturan Akses Individual di Jerman
Mekanisme Standing Pengaturan dalam Akses
Basic Lawatau
FCCA

Constitutional | Any Persor(setiap | Article 93 (1), (4 a) | Individual direct
Complaint orang) Basic Law 1949 acces

danArticle 90 (1)

FCCA.
Concerete ordinary court Article 100 (1) Individual
Judicial (Pengadilan Biasa) | Basic Law 1949 indirect acces
Review Dan Atrticle 80

FCCA

Request for | AnggotaBundestag | Article 32 UU Bukan Individual
Temporary atauBundesrat FCCA Acces
Injuction
Disputes “the governmental | 93 (1) [1]Basic Bukan Individual
between organ’ (Presiden Law 1949 Acces
Federal Federal Bundesrat,
Organs Federal government,

Bundestay
Abstract Pemerintah Federal, | Article 93 (1) [2] Bukan Individual
Judicial Pemerintah Negara | the Basic Law dan | Acces
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Review bagian dan 1/3 Article 13 (6)
AnggotaBundestag | FCCA

Federal State | Pemerintah Negara | Article 93 (1) [3] Bukan Individual
Conflict Bagian dan dan84 (4) Basic Acces
Pemerintah Federal | Law

Berdasarkan pada tabel 5 diatas, perihal aksesidiidi dapat digambarkan
secara jelas bahwa akses individual memperoleh aemptuk dapat mengajukan
pengujian di Mahkamah Konstitusi Federal Jermaralaetiua mekanisme, yaitu: (i).
direct acces melalui mekanisme constitutional complaint atau pengaduan
konstitusional; dan (ii).indirect accesmelalui mekanismeconcrete reviewatau
pengujianudicial secara konkrit.

a. Pengaduan Konstitusional Constitutional Complain}

Dasar yuridis bagi akses individual untuk dapat ggemakan mekanisme
pengaduan konstitusional ke Mahkamah KonstituseF@derman adalafwrticle 93
(4 a) Basic Law 1949ang menyatakan bahwan constitutional complaints, which
may be filed byny personalleging that one of his basic rights or one of hights
under paragraph (4) of Article 20 or under Artic38, 38, 101, 103 or 104 has been
infringed by public authorityBerdasarkan pada Pasal 93 ayat 4 a tersebutapebe
hal yang dapat digali adalah bahwa setiap orangatdapemasukkan keluhan
inkonstitusionalitas jika hak dasarnya atau saéh Baknya yang telah diatur dalam
KonstitusiBasic Law(yakni Pasal 20 (4) atau Pasal 33, 38, 101, 183 Rasal 104)
telah dilanggar oleh ‘"otoritas publik” dalam pemyglgaraan negara dan
pemerintahan. Di Jerman pengaduan konstiitusionaistilahkan dengan
‘verfassungbechwarde’.

Lebih lanjut pengaturan tentang pengaduan konsiitakini diatur dalam Pasal

90 FCCA yang menyatakan:
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(2). Any person who claims that one of his bagyhts or one of
his rights under Articles 20 (4), 33, 38, 101, 1&8 104 of the
Basic Law has been violated by public authority ni@gge a
constitutional complaint with the Federal Constidumial Court.

(2). If legal action against the violation is adsilde, the
constitutional complaint may not be lodged untilramedies have
been exhausted. However, the Federal Constituti@airt may
decide immediately on a constitutional complainiged before all
remedies have been exhausted if it is of genetavaace or if
recourse to other courts first would entail a seso and
unavoidable disadvantage for the complainant.

Oleh karena itu, berdasarkan pada pdstitle 93 (4 a) Basic Law 194%an
pasal 90 FCCA tersebut, ada dua hal mendasar waafokt diajukannya pengaduan
konstitusional, yaitupertama,adanya hak dasar atau salah satu hak individu yang
diatur dalam KonstitusBasic Law(yakni Pasal 20 (4) atau Pasal 33, 38, 101, 103
atau Pasal 104) telah dilanggar oleh "otoritas ipyblkedua, mekanisme ini
mengharuskan individu untuk menggunakan terlebifullamekanisme yang tersedia
sampai memang benar-benar mekanisme yang terstakadbpat digunakafif legal
action against the violation is admissible, the st@ational complaint may not be
lodged until all remedies have been exhaustéd.

Menurut Donald Kommer yang dimaksud “otoritas pkibéidalah seluruh tidakan
pemerintah baik Federal maupun negara bagian,atidala juga termasuk putusan
pengadilan, tindakan administrasi dan tidakan letiy® dalam pembentukan suatu

perturan perundang-undangan. Donald Kommer dalaminhamenyatakan:The

Public authority clause of Article 93 (1) [4a] pels constitutional complaint to be

208 Akan tetapi walaupun sedemikian, individu dapga $angsung menggunakan mekanisme
ini untuk mengadu secara langsung ke MK, jikalaumiaueg kerugian individu itu memang serius
membahayakan hak-hak yang bersangkutan. Lihat P@sglat 2 FCCA.
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brought againsainy governmental action, including judicial decrssp administrative
decrees and legislative atf

Pengaduan konstitusional dalam catatan sejaramlarksuatu hal yang baru di
Jerman. Akan tetapi, jauh hari sebelBasic Law 194%lilahirkan perihal pengaduan
konstitusional itu telah ada. Lebih tepatnya mehutwne Mavcic pengaduan
konstitusional telah muncul sejak abad ke*f5walaupun sedemikian, memang
mekanisme ini efektif baru berjalan bagi sistematategaraan Jerman setelah
diadopsinya Konstitudasic Law 1949

Di Negara Jerman, kemungkinan bagi seorang indivichiuk langsung
mengakses Mahkamah Konstitusi untuk melindungi trelk-dasar dengan melalui
mekanisme ini, konsisten dan sejalan dengan semangam (general spirit) dari
Konstitusi Jerman sendfit? Semangat umum vyang dibangun itu adalah
diletakkannya pada posisi yang sentral akan mdrtaiamusia dan hak-hak dasar
pada konstitusinya. Hal sedemikian dimaksudkankunmtencegah terjadinya kembali
pelanggaran hak asasi manusia yang sangat tragggogsnah dialami negara ini baik
pada rezim kekuasaan Nazi maupun selama perang bleriangsung-

Lebih lanjut berkaitan dengan semangat umum akagyaumelindungi hak asasi
manusia itu, di Jerman misalnya dapat dilihat padecle 1 the Basic Lawyang
secara garis besar membahas dan mengatur tedtangn dignity — Human rights—

Legally binding force of basic rightartikel ini berbunyi:

29 Donald. P Komer dan Rusell A MilleFhe Constitutional Jurisprudence.op.Cit.him.12.
Lihat pula Gotthard WohrmaniThe Federal Constitutional Court:the Introductjcartikel dapat
dilihat dalam_www.iuscomp.org/gla/literature/Inbfgghtm. Lihat pula pada Herman Schwartz,
the Struggle for the Constitutional Justice Post-Communist Europ€hicago: University of
Chicago Press (2000), him.. 34-35.

29 Arne Mavcic,Individual Complaint...pp.cit, him.5

21 Gianluca GentiliA Comparison .,.op.Cit, him. 9.

12 |pid.
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1) Human dignity shall be inviolable. To respect amdtgct it shall be
the duty of all state authority; (2) The German jpleotherefore
acknowledge inviolable and inalienable human rsgas the basis
of every community, of peace and of justice invibdd; (3) The
following basic rights shall bind the legislatutée executive and
the judiciary as directly applicable law.

Dalam article 1 tersebut, beberapa hal penting dan fundamentad ykpat
diambil adalahpertama, martabat manusia tidak dapat diganggu gugat t&dn o
karena itu untuk menghormati dan melindungi mattabanusia menjadi tugas
dari seluruh otoritas negaikedua Orang-orang Jerman oleh karena itu mengakui
hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugattidak dapat dicabut
sebagai dasar Negara untuk turut serta menciptaé&etamaian dan keadilan di

dunia; danketiga, Hak-hak dasar itu mengikat legislatif, eksekutihdyudikatif

sebagai hukum yang dapat diterapkan secara langSuing

Pengaduan konstitusinal ini berbeda dendha popular complaint (actio
popularis) yang dikenal di Spanyol pada tataran pelaksanadmana untuk bisa
mengajukan actio popularis ini di Spanyol merupakanegal standing dari
ombudpersomtauombudsman™

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mendengar guiragn konstitusional
yang digunakan untuk melawan tindakan otoritas ikung melanggar hak-hak
dasar individu ini merupakan tujuan utama dari giéaa konstitusi dalam golongan
Kelsen’s modelOleh karena itu, sarana ini lebih utamanya sefdasofis digunakan

untuk melindungi secara maksimal akan hak asasiisiaft>

23 Artikel | ini akan tepat apabila dikaitkan dengatikel 2 basic law yang membahas
tentangpersonal freedom

1% |pid.

25 Herman Schwartz, loc.Cit, lihat pula, Alec Storfweet, Politics of Constitutional
Review of Legislation in France and Eurppaternational Journal of Constitutional Law, Vol
5, Issue 1, pp. 69-92, 2007, him. 85.
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Menurut Jutta Limbach, dari mekanismsenstitutional complaintini ada dua
pelajaran utama yang dapat dipetik. Dalam halutteJLimbach menyatakan:
Mechanism of individual complaint carries the edtipnal function
that is important in two respects: On the one hamddeveloping the
skills of individuals to be active and not to t@ler the abuse on the
part of the public authorities, it contribute® the formation of
the society the members of which know theights. On the
other hand, through the mechanism of ividdal complaints
the constitutional court gives lessons to fgblic authorities on
human rights protection and by redressing atiohs serves as a
deterrent from future human rights abuses. tms way, the
constitutional court breaks with the authoritariamaditions and
outlines the principles of the free and democraiie-of-law state*®
Dua hal yang dapat diambil dari adanya mekanismeadalah pertama untuk
menyadarkan individu untuk lebih mengetahui akak-lek dasarnya dakedua
untuk memberikan pelajaran dan mengingatkan kepaoldtas publik agar tidak
melanggar hak-hak dasar konstitusional warga nefalajaran berharga ini sangat
wajar, disamping karena alasan filosofis di atéssam historis Negara Jerman yang
pernah berada dalam kungkungan rezim nazi yangataotgriter, pengalaman
tersebut sangat mendukung perkembangan yang lelhdari padaconstitutional
complaintini di Jermarf’

Untuk melihat secara nyatacces individual dalam perkara pengaduan
konstitusional ini, penulis akan menyisipkan satwkpra pengaduan konstitusional
yang sukses diterima sebagai pengaduan konstialgi@am yang telah diperiksa dan
diputus oleh Mahkamah Konstitusi Federal JermanmkaPa itu tergambar dalam

putusan MK Federal Jerman dengan judiditsdtze” zum Urteil des Ersten Senats

vom 30. Juli 2008 , 1 BVR 3262/07 - 1 BvR 402/0BvR 906/08Atau Press release

218 Jutta Limbach,The Role of the Federal Constitutional Cous Southern Methodist
University Law Review, Volume 53 Spring 2000, hi#29

27 Neil Kritz, Transitional Justice, How emerging democracieskon with former
regimes Volume I, Country Studies, (Washington D.C.: tédi States Institute of the Peace
Press, 1995). Him.1
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putusan tertanggal 30 July 2008 dalam perkara 1 862/07; 1 BvR 402/08; 1 BvR
906/08°*°

Putusan diatas itu, sebenarnya terkandung tigaaperkang berbeda namun
pemeriksaan dan putusannya dijadikan satu. Untuknudahkan pembahasan,
penulis akan mengambil satu perkara yakni, perkaBaR 3262/07Perkara 1 BvR
3262/07 ini, secara singkat merupakan perkara ysrgaitan dengan pengaduan
konstitusional ataSban on smooking”ataularangan merokok yang diajukan oleh
operates a small single-room pub in Tubingpalaku usaha kecil tempat hiburan di
Tubingen(negara bagian di Jermaty.

Substansi perkara itu adalah UU Baden-Wiurttembesmgpun UU Berlin yang
mengatur perihal merokok, mewajibkan pemilik temipiduran untuk menyediakan
kamar bagi perokok ketika merokok. Para pemohondalérkan bahwa salah satu
aturan dalam UU tersebut telah melanggar hak-halaimental mereka di bawah
Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 14 dyahe Basic Laywyang menjamin kebebasan dalam
bekerja dan juga menjamin hak kepemilikan. Akibadri dpada kewajiban
menyediakan tempat khusus itu adalah bahwa petaiiipat hiburan pada skala
kecil tidak mampu menyediakan tempat khusus bagko&. Konsekwensi lebih
lanjut apabila tempat hiburan kecil tidak mampu yeeliakan apa yang dimaksud,
maka izin operasionalnya akan dicabut. Pada tatarggkasnya, kemudian para
pihak mengajukan tuntutan tersebut ke Mahkamah titoss Federal, dan
Mahkamah menerima pengaduan ini sebagai pengaduastitkisional.

Satu hal yang penting pada perkara tersebut gupankagan penulisan ini

adalah keberadaatces individualPada perkara itiegal standingnya dimiliki oleh

28| ihat, http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20T8D 1bvr326207.html
A9 Lihat  juga Press Release dalam bahasa Inggris mdala
http://www.bverfg.de/en/press/bvg08-078en.html
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pemilik suatu Tempat hiburan yang hak kebebasaerfzelan kepemilikan dilanggar
oleh adanya aturan UU tentang larangan merokok Kdeenanya untuk dapat akses
ke Mahkamah Konstitusi dalam pengaduan konstitasigrara pihak harus memang
benar-benar didapati adanya pelanggaran oleh aggpitiblik secara nyata atas hak-
hak dasar warga negara yang dilindungi oleh Karstit
b. Pengujian oleh Pengadilan Secara Konkri{Concerete Judicial Review)
Dasar hukum dilakukannyeoncrete judicial reviewadalah Article 100 (1)
Basic Law 1949. Article 100 (1) Basic Law 194&,hg menyatakan bahwa:
If a court concludes that a law on whose validity decision
depends is unconstitutional, the proceedings dtelitayed, and a
decision shall be obtained from the Land court withsdiction
over constitutional disputes where the constitutadna Land is
held to be violated, or from the Federal Constdnal Court
where this Basic Law is held to be violated. Thigvjsion shall
also apply where the Basic Law is held to be veadty Land law
and where a Land law is held to be incompatiblehvatfederal
law.
Lebih lanjut pasal 80 ayat 1 FCCA menguatkan pemgatpadarticle 100 (1) Basic
Law dengan menyatakaif:the requirements of Article 100 (1) of the Basaw are
met, the Court shall directly obtain a decisiontbg Federal Constitutional Court.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalarhl@¥s6l) Basic Law dan
pasal 80 ayat (1) FCCApncrete judicial reviewerlaksana apabil&:
1. Suatu pengadilan menganggap bahwa suatu undanggintidak
konstitusional, baik tidak konstitusional dengamkiitusi Negara Bagian
(land) maupun dengan Konstitusi Federal Jerman .

2. Suatu pengadilan menganggap bahwa suatu undangginbagara

Bagian tidak sesuai dengan suatu undang-undangdtede

220 | ihat | Dewa PalgunaConstitutional Question : Latar Belakang dan Prakidi Negara
Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indone&lalam Buku Constitutional Question
Alternatif Baru Pencari Keadilan Konstitusion&B Press, malang, 2009, him.36.
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3. Suatu pengadilan, selama berlangsungnya persidataiam suatu kasus,
merasa ragu apakah suatu ketentuan hukum intenadsioerupakan
bagian dari undang-undang federal dan apakah ketenthukum
internasional itu secara langsung melahirkan hak ldawvajinban pada
individu.

4. Mahkamah Konstitusi dari suatu Negara Bagian, datenafsirkarBasic
Law, bermaksud menyimpang dari putusan MK Federal der@tau

putusan Mahkamah Konstitusi Negara Bagian lainnya.

Dari beberapa ketentuan diatas, sederhananya pedwacrete judicial revievni
terlaksana akibat penyerahéeferral) yang dilakukanoleh ordinary judge (hakim
pada pengadilan biasa), yang meragukan konstitaigia® suatu peraturan
perundang-undangan dalam memeriksa suatu perkeentte di ordinary court
(pengadilan biasa). Penyerahannya ditujukan kepdalakamah Konstitusi untuk
memperoleh jawaban (resolusi) atas keraguaridgad O’Brein seperti yang dikutip
oleh Jimly As-shiddigie menyatakan:

“Concrete constitutional review arise from ligitati in the court when

ordinary judge uncertain about the constituinalitythe application of

statute or ordinance; in case the judge ‘refer tlenstitutional

question or complaint to the constitutional couwmt fesolution”?#*

Pada concrete judicial reviewini, Peradilan Umum hanya terlibat pada
pemeriksaan tahap awal saja. Sehingga dalam h@enaidilan Umum tidak memiliki
otoritas untuk memutus final apakah produk hukummgyaditanganinya itu

konstitusional atau tidak. Namun walupun sedemik@wsisi dan peran Peradilan

221 David M. O’Brein,Constitutional Law and Politics; Struggles for Povemd Govermental
Accountability, Volume One, University of Virginia, W.W. Norton ardompany, New York,
2000, him.163. dalam Jimly As-shiddigie dan AhmaeI8izal, Peradilan Konstitusi di Sepuluh
Negara op.Cit him.61
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Umum sangatlah penting karena hakim pada Peratditanm tidak hanya sekedar
menerapkan Undang-Undang semata, akan tetapi jugagemban tugas dan
kewajiban untuk mempertahankan nilai-nilai konsiitonelalui proseseferral itu ke
Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, secara tidagdung kepentingan individu
akan hak-hak dasarnya (konstitusionalitas suatuangwindang yang diterapkan
kepadanya) terwakili oleh pemikiran brilian hakimkim di Peradilan Umum. Oleh
karena itu, inilah pemikiran filosofis tertinggirkait individual akses, karena dalam
hal akses individu ke MK terkait perlindungan halkldasar tidak semata merupakan
hak individu, namun kedudukan dan peran hakim pdifega biasa juga turut
berperan dalam hal sedemikian.

Dalam mekanime ini, lebih lanjut menurut Jimlynggambarkan contoh proses
dialog konstitusional. Proses dialog itu berlangssacarariumvirat, karena dalam
hal ini melibatkan hakim peradilan umum, hakim kdosi dan legislator (maupun
governmental orgagang lain)**

Untuk memahami akses individual dalam proses dikg@naarconcrete review
di Jerman, berikut akan penulis sajikan sebuahsamatas perkaraoncrete review
yang telah diperiksa dan diputus oleh MK Federainda. Perkara tersebut telah
diputus pada tanggal 27 Mei 2008 dengan nomor perkis 1 BvL 10/05, yang
secara umum merupakan perkaoacrete judicial reviewentang the Transsexuals
Act’ atau Transsexuellengesetz—TSBau UU tentang Transeksual. Perkara ini
diajukan olehthe Schoneberg Local CoyAmtsgericht salah satwrdinary courtdi

Jerman.

222ipid
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Kasus posisi perkara tersebut dapat digambarkarsssederhana seperti uraian
berikut. Di Jerman ada seorang Laki-laki dewasayyahir pada tahun 1929. Lelaki
itu telah menikah dengan seorang Perempuan sel@matiin dan telah melahirkan
tiga orang anak dari hasil pernikahannya itu. Namwmalaupun sedemikian
keadaannya, telah lama dia memendam sebuah perssdaara bertahun-tahun yang
menyakini bahwa dia memiliki naluri dan gender asegr perempuan. Kemudian,
dengan dalih aturan yang pada UU Transeksual, faden 2001 dia memiliki nama
perempuan, dan bahkan di Tahun 2002 dia melakut@rasi perubahan kelamin.

Namun pada waktu yang bersamaan didapati ada puknayang mengganjal dia
untuk merubah statusnya menjadi perempuan yakmicle 8.1 no. 2 TSGang
secara sederhana mengatur bahwa perubahan gengardighususkan bagi mereka
yang belum menikah. Walaupun ada penghalang yadgnskian rupa, orang
tersebut masih tetap pada pendiriannya untuk migakyperubahan status sex-nya
dan bahkan orang tersebut tetkpkeh untuk tidak melakukan perceraian atas
pernikahannya.

Pada akhirnya, perkara itu masuk ke mée Schoneberg Local Court
(Amtsgericht untuk mendapatkan status hukum atas perubahadegeBingkat
cerita, dikarenakaardinary courtitu ragu atas konstitusionalitas pasal 8.1 noS&T
kemudian mengajukan perkara ini melalui mekanismecrete judicial reviewke
Mahkamah Konstitusi Federal. Pada pungkasnya Mahkakonstitusi Federal
menyimpulkan atas perkara tersebut dengan menyatéha First Senate of the
Federal Constitutional Court reached the conclusitvat 8 8.1 no. 2 TSG is

unconstitutionasenat pertama menyimpulkan pasal tersebut tidaktkusionalf>

223 ipid
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Setelah mencermati proses dan pelaksanaacrete reviewdi Jerman. Apresiasi
patut penulis berikan kepada pengujian yang sedamifdiluar substansi perkara
diatas), karena pada dasarnya secara filosofiskg@laanconcrete reviewini
memusatkan pandangan kepada upaya mengakui suprémastitusi secara
maksimal, melindungi hak-hak dasar manusia dan gaikan keadilan warga
negara melalui peran hakim-hakim pada peradilan numya. Hakim-hakim di
Jerman tidak menegakkan aturan hukum semata, nangan mampu bertindak
sebagai motor penegak keadilan dan pelindung hlaldhaar manusia yang hal ini
secara tidak langsung merupakan pengamalanadasie 1 Basic lawseperti yang
telah dibahas pada point pembahasan tentang pearg&daostitusional di atas.

2. Pengaturan Akses Individual ke Peradilan Konstitusidi Indonesia

Perihal Individual akses di Indonesia diatur bahimdjvidu dapat mengajukan
permohonan pengujian konstitusional ke MahkamahsKmsi Republik Indonesia
hanya pada tataran pengujian Undang-undang terddd&p dan perselisihan hasil
pemilihan umunf?* Sedangkan pada mekanisme yang lainya, Individak tid
diperkenankan, karenkegal standingaya dimiliki oleh selain individu misalnya
Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat. Hal inpatladimaklumi karena
Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya memiliki 4 (athfxewenangan dan 1 (satu)
kewajiban. Empat kewenangan itu adalah: Mahkamams#iasi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangigainnya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasemnutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannyakdiberieh Undang-Undang

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan mesnpéerselisihan tentang hasil

224 pkan tetapi perselisihan hasil pemilihan umum ufacus pada kajian ini, karena kajian
ini diarahkan bagaimana bisa seorang individu dapampertahankan hak-hak dasarnya yang
telah diatur dalam UUD secara maksimal.
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pemilihan umum. Sedangkan satu kewajibannya addkttkamah Konstitusi wajib

memberikan putusan atas pendapat Dewan PerwakiddyaR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presidamumt Undang-Undang Dasar
Untuk lebih detailnya, tabel berikut akan menyajikdata tentang bagaimana

pengaturarstandingdimiliki oleh para pihak dalam sistem pengujiamsiitusional

di Indonesia.
Tabel 6
Pengaturan Akses Individual ke Mahkamah Konstitusidi Indonesia
Mekanisme Standing Pengaturan dalam Akses
UUD 1945, UU MK
dan Per-MK
Pengujian UU | - Perorangan WNI; |- Pasal 24 C ayat 1 | Individual
terhadap UUD| - kesatuan UUD 1945; direct acces
1945 (Formil masyarakat hukum- Pasal 50-60 UU
dan Materil) adat...; MK;
- badan hukum - PMK Nomor
(publik/privat); 06/PMK/2005
lembaga negara. tentang Pedoman
Beracara dalam
Perkara Pengujian
Undang-Undang
Sengketa Lembaga tinggi - Pasal 24 C ayat 1 | Bukan
kewenangan Negara UUD 1945; Individual
lembaga - Pasal 61-67 UU acces
negara yang MK
kewenanganysa - Peraturan
diberikan oleh Mahkamah
Undang- Konsitusi Nomor
Undang Dasar 08/PMK/2006
Tentang Pedoman
Beracara Dalam
Sengketa
Kewenangan
Konstitusional
Lembaga Negara
Perselisihan - Perorangan wargg Pasal 24 C ayat 1 Bukan
hasil Negara Indonesia UUD 1945; Individual
Pemilihan calon anggota- Pasal 74 -79 UU Acces
Umum Dewan Perwakila MK; dan
Rakyat dan Daerah Peraturan Mahkamaln
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peserta pemilihan Konsitusi Nomor
umum; 14/PMK/2008
- Pasangan calon (Pemilu DPR, DPRD
Presiden dan /atau dan DPD);
Wakil Presiden- Peraturan Mahkamah
peserta pemilihan Konsitusi Nomor
umum Presiden 17/PMK/2009
dan /atau Waki| (Pemilu Presiden-
Presiden; dan Wakil)
- Partai politik
peserta pemilihan
umum.
- Pembubaran | - Pemerintah - Pasal 24 C ayat 1 | Bukan
Partai Politik UUD 1945; Individual
- Pasal 68-73 UU Acces
MK; dan
- Peraturan
Mahkamah
Konsitusi Nomor
12/PMK/2008
- Impeachment | - % anggota DPR |- Pasal 24 C ayat1 | Bukan
Presiden dan UUD 1945; Individual
atau Wakil - Pasal 80-85 UU Acces
Presiden MK
- Peraturan
Mahkamah
Konsitusi Nomor
21/PMK/2009

Berdasarkan pada tabel 6 diatas, kemudian dapaitaiikn bahwa akses
individual ke Mahkamah Konstitusi di Indonesia dagiéakukan melalui mekanisme
pengujian UU terhadap UUD. Dasar yuridis dapat kdikannya pengujian UU
terhadap UUD adalah pasal 24 C ayat 1 yang ke 1 UBdb yang menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingdeatama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-ungdéerhadap Undang-Undang
Dasar. Pasal tersebut kemudian diperkuat dengan adanyatedtang MK yang

terdapat dalam pasal 50-60 dan PMK Nomor 06/PMK/2005 tentangdoR&an
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Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Unddieganisme pengujian ini
pada dasarnya menghendaki adanya pengujian seatealan formil.

a.Pengujian UU terhadap UUD secara Formil

Dasar hukum dapat dilakukannya pengujian UU tenhddblD secara formil
adalah Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK yargngatur mengenai pengujian
formil, yang dimana dalam ketentuan tersebuatud bahwa Pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan UU tideknenuhi ketentuan
berdasarkan UUD 1945°

Menurut Sri Soemantri, Sri  Soemantri yang dimadksuengan hak

menguji formal adalah wewenang untuk menilagkah suatu produk legislatif
seperti undang-undang, misalnya terjelma melaluia-cara (procedure)
sebagaimana telah ditentukan atau diatur dglamaturan perundang-undangan
yang berlaku atau-kah tida® Jimly Asshiddigie mengemukakan bahwa
secara umum, yang dapat disebut sebagai pandaymil (formeele toetsing
tidak hanya mencakup proses pembentukan UU daléinseanpit, tetapi juga
mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU, darbgrakuan UU. Juga
dijelaskan bahwa pengujian formal biasanyakaier dengan soal-soal
prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompeterstitusi yang
membuatnyd?’ Sehingga oleh karena itu model pengujian sedemikidak
berkaitan dengan suatu ayat atau pasal tertentialdm UU. Pengujian yang

berkaitan dengan suatu pasal atau ayat di Indodesgiahkan kedalam pengujian

225 yang dimaksud dengan “Undang-Undang” adalah Bemat Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat gdenpersetujuan bersama Presiden. Lihat pasal
1 angka 4 UU NO 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukemati®an Perundang-undangan
sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No 11 T&ird.

2% gri SoemantriHak Uiji Material di Indonesiagp.Cit, him. 28

227 Jimly AsshiddigieHukum Acara...pp.Cit., hal. 62-63.
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secara material. Untuk bisa menjadi pemohon baikpéngujian secara formil
maupun materil diatur pasal 51 ayat 1 yang mengatak
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ataverangan
konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya undanglang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masip hain
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pritsegara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalamdang-
undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negaréd®
Untuk melihat lebih mendalam tentang akses indafidsecara mendalam
untuk dapat berpekara ke Mahkamah Konstitusi da@buah perkara pengujian
UU terhadap UUD secara formil, berikut uraian peskgang telah diputus dan
diperiksa oleh MK RI yakni pada Putusan Nomor 271PUI1/2009. Perkara ini
pada dasarnya telah diputus oleh MK, walaupun pdearnya putusan atas
perkara ini tidak dapat diterima. Namun yang tetipgndalam penulisan ini
bukan pada diterima atau tidak diterimanya sebeskapa. Akan tetapi dalam hal
ini penulis hanya ingin mengetahui dan kemudian unprkkan tentang
bagaimana individu mendapatkan ruang untuk mengajulpermohonan
pengujian UU terhadap UUD secara formil di Indoaesi
Perkara ini pada dasarnya diajukan oleh Asfinaw@th., Zainal Arifin
Mochtar, SH, L.L.M. dan kawan-kawan. Para Pemohadap pokoknya
mengajukan permohonan Pengujian Formil Undang-Upddomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ndndrahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahe®b ltentang Mahkamah

Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rikpundonesia Tahun

228 | ebih lanjut pasal ini diperkuat oleh PMK Nomor/R®IK/2005 tentang Pedoman
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
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1945 dengan berbagai alasan-alasan yang pada p@kokenilai bahwa dalam
revisi UU tersebut didapati cacat formil dalam jeatan UU tersebut. Misalnya
pembahasan RUU Mahkamah Agung yang dilakukatutigp dan tergesa-
gesa, sehingga terkesan mengejar kepentingamttertdi tingkatan Sidang
Paripurna, sejumlah pelanggaran mendasar terjadin thahkan dugaan
pelanggaran tata tertib dan kode etik dilaku#an lain sebagainya.

Pada intinya kepentingan konstitusional dan kedadukemohon adalah,
bahwa para Pemohon merupakan individu gavarnegara Republik
Indonesia yang berdasarkan ketentuan peratysarundang-undangan di
Indonesia baik berdasarkan UUD 1945 maupun pergndadangan telah
memberikan mandat, keterwakilannya melalui angdatainstitusi DPR RI yang
salah satu tugasnya adalah membentuk Undadgsdn (legislasi). Bahwa
kemudian juga anggota DPR dan DPR RI sebadmiah intitusi perwakilan
dari pemohon seharusnya melaksanakan tudas kewajibannya dalam
pembentukan perundang-undangan dengan baik, bertarbertanggung jawab
sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan tidakukidlanya tugas dan
kewajiban DPR dalam proses yang baik dan abeterkait dengan
permohonana quo maka jelaslah bahwa Pemohon yang telah memberikan
mandatnya kepada anggota DPR telah berpotensildirugak konstitusionalnya.

Akan tetapi walaupun sedemikian rupa kepentingarkuimu pemohon
diuraikan secara jelas, namun memang kenyataanyfroyil ini tidak dapat
diterima MK walaupun secara nyata memang MK RI pdalsarnya menemukan
cacat prosedural dalam pembentukan UU tersebuanbalutusan ini beberapa

hal yang diperhatikan dan hal ini merupakan konklkssimpulan) dari perkara



171

tersebut adalalpertama,Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus permohonan qug kedua, Para Pemohon memiliki kedudukan
hukum (egal standing dan ketiga, Terdapat cacat prosedural dalam
pembentukan Undang-Undaagqug namun demi asas kemanfaatan hukum,
Undang-Undanga quo tetap berlaku. Oleh karena itu yang terpentirgindi
adalah bahwa individu dapat akses ke Peradilantkesismelalui pengujian UU
terhadap UUD secara formil.

b. Pengujian UU terhadap UUD secara Materil

Pengujian UU terhadap UUD secara materii mendapatteampat dalam
pengaturannya pada Pasal 51 ayat (3) hurddlb MK. Pasal tersebut mengatur
mengenai pengujian materil, dimana dalam keten tersebut diatur bahwa:
Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: mateatan dalam ayat, pasal,
dan/atau bagian UU dianggap bertentangan denddbdD 1945.Lebih lanjut
mengenai hal tersebut kemudian juga diatur Meaigdnal tersebut diatur dalam
Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tegtaPedoman Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undangnengatur mengenai pengujian materil
sebagai berikut!Pengujian materil adalah pengujian UU yangerkenaan
dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/abtagian UU dianggap
bertentangan dengan UUD 1945.

Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji natealah mengenai
kewenangan pembuat UU dan apakah isinya bertemamagau tidak dengan
peraturan yang lebih tinggi. Jimly Asshiddigie rgmndapat bahwa pengujian
materiel berkaitan dengan kemungkinan pertgatan materi suatu peraturan

dengan peraturan lain yang lebih tinggi atswumenyangkut kekhususan-
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kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkimgan norma-norma yang
berlaku umunf®

Untuk melihat lebih mendalam tentang akses indalidiecara mendalam untuk
dapat berpekara ke Mahkamah Konstitusi dalam selpemkara pengujian UU
terhadap UUD secara materil, berikut uraian perkargy telah diputus dan diperiksa
oleh MK RI. Perkara itu diputus melalui perkara gm judul Putusan Nomor
133/PUU-VII/2009. Yang menjadi objek perkara dal&asus ini adalah atas
pengujian Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang NomorTaun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukaim Bibit Samad Rianto dan
Chandra M Hamzah, pimpinan Komisi Pemberantasasrupsi yang dinonaktifkan
akibat dikriminalisasi. Permohonan tersebut diajukBengan tujuan agar mereka
tidak dinonaktifkan sebelum terbukti secara meykin melalui putusan yang
berkekuatan hukum tetap. Pasal 32 Ayat 1 Hurufebté berbunyi’Pimpinan KPK
berhenti atau diberhentikan karena menjadi terdakkaena melakukan tindak
pidana kejahatan”.

Pemohon mempermasalahkan ketentuan pembaresecara tetap tanpa
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum p tetaelanggar hak para
Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan kkepastian hukum yang
adil, dalam halini hak atas praduga tidak bersalgdnesumption of innocence),
dijamin dalam UUD 1945 terutama pada Pasal 28pat (1) UUD 1945
menyatakan’Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, ipdtngan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangnasadi hadapan hukum.”

Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianukum yang adil

229 Jimly As-shiddigie, Ibid
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sebagaimana dimaksud di atas juga mepcgangakuan, jaminan, dan
perlindungan atas asas-asas hukum yandakbauniversal. Salah satu asas
hukum yang dihormati dan juga diakui eksisieya dalam sistem hukum
Indonesia adalah asas “praduga tidak alsrSatau “presumption of
innocence”.Hal terpenting dalam perkara ini adalah bahwaviddi dapat akses ke
MK RI melalui mekanisme pengujian UU terhadap Uldaasa materil.

Secara garis besar tentang alasan yang mendag@rdinuntuk dapat akses ke
Makhkamah Konstitusi Indonesia melalui mekanismegpgan UU terhadap UUD
adalah karena hak dan/atau kewenangan konstitutiodévidu dirugikan oleh
berlakunya UU, yang dimana hal ini dapat dilihalada pasal 51 ayat 1 UU MK.
Logika pemikiran perumus yang sedemikian tentunyaujnk pada tataran suatu
keadaan yang dimana saat ini Konstitusi Indonesidn lterperinci mengatur hak-hak
dasar manusia dalam konstitusinya, dan oleh kaitenhak-hak dasar itu apabila
dilanggar diperlukan mekanisme untuk memulihkania.ini berbeda dengan masa
Konstitusi sebelum perubahan, yang dimana sebelparubahan UUD 1945,
ketentuan mengenai hak konstitusional diatuardablinea pertama Pembukaan
UUD 1945, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, PasaP&al 31, dan Pasal 34 UUD
1945. Setelah perubahan UUD 1945, maka barkegtkntuan mengenai HAM
dirumuskan dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XA dRasal 28A hingga Pasal 28J

Perubahan Kedua UUD 1945.
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3. Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Akses Individu&le Peradilan
Konstitusi di Jerman dan Indonesia

Berdasarkan uraian pada point 2 dan 3 diatas, pedarnya telah dapat
ditemukan pengaturan tentang akses individual kadidan Konstitusi di dua negara,
yakni di Negara Jerman dan Indonesia. Pengaturaanig bagaimana individu dapat
akses ke Peradilan Konstitusi di dua negara tetsebmang nampak perbedaan yang
sangat tajam antar keduanya. Namun walaupun sew@mjikga penulis temukan
persamaan yang mendasar.

Sekurang-kurangnya telah ditemukan 5 (lima) penbedan satu persamaan.
Pertama akses individual di Jerman pada dasarnya mendapaempat dalam
pengaturannya yang lebih strategis dibandingkagalepengaturannya di Indonesia,
yakni di dalam KonstitusBasic Law(sebagai hukum tertingginya), sedangkan di
Indonesia pengaturannya hanya ditemukan pada Uahikrgan Peraturan MK.

Kedug Akses individual untuk dapat berpekara ke Mahkakanstitusi Federal
Jerman telah didapati dua mekanisme yang disedigé#n, direct accesmelalui
pengaduan konstitusional dardirect accesmelalui pengujian konstitusional secara
konkrit, dan sedangkan di Indonesia hanya dapaggwrakan mekanisme pengujian
konstitusional UU terhadap UUD.

Ketiga di Jerman tidak ada pembatasan objek dapat dinpga sebuah
pengujian apabila adanya pelanggaran hak-hak dasestitusional (dalam hal ini,
semua bentuk norma hukum maupun tindakam hugorermental orgarapapun
itu) dapat serta merta dilawan ke Peradilan Konstitasipabila memang

kenyataanya melanggar hak-hak dasar individu, sg@andi Indonesia dibatasi pada
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pembentukan dan muatan UU yang melanggar UUD sajm ylapat dilakukan
pengujian ke MK;

keempat,di Indonesia pengujian UU terhadap UUD (yang dalaal ini
digolongkan kedalam pengujiaan secara abstrak)} disgggakan oleh individu, namun
di Jerman perihal sedemikian kaitannya dengan pemguikonstitusional secara
abstraklegal standingnya dimiliki oleh anggota Pemerintah Federal, Pantegn
Negara bagian dan sepertiga dari Angdd@iadestag;

Kelima, yang terpenting dalam melihahdividual accesini adalah Jerman
menunjukkan kedewasaan berpikir dalam menerapkastensi pengujian
konstitusional dengan memberikan sangat luas kepaidadu untuk memilikilegal
standingke Peradilan Konstitusi, dan sedemikian sebalikdggara Indonesia masih
membutuhkan perbaikan dalam tatanan sistem pendkpiastitusionalnya dalam hal
ini tercermin dalam pengaturandividual aksesyang sangat terbatas untuk dapat
mengajukan perkara uji konstitusional ke MK RI.

Sedangkan dalam hal persamaan antara kedua negyasbut terkait akses
individual adalah, dalil adanya pelanggaran hak-tiakar merupakan syarat utama
dapat diajukannya permohonan atau klaim ke Mahkalaatstitusi. Sehinnga oleh
karena itu secara filosofis pada tataran yang beaa dapat ditarikkannya sebuah
prisip umum yang menggambarkan bahwasanya keduman@egenempatkan akses
individual itu untuk berperkara ke Mahakamah Kduosti dalam rangka untuk
mempertahankan hak-hak dasar yang dimilikinya d#pabilanggar oleh suatu
tindakan hukum tertentu dalam penyelenggaraan ldetgar Pemerintahan.

Untuk mempertajam pemahaman perbedaan akses indivke Mahkamah

Konstitusi antara Negara Jerman dan Indonesiagiatbar berikut ini.
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Gambar 6
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4. Pembatasan Akses Individual ke Mahkamah Konstitusdalam Sistem
Pengujian Konstitusional di Indonesia
Uraian pada point ini pada dasarnya merupakan jawadtas rumusan
masalah yang ketiga, yakni pertanyaan tentang: B@ngkses individual ke
Mahkamah Konstitusi dalam sistem pengujian korsthal di Indonesia
dibatasi?.
Menurut hemat penulis, secara teoritis dengan barkan pada teori

konstitusi, pembatasan itu terjadi karena Konstitnenghendaki adanya suatu

pembatasan. Hal sedemikian wajar terjadi dalam glenggaraan suatu Negara
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dan pemerintahan, karena pembatasan yang diingimeanpakan kesepakatan
perumus konstitusi yang bersifat fundamental memaagus ada didalam
konstitusi. Misalnya diantarany®ertama pembatasan kekuasaan secara tegas
antar cabang kekuasaan Negdfadug Jaminan Hak-hak warga negara yang
tegas;Ketiga Mengatur susunan organ kekuasaan negara yantf eli@k jelas;
Keempatprosedural atau tata cara mengubah konstitusi.

Akan tetapi permasalahan yang kemudian timbul dergEnya pembatasan
tersebut, perlu diperhatikan pula konsekwensinggpe8i yang telah dipaparkan
pada bab sebelumnya, bahwa dengan pembatasan s$ess akdividu ke
Mahkamah Konstitusi hanya dapat disalurkan melaekanisme pengujian UU
terhadap UUD 1945.

Masih dalam kerangka pemikiran yang menyebabkarbptsan itu terjadi
adalah karena tidak lepas daripada sebuah teorg yaenyatakan bahwa
Konstitusi merupakan produk kesepakatan. Dalark-tdur sebuah kesepakatan
pasti tidak lepas dari pada alasan yang mendasayand Indonesia (khususnya
para perumus Konstitusi) mengadosi system penglparstitusional ini dalam
system hukum positifnya.

Pada tataran alasan yang mendasari sebuah negagadopsi pengujian
konstituional. Secara teoritis, telah banyak darkdrebang beberapa teori-teori
yang lahir untuk mengetahui alasan yang mandasatah negara mengadopsi

pengujian konstituion&° beberapa teori-teori itu diantaranya adalah: peata

230 Teori-teori itu lahir satunya untuk menjawab sébpartanyaan, yakni: mengapa beberapa
negara-negara di akhir abad 19 atau awal abad kel20 mengadosi pengujian konstitusional
dalam system ketatanegaraanya?. Lebih lanjut ukejign lebih mendalam akan penulis bahas
pada pembahasan kerangka teori yang membahasgéatanadopsi pengujian konstitusional.
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teori “ideational in character®®; kedua, teori fhultilevel governance®* ketiga,
teori “electoral market, beranjak dari teori ini, Ginsburg mengembangkeori

“political insurance”®*?

, serta Hirschl yang memaparkan tedhegemonic
preservation®* dan kemudian pada pungkasnya terdapat juga‘tidftision of
constitutional rules?*”,

Akan tetapi yang menjadi keprihatinan penulis ddal@ahwa teori-teori
yang disebutkan diatas masih jarang ditemui dalabetapa bahasan penelitian
dan/ ataditerature hukum yang ada di Indonesia. Atas hal yang sedemiiii,
menyebabkanliterature hukum yang berkaitan dengan lahirnya pengujian
konstitusional di Indonesia sangat minim dan miskkan hadirnya teori-teori
hukum. Padahal teori-teori itu telah banyak mengéehatian beberapa kalangan
peneliti dan akademisi ilmu hukum di berbagai nag@lobal), serta terlebih-
lebih teori-teori itu dapat digunakan untuk mendwpm kaitannya dengan
penyebaran dan lahirnya pelembagaan pengujian ikkiehal di suatu negara
tertentu?>®

Pendalaman akan beberapa teori tentang pelembalg@maperkembangan

pengujian konstitusional, dan kemudian lebih lanjutuk perlu dikaitkan dengan

%1 Martin Shapiro,The Success of Judicial RevjefThe University of Chicago Press,
1999), lihat juga, S. Kenny, W. Rieseinger add Reitz, edsConstitutional Dialogues
Comparative Perspectiy§New York: St. Martin’s Press), 2000. Lihat pulauro Cappelleti,
The Judicial Process in Comparative Perspectii&ew York: Oxford University Press, 1989).

%32 Martin Sapiro and Barry Weingasthe Economic Role of Political Institutions:
Market-Preserving Federalism and Economic Dewvalept (Journal of Law, Economics &
Organization Volume 11 1995), him 1-31.

23 Tom Ginsburg, Op.cit.

24 Ran Hirschl, Toward Juristocracy(Cambridge: Harvard University Press,2004).

2% Goderis, Benedikt and Mila Verstedde Transnational Origins of Constitutions:
An Empirical  Investigation Working  Paper, Artikel  diunduh  dari
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=186diaRdes tanggal 10 November 2012.

238 Terlebih-lebih teori political insurancé itu digagas oleh Tom Ginsburg pada tahun 2003
dengan melakukan sebuah study kasus mengenaigludigiew di negara-negara di Asia. Teori-
teori itu dapat dijumpai dalam Buku Ginsburg begl'Judicial Review in New Democracies:
Constitutional Courts in Asian Cases”.
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peran dan kedudukan Mahkamah Konstitusi Republi#ohesia (MK RI)
merupakan suatu hal yang amat penting bagi negdomésia. Hal ini didasarkan
pada bahwasanya, Negara Indonesia merupakan sdlamegara hukum yang
belum lama ini juga telah mengadopsi system peagukonstitusional ketika
Konstitusi UUD 1945 itu diamandeméti. Sehingga dalam hal sedemikian akan
menarik untuk dilihat adalah, mengapa perumus kKosst UUD 1945
memasukkan pula perihal pelembagaan pengujian ikesiehal ketika
merumuskan Konstitusi yang baru?.

Selama ini beberapa pandangan dari ahli hukum yateg di Indonesia
memandang dengan sangat normatif, dan penulis ma@sih belum bisa
menjangkau lebih mendalam untuk menjawab sebuahargean tentang
mengapa Negara Indonesia mengadopsi pengujianitisnstal. Misalnya Jimly
As-shiddigié*® hanya menyampaikan sebatas bahwa:

Pada pokoknya, pembentukan Mahkamah Konstitusiu pdilakukan
karena bangsa kita melakukan perubahan mendasarUate 1945%,
Dalam rangka Perubahan Pertama sampai PerubaharpdegUD 1945,
bangsa kita telah mengadopsikan prinsip-prinsipu bdalam sistem
ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemis&bknasaan dachecks

and balances’ sebagai penggganti sistem supremasi parlemen yang
berlaku sebelumnya. Sebagai akibat perubahan terseiaka (a) perlu
diadakan mekanisme untuk memutus sengketa kewemgagg mungkin

terjadi antar lembaga-lembaga yang mempunyai kd@udwyang satu
sama lain bersifat sederajat, yang kewenanganmgatdkan dalam UUD,

%7 pelembagaanya itu di Indonesia secara kuantitgslteg masih sangat muda umurnya,
sehingga dibutuhkan perbaikan-perbaikan dan inemasasi tertentu pada segi pelembagaannya
beserta dengan karakteristik yang dimilikinya.

28 Jimly As-shiddigie,Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatmraan
Indonesia Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebeldaret, Surakarta, Kamis, 2
September, 2004. Uraian yang semacam ini dalamangiagh penulis belum dapat mewakili
alasan mengapa negara Indonesia mengadopsi pendwisstitusional, sehingga diperlukan
kajian yang mendalam dengan ilmu “Politik Hukum” twkh membantu kajiannya agar
permasalahan dapat dilihat lebih konprehensif, wala sedemikian, doktrin Jimly ini sering
diikuti oleh beberapa penulis pada kajian semacam i

239 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NegaraullépIndonesia Tahun 1945,
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002, jugdyJAsshiddigie Konsolidasi Naskah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ]194&arta: PSHTN-FHUI, 2002.
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(b) perlu dilembagakan adanya peranan hukum damhg&ng dapat
mengontrol proses dan produk keputusan-keputusétik pgang hanya
mendasarkan diri pada prinsthe rule of majority’?*° Karena itu, fungsi-
fungsi judicial review atas konstitusionalitas undang-undang dan proses
pengujian hukum atas tuntutan pemberhentian tephRBdasiden dan/atau
Wakil Presiden dikaitkan dengan fungsi MK. Di sanpiitu, (c) juga
diperlukan adanya mekanisme untuk memutuskan bairipegsengketaan
yang timbul yang tidak dapat diselesaikan malatoses peradilan yang
biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan tuntuembpbaran sesuatu
partai politik. Perkara-perakara semacam ini béskagérat dengan hak dan
kebebasan para warganegara dalam dinamika sistétik pemokratis
yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsingelesaian sengketa
atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partaikpplga dikaitkan
dengan kewenangan MK.

Pertama-tama teori adopsi pengujian konstitusiomatiapat dilihat pada
karya Tom Ginsburg dalam bukunya yang berjuduidicial Review in New
Democracies-Constitutional Court in Asian Ca$¥sSalah satu teori penting
yang dipaparkan olehnya adalah teoHRolitical Insurance of Constitutional
Review atau lebih singkatnya disebut teorPdlitical Insurancé&. Teori ini
merupakan sebagian hasil daresearchnya atas fenomena pengujian
konstitusional yang sangat berkembang di era desmsoWraru, yang dimana
banyak negara kecenderungannya melembagakan menduanstitusional guna
mengawal jalannya demokrasi pada masa transisi ktasio Oleh karena itu,
dalam buku tersebut secara umum membahas beberbEmtangpertama dari
mana pengujian konstitusional itu lahirkedua bagaimana pengujian

konstitusional itu berkembang di era demokrasi paan ketigg membahas

tentang kondisi atau keadaan yang mendukung aruasrd@ penyebaran

20 Dalam pengertian inilah muncul doktrin ‘demokralserdasar atas hukum’ atau
‘constitutional democracyang berimbangan dengan doktrin negara hukum gilangpkratis atau
‘democratische rechtsstaatl ihat juga Dennis C. MuellerConstitutional DemocragyOxford
University Press, 1996. Baca juga Mauro Cappelldtie Judicial Process in Comparative
PerspectiveOxford: Clarendon Press, 1989.

%41 Tom GinsburgJudicial Review in New Democracies: Constituéil Courts in Asian
CasesOp.Cit
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pengujian konstitusional dibeberapa negara. Lelsdedhana dan konkrit,
researchnya untuk mengetahui alasan yang mendasari mergapak negara
mengadopsi pengujian konstitusional pada saat peman konstitusi baru di
suatu negaré?

Selain teori political insurancé dan sebelum teori itu lahir, dalafmrame
teori adopsi pengujian konstitusional itu, munquila beberapa teori yang
lainnya, beberapa teori itu diantaranya adalaértama teori fideational in
character®®® kedua, teori ‘multilevel governancé**: ketiga, teori ‘electoral
market; dan keempatadalah diffusion theories Beberapa teori tersebut akan
penulis uraikan seperti berikut ini.

a. ldeational Theories

Teori “ideational ini lebih focus menitikberatkan pandangannya pada
hubungan antara pengujian konstitusional dan adaig#s (hak-hak dasar
manusiaf** Salah satu intlideational” adalah“mature democracy " Ronald
Dworkin menyatakafi® "mature democracies" subscribe to the view that
democracy must protect itself against the tyranfiyn@jority rule through

constitutionalization and judicial reviewdemokrasi harus melindungi dirinya

22 pid, him.11-21

3 Hal itu banyak diuraikan oleh Martin Shapiro, tthMartin Shapiro,The Success of
Judicial Review 1999, in S. Kenny, W. Rieseinger and JkitR eds.Constitutional
Dialogues Comparative Perspectivblew York: St. Martin’s Press. Dan juga oleh Mauro
Cappelleti, lihat Cappelletti, Mauro. 1989The Judicial Process in Comparative Perspective
New York: Oxford University Press.

244 sapiro, dan Weingast, Barry. 1995The Economic Role of Political Institutions:
Market-Preserving Federalism and Economic Dewalept Journal of Law, Economics &
Organization 11: 1-31.

245 Tom Ginsburg and Milla Versteew/hy do Country Adopt Constitutional Revjéwc.Cit,
him.14

246 Ronald Dworkin,A Bill of Rights for Britain. Ann ArbourUniversity of Michigan
Press,1990., lihat pula pada, Ran Hircfe Politic Origin’s of The Constitutionalisnindiana
Journal of Global Legal Studies Volume 11, Issu&/inter 2004. Him.71-108
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sendiri terhadap tirani kekuasaan mayoritas melednstitutionalizationdan
judicial review).

Perkembangarimature democracy”ini dapat ditelusuri kebelakang pada
era perang Dunia Il: dimana kekejaman fasis selgeeng dunia ke Il
menyuguhkan potensi yang buruk bagi stabilitas ldgmokrasi, dan oleh
karenanya negara-negara Eropa mulai meragukan s&komatertinggi negara
untuk diberikan kepada parlemen pasca perang Dianla Atas perlakuan yang
keji selama perang Dunia Il ini kemudian lebih tanpemberikan dorongan bagi
pengembangan dan tumbuhnya rezim hak asasi mantsiaasional. dan lebih
umum lagi, pada akhirnya juga memicu akan tumbuh Harkembangnya
kesadaran di seluruh dunia akan hak asasi mankisraudian pada akhirnya
pemikiranlogic ini bermuara pada pemikiran yang menyebabkan negayara
untuk mempraktikkan versi yang lebih matang damdlerasi, dimana kebebasan
mayoritas perlu dibatasi oleh hukum dan harus dklegn.

b. Multilevel Governance Theories

Teori ini lebih cocok digunakan untuk negara yangnganut system
pemerintahan Federal. Teori ini lebih memfokuskaandangannya pada
permasalahan antarahé sparation of poweandmulti-level governancedalam
praktik di negara yang berbasis FedétalTeori ini menghendaki bahwa
“constitutional review diharapkan dapat membantu untuk mengefektifkan
penataan system pemerintahan pada berbagai tingKetkuasaan dengan
mengetatkan pemisahan kekuasaan antara pemerinpalsat ataupun daerah

dengan pihak legislatif. Dalam hal ini peran lemdbampnstitutional review

247 Tom Ginsburg and Milla Versteew/hy do Country Adopt Constitutional Revjéwc.Cit,
him.14
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diharapkan dapat menjadiarbiter” guna memecahkan permasalahan dalam
political game®*® Teori ini sangat berkembang di negara-negara ymemgasis
Federal semisal, Negara Amerika Serikat, Austriastfalia dan Kanadd® Oleh
karenanya hal ini menunjukkan kemungkinan adanyadbuhgan antara
federalisme dan keberadaan damstitutional review
c. Electoral Market Theories

Berbeda dengan dua teori yang dipaparkan diat¥&kctoral Market
Theories” lebih condong mengaitkan pengujian konstitusigtuateradopsi guna
merespon dan mengikuti arus permasalahan politilg y@da di dalam negeri
(domestic politicgl suatu negara. Hal ini telah lama berkembang udip&hami
bahwa Peradilan Konstitusi merupakan bagian inteigna penataan politik yang
amat besar dan dengan demikian tidak dapat diukgkapahwa peradilan
konstitusi dapat berdiri secara sendiri terlepas slystem politik yang sedang
berjalan®®

Berangkat dari logika pemikiran yang sedemikianngBurg kemudian
memaparkan dan beragumen bahwa “penyebaran pemdiastitusional itu
melaju cepat untuKpolitical insurance”.?®* Pengujian konstitusional menurut
argumennya adalah merupakan solusi atas permasakatialakjelasan politik
pada saat perubahan konstitusi. Pihak-pihak (ddlamni partai yang lemah)
cenderung takut kehilangan kekuasaan di masa depeh, karenanya lebih

memilih pengujian konstitusional oleh pengadilamgaindependen, karena

2% |pid

249 |pid

20 Kaiji kembali Martin Shapirol.aw and Politics in the Supreme CauiGlencoe, IL: Free
Press of Glencoe,1964). Dan juga Robert Dabmocracy and Its CritiggNew Haven, CT: Yale
University Press, 1991).

%1 Tom Ginsburg,Op.Cit.
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pengadilan menyediakan sebuah forum alternatif ketifiakjelasan politik itG>?
Di sisi lain, partai politik yang lebih kuat akanemiliki keinginan pengujian
konstitusional agar tidak independen, dan hal inkanakan mereka
mengantisipasi beberapa progam dan kepentingan kenedalam legislatif
(pembentukan hukum) pasca penyusunan konstrisi.

Berangkat dari logika mengikuti kepentingan poltdkmestic ini pula,
Hirschl juga menawarkan teori“hegemonic preservation®* Dalam
pandangannya pengujian konstitusional merupaiteategy yang diadopsi oleh
elit-elit politik yang meramalkan kehilangan kekaas. Teori ini tepat berfokus
pada isu penting yakni pada waktu pengujian karstihal diadopsi. Pada tahap
terakhir pemerintahan mereka, elit yang meramalldinnya kehilangan
kekuasaan mengatur dan mendesign sebuah pengaditak melestarikan
beberapa nilai substantif mereka dengan menempatiereka di luar bidang
pembuatan undang-undang bid¥a.

d. Diffussion Theories

Diffussion theoriesini merupakan sebuah teori terhubung dengan kajian
yang banyak dibahas paditerature politik, khususnya yang membahas pada
kajian ‘“policy diffusiori. Gagasan yang mendasari banyak negara mengadopsi

sebagian politik atau model institusi suatu lembaggara lain adalah lebih

%2 pavid Erdos Delegating Rights Protection: The Rise of BillsRights in the Westminster
World, New York: Oxford University Press 2010. Lihat aul Jodi FinkelJudicial Reform as
Political Insurance: Argentina, Peru and Mexico time 1990s(Notre Dame, IN: University of
Notre Dame Press, 2008).

%3 Matthew Stephensorihen the Devil Turns.... The Political Foundat of
Independent Judicial Reviedournal of Legal Studies 32: 59-89. 2003. LihgiajuRebecca Bill
Chavez,The Rule-of-law in Nascent Democracigtanford: Stanford University Press). 2004.

2:‘5' Ran HirschlToward Juristocracy(Cambridge, MA: Harvard University Press). 2004.

ibid
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condong pada kesenangan atau pilihan suka dan siskek untuk mengikufr®
Penelitian yang pernah diteliti oleh Polillo dan iléo misalnya mengambil
sampel adanya negara dipengaruhi oleh satu samaydaidalam mendirikan
bank-bank sentral yang independ@hKarya terbaru juga menemukan bukti
difusi transnasional di bidang hak-hak konstitualérf Sehingga hal ini
dimaksudkan adalah terdapat adanya kemungkinan ébdbgika yang sama
berlaku untuk negara yang mengadopsi pengujiantikesisnal. Karena negara-
negara cenderung mengadopsi pengujian konstitusiodan tingkat
penyebarannya semakin tinggi maka kemungkinan lkanggara berbondong-
bondong akan melakukan hal yang sama. Dali#fmsion theoriesni terdapat
empat macam mekanisme, yaitu: @ercion (2) economic competitign(3)
learning and (4)acculturation

Pertama adalatoercion(pemaksaan). Negara yang yang adikuasa (pemberi
donor) memaksa negara yang sedikit memp&wer atau bahkan suatu negara
yang berada dalam kungkungan penjajahan untuk rdepga model suatu
Konstitusi dari negara penjajah yang memiljgower atau bahkan negara
pendonor itu. Semisal di Afrika dan Carribbean yamgrupakan koloni Negara
Inggris, Konstitusi yang dimilikinya didesign olelmggris, sehingga dalam
konstitusinya sangahtensdijumpai pengaturan akara ‘bill of right’.**° Model

yang lainnya adalah semisal negara Amerika Senjeatg secara langsung

#Cipbid

*7 Simone Polillo and Mauro F. GuillérGlobalization Pressures and the State: The
Worldwide Spread of Central Bank Independedererican Journal of Sociology 19: 1764-1802.
2005.

28 Benedikt Goderis, and Mila VersteeGhe Transnational Origins of Constitutions:
An Empirical InvestigationWorking Paper. 2011. David Law and Mila Verste€ge Evolution
and Ideology of Global Constitutionalisif@alifornia Law Review 99: 1163-1257. 2011.

%9 Charles Parkinson,Bills of Rights and Decolonization: The Emergende D®mestic
Human Rights Instruments in Britain's Overseas iferies. (Oxford: Oxford University Press,
2007), him. 1-19
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mendesignkan Konstitusi Philipina pada tahun 1% stitusi Mikronesia pada
tahun 1986 dan Irak pada tahun 26%5.

Kedug economic competitionMekanisme ini merupakan strategi suatu
negara meng-copy sebagian pengaturan dalam takakamnya untuk menarik
perhatian investor dan pembeli luar ne§&riSebagai contoh, rezim Mubarak di
Mesir menyadari bahwa paham sosialis dan nasionaisghalangi arus masuk
modal, karena itu investor cenderung tidak akangaebil resiko yang besar atas
beberapa kerugian dalam investasinya. Akibatnyanukian rezim Mubarak
menciptakan mahkamah konstitusi yang independerg y@rwenang untuk
menegakkan jaminan konstitusioAH.

Ketiga, adalahearning,yang pada dasarnya menitikberatkan pada mengkaiji
dan mengambil pembelajaran beberapa ketentuanitkensitau beberapa system
hukum yang terbaik yang telah dipraktekkan olehebma negara. Dengan hal
ini, Negara mendapatkan berbagai informasi atasiksesan suatu negara
menerapkan suatu konstitusi atau system hukumntartdan kemudian negara
pengkaji tersebut ingin melakukan hal yang samaandalmenyusun suatu
konstitusi. Hal ini menurut Brady pernah diparakesk oleh Negara Irlandf&>

Keempat adalahacculturation Hal ini focus untuk menunjukkan bahwa
suatu negara meniru aturan konstitusi negara laifmukan karena semata-mata
mereka yakin dengan manfaatrinsic dari aturan-aturan yang ada. Akan tetapi

hal ini perlu dilakukan hanya untuk mendapatkantitegsi dan penerimaan

%0 George Athan Billias, American Constitutionalism Heard Round the M/ot776-
1989: A Global Perspectiy@New York: NYU Press: 2010).

%1 Benekdit Goderis and Mila Versteeg, Op.Cit

%2 Tamir Moustafa,The Struggle For Constitutional Power: Law, Poltiand Economic
Development in Egyp(Cambridge: Cambridge University Press. 2007jn.H7-70, 77-79.

23 paul BradyThe Social and Political Foundations of Thish Constitutional Order
in D. Galligan and M. Versteeg, edsThe Social and Political Foundations of
Constitutions (New York: Cambridge University Press, 2000).
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internasionaf®

Setelah sejumlah kritis negara mengadopsi tertattuan
konstitusional, aturan ini dapat menjagliript global masyarakat internasional
atau masyarakat dunia. Dalam hal ini pula dimakaodlalam rangka untuk dapat
diterima dalam masyarakat dunia, negara anggotaishaesuai dengan
kesepakatan bersama. Sebagai contoh, PemerintaltvarTasuatu ketika
kehilangan hubungan diplomatik biasa dengan sebdggsar dunia, akhirnya
meniru gaya konstitusional reformasi barat untuknamebuhkan niat baik dari
negara-negara laffi®

Seperti diakui oleh Goderis dan verSteeg (201Ljingetidak mungkin
untuk secara empiris membedakan mekanisme darissaa lain, atau untuk
menentukan apakah negara memang "belajag¢tulturating, atau mungkin
mengadopsi ketentuan konstitusional asing untukefagda alasan lainnya.
Meskipun demikian, mekanisme ini sangat membantandgembuatan konsep
saluran yang lebih spesifik melalui difusi yang mkin terjadi. Ini semua secara
sederhana merupakagl6bal world polity.

e. Political Insurance

Pada pembahasan sebelumnya telah sedikit diurailedmpenulis bahwa,
beranjak darfElectoral Market Theories”,Ginsburg mengembangkéRolitical
Insurance Theories.Teori Ginsburg yang sedemikian itu pada umumnya
digunakan untuk menganalisa atas sebuah pertanygdmi: Why would

constitutional drafters choose to include provisofor judicial review in the

%4 Ryan Goodman, and Derek Jinkéow to Influence States: Socialization and
International Human Rights LayDuke Law Journal 54, 2009), him. 621-703

%5 pavid Law and Mila VertegThe Evolution and Ideology of Global Constitutidsad
California Law Review, Vol. 99, p. 1163, 2011, AP3810 Annual Meeting Paper &th Annual
Conference on Empirical Legal Studies Paper WaghimdJniversity in St. Louis Legal Studies
Research Paper No. 10-10-01
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constitutional text?® (Mengapa perancang konstitusi memilih untuk mesayan
ketentuanudicial reviewdalam konstitusi?)

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mulai gden pertanyaan
mendasar tentang konstitusi dan kepentingan siagag ytercermin dalam
pembentukannya. Ginsburg mengawali pandangannyagade sepakat pada
pandangan Jhon Locke tentang “Teori Kontrak Sagsiging dimana dari
gagasannya kita tergambarkan bahwa konstitusi rakamp kontrak antara
masyarakat dan pemerintah. Dari hal ini pula, k#i@ambarkan bahwa warga
negara memberdayakan dan mengembangkan sistem itksinssebagai
mekanisme untuk memenuhi hak-hak individu melaindakan kolektif yang
diwakilkan kepada politisi-politisinya?®’ Oleh karena itu dalam pandangan
analogi kontrak social ini,Judicial reviewdigunakan untuk mencegah politisi
dari mengingkari tawar-menawar dengan wa&fjaPada tataran ringkasnya
kemudian Ginsburg berpendapat:

| argue that the answer to the question of why-isédirested politicians
would design a system of judicial review dependsthan prospective
power positions of constitutional designers in posstitutional

government. Assume that constitutional drafters algemselves
politicians, who are interested in governing aftee adoption of a new
constitution. It follows that they will seek to s institutions that
maximize their ability to govern under the new ¢tibusonal order. The

key factor from the drafters’ perspective is theeantinty of the future
political configuration at the time of constitutidrdrafting.

Dari pandangannya itu diperoleh hal yakni, peragdemmstitusi berusaha untuk

merancang lembaga yang dapat memaksimalkan peatamta di bawah

zijom GinsburgJudicial Review in New Democracies...Ophdit).22
Ibid
28 perspektif kontraktarian ini cendrung sangat ndifrdaripada positif, dan hal itu terbuka
terhadap kritik atas dasar empiris. Ada banyakaalagang dapat dijadikan penolakan. Misalnya,
apakah desain konstitusional yang sebenarnya tahidong mencerminkan dan menguntungkan
diri mereka sendiri, lembaga mereka, atau kepeatingnereka yang sempit daripada mereka
warga lebih luas. Lihat, Ibid.,him.23



189

tatanan konstitusional baru. Faktor kunci dari peksf perancang adalah
ketidakpastian dari konfigurasi politik di masa deppada saat penyusunan
konstitusi bard®®

Atas ketidakjelasan konfigurasi politik ini, malihak-pihak (dalam hal ini
partai yang lemah) cenderung takut kehilangan k&tama di masa depan, oleh
karenanya lebih memilih pengujian konstitusionalehol pengadilan yang
independen, karena pengadilan menyediakan sebuahm falternatif bagi
ketidakjelasan politik itd’® Di sisi lain, partai politik yang lebih kuat akan
memiliki keinginan pengujian konstitusional agatakk independen, dan hal ini
dikarenakan mereka mengantisipasi beberapa progamkepentingan mereka

dalam legislatif (pembentukan hukum) pasca penyarstonstitusf’*

Untuk memperjelas pertanyaan fundamental yang kdiajinsburg dalam
bukunya tentang mengapa sistpmicial review atauconstitutional reviewtelah
menyebar dan berkembang dengan pesat di bebezgpsarnyang ada di dunia?.
Penulis mendapatkan sebuRlountablehasil seminar di salah satu perguruan
tinggi di Taiwan yang sangat relevan untuk mengledgin mendalam akan Teori

Ginsburg iti?’? Pertanyaan akan buku itu penting dijawab dan pidngkapkan,

%9 pid

20 Ginsburg, 2003. David ErdpBelegating Rights Protection: The Rise of BillsRights in
the Westminster WorldNew York: Oxford University Press 2010. Lihat pul Jodi Finkel,
Judicial Reform as Political Insurance: ArgentirReru and Mexico in the 19908\lotre Dame,
IN: University of Notre Dame Press, 2008), him.4

21 Matthew Stephensonihen the Devil Turns.... The Political Foundat of
Independent Judicial Reviedournal of Legal Studies 32: 59-89. 2003. LihgiajuRebecca Bill
Chavez, The Rule-of-law in Nascent DemocraciéStanford: Stanford University Press, 2004),
him. 56

272 seminar dengan temdudicial Review in New Democracies: Constitutio@urts in
Asian Cases, dengan speaker Prof. Tom Ginsburgv8dsity of Chicago, School of Law, U.S.A,
moderator, Prof. Jiunn-Rong Yeh (College of Lawtiddeal Taiwan University, Taiwan), dengan
para commentatoProf. Hong Sik Cho (College of Law, Seoul Natiobaiversity, South Korea),
Prof. Narufumi Kadomatsu (Graduate School & Facolty aw, Kobe University, Japan), Prof.
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karena pada dasarnya telah diketahui bersama, dokeddad telah terlampaui,
teori politik yang selalu didengungkan dan ditanamladalah pada gagasan
bahwa demokrasi identik dengan suara rakyat, yaiyoritas?’> Oleh karena itu,
ketika suatu negara pada keadaan memiliki semlatan lima belas hakim
terpilih memutuskan atau bahkan melawan keputasayoritas, bukankan hal
sedemikian ini jelagfundamental undemocratic’* Kebanyakan sarjana hingga
saat ini, atas hal itu menerima ketegangan ini m@mgakui bahwa hubungan
antara demokrasi daundicial reviewmemang sangatlah kontradiksi. Mereka pada
dasarnya mempertanyakan legitimasnstitutional reviewdan menganggap hal
itu sebagai masalah. Namun walaupun secara fundaméal ini tidak
demokratis, mengapa kita melihat penyebaran yaagHiasa darconstitutional
reviewhingga saat ini?. Itulah argument Ginsburg.

Demokrasi darjudicial review keduanya menyebar di seluruh dunia pada
waktu yang hampir bersamaan. Mungkin ada beberapangan kausal antara
dua fenomena ini yang kebanyakan sarjana belum hemasecara baik. Tentu
saja, pada tingkat normatif, Profesor di bidang umkbanyak yang telah
mengembangkan teori-teori yang rumit (namun kad@aak berdasar), untuk
menjelaskan mengapadicial reviewditerima walaupun hal ini tidak demokratis.
Misalnya, beberapa darinya memandang secara nénmathahami penyebaran

constitutional reviewsebagai menjadi bagian dari penyebaran akan kesada

Tay-Sheng Wang (College of Law, National Taiwan wénsity, Taiwan), Prof. Jau-Yuan Hwan
(College of Law, National Taiwan University, TaiwWarrof. Li-Jue Lee (School of Law, Chung
Yuan Christian University, Taiwan), Prof. Wen-Ch€hang (College of Law, National Taiwan
University, Taiwan), seminar dan bedah buku Toms@img College of Law, National Taiwan
University, Taiwan.

23 |bid
2% |bid
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hak?’> Memang dapatlah diterima pandangan dari mereligakpada abad ke-20
(setelah Perang Dunia Il) banyak orang mulai letmbemperhatikan hak-hak
mereka, dan perhatiannya itu menghantarkan padégean sosial. Perubahan
sosial itu ditandai dengan tuntutan melembagakangy®n konstitusional
sebagai salah satu mekanisme untuk melindungi hkkrhereka. Tentu saja,
konteks hak pada saat itu dengan kontek hak dinevademokrasi sangatlah
berbeda. Pandangan Ginsburg yang sedemikian inantaik tanpa alasan.
Beberapa alasan yang dapat dijadikemunter atas pandangan itu adalah
misalnya, teori yang menunjukkan bahwa orang menmwanstitutional review
karena mereka peduli tentang hak-hak mereka, bagairhal itu dijelaskan bagi
beberapa golongan masyarakat di mana tidak ada misek@ pengujian
konstitusional namun orang-orang tersebut masitulpeédntang hak mereka.
Seperti Negara Zimbabwe pada saat ini, Apakahatagianya mekanisme itu,
orang-orang Zimbabwe tidak peduli tentang hak ne&tekMemang dapat
dimaklumi, tentu saja atas timbulnya kesadaran &ledwhak masyarakat itu juga
memiliki peran tertentu dalam menjelaskan penyabeonstitutional reviewdi
negara tertentu pula, tetapi tidak efektif untuknpalaskan mengapa kita melihat
pengujian konstitusional di beberapa system poliékentu tetapi tidak pada
system politik yang lain. (Cerita yang disebutkanaths dalam pandangan
Ginsburg difokuskan pada sisi analisis permintastitusional bukan pada sisi
penawaran§’®

Di sisi penawaran, harus dijelakskan mengapa golibersedia untuk

menghasilkan pengujian konstitusional dan mengag@&ka mengaturnya. Untuk

275 |bid, lihat kembalideational theory
2’8 Dalam bahasa Ginsburg diungkapk@he story mentioned above is focused on
the demand side of institutional analysidhetthan on the supply side
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melakukan ini, seseorang dapat mengadopsi asunmg) gaderhana bahwa,
perumus konstitusi memiliki beberapa kepentingahysktif dalam membuat
pilihan pelembagaan. Ginsburg tidak mengatakan hahsetiap orang
mementingkan diri sendiri sepanjang waktu. Tentia si@lak semua perumus
konstitusi mencerminkan kepentingan pribadi mer&lamun, tampaknya masuk
akal untuk menyatakan bahwa sampai batas tertpetwmus konstitusi akan
mempertimbangkan posisi politik mereka di masa debketika merumuskan
konstitusi. Kadang-kadang hal ini mereka lakukamghkin ingin menciptakan
sebuah forum alternatif di mana untuk menantangjdem pemerintah, jika
mereka mengantisipasi beberapa kesempatan berddar diekuasaan. Ini teori
dasar yang Ginsburg menyebutnya sebégaurance theory of constitutional

review” atau“teori asuransi pengujian konstitusional’

Teori Ginsburg ini juga untuk menjelaskan lebih oheEam mengapa
banyak negara mengembangkan pengujian konstitusaara sampai saat ini
masih terus ada. Untuk beberapa hal itu, Ginsburgbemenyatakan:

| think this analogy works to explain why you depekonstitutional

review and when you get it. The basic idea iswiien we have a situation
of constitutional design, different parties willtapate different positions
in the post-constitution election. One anticgght situation may be
divided political environment. The extreme illusiva is the situation like
South Korea in 1987, when the three political pgtnegotiated for the
new constitution, none of them could predict thatwould win the

legislature in post-constitution election. Underistttircumstance, they
might allow either presidency or judiciary to hawgecertain power to

constrain the legislature in case they lose. If gounot think that you will

win the legislature, you need another forum or arém proclaim rights in

order to limit the legislature. That is really whabnstitutional courts do.
They provide another forum for constraints in thestpconstitution

election. It is thus a form of political insuranc

Inti dari ungkapan Ginsburg adalah untuk mengaréassi posisi yang berbeda

pasca perumusan konstitusi. llustrasi ekstrimicortohkan pada saat perumusan
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konstitusi di Korea Selatan pada tahun 1987. KettkhaTiga partai politik
melakukan negoisasi untuk membentuk konstitusi,ieamun tidak satupun dari
mereka bisa memprediksi akan menang (terakomodlruse kepentingannya.
Dalam keadaan ini, mereka mungkin mengizinkan Baisiden atau lembaga
peradilan untuk memiliki kekuatan tertentu untuknmbatasi kekuasaan legislatif
atau perlu dipilihlah forum lain atau arena untulenyatakan hak untuk
membatasi legislatif. Dan inilah bagian dari padatuk politik asuransi menurut
Ginsburg?”’

Apabila dipahami lebih mendalam bentuk asuransitipoGinsburg ini
sedikit mirip dengan asuransi pasar. Memang kitai thahwa asuransi hadir
dalam transaksi pasar untuk memfasilitasi transg&sg mungkin tidak terjadi.
Misalnya, Profesor X dan Profesor Y akan membuaegakatan, tapi X tidak
percaya Y, dan X tidak yakin tentang beberapa halyyditawarkan. Dalam hal
ini, X tidak mungkin bersedia untuk menyimpulkami@ak dengan dia. Namun,
jika X bisa membeli asuransi dari sebuah perusabhsaransi untuk melindungi
kepentingan X dari risiko tertentu, X akan dapatuokake dalam kontrak dan
mendapatkan manfaat dari transaksi. Di sini kisa Imelihat bagaimana asuransi
membantu fungsi pasar. Dengan cara yang sangat, mieiori asuransi politik
yang dikembangkan Ginsburg, pengujian konstitusidmekerja pula untuk
memfasilitasi transaksi konstitusional. Ini memloanintuk membuat tawar-
menawar konstitusional yang mungkin dan yang mumgkiak dinyatakan
terjadi. Ketika partai-partai politik menegosiasikikonstitusi, mereka tidak bisa

memprediksi dengan akurasi lengkap akan posisi kaedepostkonstitusional

27 |bid
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politik. Namun, setidaknya mereka semua dapat sdtalpwa adanya pengadilan
konstitusi, mungkin akan mengurangi kerugian yanderita jika mereka

kehilangan kepentingannya pasca perumusan konstitus

5. Tatanan ldeal tentang Akses Individual ke Mahkamah Konstitusi
dalam Sistem Pengujian Konstitusional di Indonesia

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, saatnégara Indonesia telah
merumuskan hak-hak dasar individu secara lebihetem@ didalam konstitusinya
dibanding konstitusi sebelum diamandemen. Akanptetilam rangka individu
mempertahankan hak-hak dasarnya itu apabila dilamggh suatu perbuatan tertentu
dibatasi hanya pada adanya muatan maupun prosestabeptukan UU yang
bertentangan dengan UUD. Hal ini menunjukkan sangdiatasnya akses bagi
individu untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya.

Atas hal sedemikian, diperlukan perluasan bagi saksdividu dalam rangka
mempertahankan hak-hak dasarnya. Dengan menganebibglajaran tentang
bagaimana akses individual itu diatur di Jermankansudah sepantasnya akses
individual itu semestinya dapat dilakukan melaluiekanisme pengaduan
konstitusional atas seluruh tindakan hukum pemedagigiasaan publikpublic
authority) yang melanggar hak-hak dasar individu. Hal ini dimalkan karena
pelanggaran hak-hak dasar individu itu tidak méstjadi akibat adanya muatan
maupun prosedur pembentukan UU yang bertentangagaddJUD semata, namun
pelanggaran itu bisa saja terjadi dan dilakukanaptdaran yang lain, misalnya
tindakan pemerintah daerah bersama-sama dengan DdRDn pembentukan

Peraturan Daerah yang dinilai, langsung melangegi@nkuan konstitusi.

278 ibid



195

Mekanisme yang lainnya, di Jerman memperkenankedimect accesmelalui
tangan dan pemikiran brilian para hakim-hakim paeladilan umum atau biasa. Hal
sedemikian memperlihatkan kedewasaan dalam melakaansistem dan fungsi
pengujian konstitusional. Hakim-hakim peradilanshiali Jerman diposisikan agar
tidak mengkedepankan kapastian hukum semata dakmerjksaan perkara di
peradilan umum, namun nilai-nilai guna menegakkaadkan-pun juga turut
diperhatikan. Oleh karena itu, jika para hakim nmemean suatu UU yang
bertentangan dengan nilai keadilan dan hal itu ngglar hak-hak dasar manusia,
para hakim diperkenankan meminta resolusi atasnkeEmgannya itu ke MK.
Tindakan para hakim-hakim itu secara tidak langsomayvakili kepentingan dasar

individu dalam rangka pemenuhan dan perlindungérh& dasarnya.
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BAB V
KESIMPULAN

A. Simpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitibadalah:

1. Pengaturan akses Individual ke Mahkamah Konstilsiam sistem
pengujian konstitusional di Negara Jerman sangatpkehensif dapat
ditemukan di dalam Konstitusi maupun UU tentang Mé&deral Jerman.
Akses individual ke Mahkamah Konstitusi di Negarmarndan dapat
dilakukan melalui mekanisme yang dapat disebut gagbanekanisme
constitutional complaint (pengaduan konstitusional) damoncrete
constitutional judicial review(pengujian konstitusional oleh lembaga
peradilan secara konkrit). Sedangkan Pengaturaesaksdividual ke
Mahkamah Konstitusi dalam sistem pengujian korsitnal di Negara
Indonesia kurang komprehensif diatur didalam kéunsiti Akses
individual ke Mahkamah Konstitusi di Negara Indaaesapat dilakukan
hanya melalui pintu pengujian UU terhadap UUD ksgkara formil dan
materil. Terkait dengan alasan yang mendasari aksdwidu ke
Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya di kedua netggrat ditarik sebuah
prinsip yang sama yakni sebuah prinsip untuk metapankan hak-hak
dasar manusia.

2. Terdapat perbedaan dan persamaan pengaturan Blegaea Jerman dan
Indonesia dalam hal memberi akses individu guna peetahankan hak-
hak dasar-nya dalam sistem pengujian konstitusioRatbedaan yang

paling penting yang ditemukan adalah Negara Jermare openatau
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sangat terbuka mengatur bagi akses individual gugrapertahankan hak-
hak dasar-nya dalam sistem pengujian konstitusiaeglangkan Negara
Indonesia less openatau kurang terbuka pada tataran yang sama.
Sedangkan persamaan yang ditemukan adalah padanygassecara
filosofis antara kedua sistem ini menempatkan akeds/idual guna
mempertahankan Hak-hak dasarnya secara maksimal ohak karena itu
dalil adanya pelanggaran hak-hak dasar merupakaratsytama dapat
diajukannya permohonan atau klaim ke Mahkamah HKioisst bagi
individu dalam pengujian konstitusional.

. Terkait adanya pembatasan akses individual ke MahkaKonstitusi
Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskanpdai@ kesepakatan
perumus konstitusi dalam mengadopsi system pemgkgastitusional ini
ke dalam hukum positif di Indonesia dan hal iniihkebepatnya dalam
tataran teoritis merupakan pencerminan dari selpraktik “political
insurance”.

. Terkait mencari tatanan yang ideal bagi akses iddal ke Mahkamah
Konstitusi Indonesia dapat dilakukan dengan mengapdmbelajaran
dari praktik yang ada di Negara Jerman. Tatanamgy ydeal itu adalah
tatanan yang membuka seluas-luasnya bagi indiudiukudapat akses ke
Mahkamah Konstitusi baik secara langsung maupuraldikan melalui
tangan dan pemikiran hakim-hakim pada peradilasabgehingga akses

individual dapat diwujudkan secara maksimal.
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B. Saran

Penulis kemudian menyarankan bagi pemangku kewaplbag berwenang
dalam hal amandemen UUD 1945 untuk segera melakakemdemen lanjutan.
Hal ini disebabkan karena, pengaturan tentangnsigtengujian konstitusional
yang terdapat dalam UUD 1945 kurang komprehensihgaeirrnya. Hal
sedemikian ini terlihat pada tataran pengaturaresakadividual yang sangat
sempit dalam rangka mempertahankan hak-hak dasey tgdah diatur dalam
konstitusi melalui mekanisme pengujian konstitualo®leh karena itu, apabila
dilakukan perubahan UUD 1945, penulis kemudian pedaran konkritnya
mengusulkan agar akses individual dibuka seluasatga untuk dapat akses ke
Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme “pengaduansktusional” maupun
mekanisme “pengujian konstitusional secara konkB8&hingga akses individual

tidak hanya terpaku pada tataran pengujian UU tieqh&UD semata.
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